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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan 
ditulis melalui Proyek lnventarisasi dan Dokume ntasi Sejarah 
Nasional (IDSN ) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah­
tengah masy araka t . Adapun tujuann ya ialah untuk memberikan 
bahan informasi kesejarahan kepada masyaraka t . Denga n demi­
kian dihara pkan rn asyaraka t akan memperoleh serta dapa t 
rnenambah penge tahuann ya te n tang sejarah. ba ik ya ng me nyang­
kut akumulasi fakta maup un proses terjadinya perist iwa. Di 
samping itu para pembaca j uga akan memperoleh nilai-nilai 
yang terungkap dari rangk aian peristiwa yang digambarkan 
dalam karya -karya sejarah itu . 

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Proyek IDSN ini 
tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin 
kesalahan-kesalahan . Namun demikian kami ingin me yakinkan 
kepada pembaca bahwa kelemahan a tau kesalah an itu pastilah 
tidak disengaja . 

Berdasarkan keterangan d i a tas ka mi san gat berterim a kasih 
kepada pembaca j ika sekiran ya bersed ia untuk memberikan kri­
tik-kritik terhadap karya-kary a Proyek IDSN ini . Kritik-kritik 
itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya 
proyek ini di kemudian hari . 
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Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan 
kepada semua pihak yang ikut serta baik langsung maupun 
tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN 
ini sebagaimana adanya di tangan pembaca. kami sampaikan 
terima kasih. 
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PENGANTAR 

Buku ''Tan rangan dan R ongrrngan Terhadap Aegara dan Kesa­
ruan Republik Indonesia. Ka.sus Republik Ma/uku Seta ran " meru­
pakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek 
inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Seja­
rah dan Nil ai Tradisiona1 Departemen Pendidikan dan Kebuday aan 
tahun 1992/1 993. 

Buku ini muat uraian ten tang mengapa dan bagaimana tim bul­
nya Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950, bagaimana 
pemerintah mengatasinya dan perkem bangan RMS di Negeri 
Belanda. 

Peneliti an dan penulisan Tanrangan dan R ongrongan Terhadap 
Keuruhan negara dan Kesaruan RJ. Kasus RMS " ini dim aksudkan 
untuk mel engkapi penulisan tentang pe nulisan kasus-kasus tan­
tangan dan rong-rongan terhadap keutuhan negara dan kesatuan 
Rl di berbagai daerah di Indonesia . 

Dengan diterbi tkannya buku ini diharapkan dapa t memper­
kaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang me­
madai bagi masyarakat pemina tnya serta memberi pe tunjuk pada 
kajian lebih lanjut . 

Jakarta , J uli 1993 
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan 

Dokum · Sejarah Nasional 

Sri Su tjia tiningsih 
NIP. 130 422 397 
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PENGANTAR 

Buku ini mencoba mem bahas lagi mengapa dan bagaimana 
timbulnya " RMS " pada tahun 1950 dan bagaimana pemerintah 
mengatasinya. Selain itu terdapat pula satu bab mengenai 
perkembangan RMS di Negeri Belanda. 

Studi mengenai peristiwa in i memang sudah banyak dilaku­
kan baik di dalam mau pun di luar negeri. baik oleh para ilmu­
wan maupun oleh khala yak ramai. Berbagai surat ka bar juga 
men yimpan sejumlah berita yang sed ikit banyaknya suda h 
dimanfaatkan dal am tulisan-tulisan itu . namun belum ada studi 
yang tuntas berdasarkan dokumen-dokumen Pemerintah Indo­
nesia maupun Be la nda yang sampai kini masih dirahas iakan . 

Studi-studi mengenai RMS di Maluku te rutama te rdapat 
clalam karya Leirissa dan Ben \an Kaam Ben van Kaam men­
dasarkan bu kuny a pada serangka ian wa wancara dan pe ng­
ambilan video yang tel ah diputar di TV Belanda beberapa rahun 
ya ng lalu. Buku itu sangat mendetail melaporkan kronologi 
prokJamasi RMS. Kemudian terdapat pula stud i ya ng lebih 
umum yang dida sarkan pada perspektif perubahan sosial dan 
bahan-bahan kearsipan di Negeri Belanda yang dihasilkan 
oleh R. Chauvel se bagai disertasi dan ya ng sudah diterbitkan 
pula oleh KITLV . 
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Mengenai perkembangan di Negeri Belanda terdapat pula 
sejumlah buku yang dihasilkan baik oleh para ilmuan maupun 
oleh khalayak . Selain orang Belanda dan orang Maluku terdapat 
pula sejumlah pakar asing. Perlu disebut khusus di sini adalah 
Dr. Dieter Bartels. seorang an tropolog Amerika yang juga 
pernah mengadakan studi di Maluku mengenai "pela". Sejumlah 
sejarawan Maluku di Negeri Belanda yang tergabung dalam 
Museum Maluku di Utrecht juga telah menghasilkan sejumlah 
tulisan dan buku mengenai keadaan orang Maluku di Negeri 
Belanda terutama dalam tahun-tahun 1950 an Studi tersebut 
terakhir didasarkan pada dokumen-dokumen otentik pemerin­
tah sehingga menghasilkan pengetahuan yang cukup menarik 
dan baru. Berbagai brosur dihasilkan pula oleh khalayak di 
Negeri Belanda. tetapi tidak digunakan di sini karena sangat 
subjektif sifatnya. 

Selain itu perkembangan di Negeri Belanda selama tahun­
tahun 1970 an dan 1 980 an juga diperoleh dari serangkaian 
pembicaraan yang dilakukan Dr. RZ. Leirissa ketika berkunjung 
ke Amsterdam pada bulan April-Mei 1991 atas undangan 
"Yayasan Tjengke". Masalah yang dibicarakan ketika itu tidak 
banyak berbeda dengan yang dibicarakan oleh Dieter Bartels 
dalam bukunya tersebut di atas. Pada pokoknya kesimpulan­
nya tidak jauh berbeda sekalipun Dieter Bartels sebagai antro­
polog lebih banyak menekankan aspek budaya, terutama 
budaya keluarga . 

Pada kesempatan ini perlu disampaikan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang memungkinkan ditulisnya buku ini. Selain 
team penulis dari Depdikbud, perlu juga disampaikan terima 
kasih kepada "Yayasan Tjengke", khususnya Herman Keppy, 
Anis de Fretes, Nina Wattimena, Bals Sahetary dan lain-lain. 
Merekalah yang memberi kesempatan luas untuk memepelajari 
orang Maluku di Negeri Belanda. Kemudian terima kasih juga 
kepada Dr. Dieter Bartels yang telah berbaik hati untuk mem­
berikan sebuah buku mengenai hasil studinya di Negeri Belanda 
selama tahun-tahun 1 983-1 985. Terima kasih pula kepada 
pimpinan Museum Maluku di Utrecht. Drs. W. Manuhutu dan 
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Drs H. Smeets. yang demikian berbaik hati untuk menjelaskan 
isi museum tersebut dan rencana-rencana selanjutnya : juga 
kepada tim ahli bahasa di museum tersebut atas sumbangan 
buku-buku mengenai bahasa "'Melayu Sini ". Terima kasih juga 
kepada Drs . Habiboe dari Musuem Maluk u. rcalon doktor 
di Universitas Leiden ). atas sumbangan buku-bukun ya mengenai 
seja rah orang Maluku tahun 19 51 . 

Jakart8. Januari 199.3 
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BABI 
MALUKU DALAM MASA PERANG KEMERDEKAAN 

1.1 Perkembangan Kekuasaan Republik Selama Perang Ke­
merdekaan. 

Proklamasi 17 Agustus 1 g45. melahir kan Republik Indone­
sia sebaga i negara baru . ya ng berhasil mencapai kemerdekaan­
nya se telah melalui berbagai peri ode perjuangan melawa n 
penjajah. Perjuangan mana kem udian dila njutkan melalui Badan 
Penyelidik Osaha-usaha Kem erdekaa n Indonesia yang dibentuk 
tentara Jepang pada 29 Mei 1945 dan berhasi l merum us kan 
Undang-Undang Dasar \iegara . nam un setelah tersusunnya 
Undang Undang Dasar , badan tc rsebut d ibubarkan da n dibentuk 
badan lain ya ng kita kenai denpn Pan itia Persiapan Kcmerde­
kaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agus tus 1945 diketuai 
lr. Soe karno . Badan ini ditu gas kan untuk membuat ranca ngan 
suatu ne_gara baru. tetapi sebe lum keinginan Jepang itu ter­
laksana. mereka telah menyatakan takluk pada ten tara Sekutu 
pada 15 Agustus 1945 : dengan demikian Jepang tidak dapat 
memenuhi "Janji" nya. 1 

Badan tersebu t tetap dipertahankan oleh pemimpin Indo­
nesia . yang anggotanya me1iputi para tokoh dari daerah-daerah 
di seluruh Indonesia. Atas kerja sama semua unsur dan setelah 
rnelalui berbagai tahapan dan pe rsiapan , kernerdekaan Republik 
Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 , dengan 
wilayah kekuasaannya me!iputi wilayah bekas kekuasaan 



Hindia Belanda.Proklamasi diikuti dengan pembentukan alat 
perlengkapan pemerintahan. mulai dari tingkat pusat sampai 
ke daerah-daerah. 

Pada 19 Agustus terbentuklah kementerian-kementerian dan 
delapan provinsi dengan para gubernurnya . Maluku merupakan 
salah satu dari delapan provinsi yang terbentuk ketika itu 
dengan gu bern urny a Mr. Johannes La tuharhary anggota 
PPKI yang mewakili daerah Maluku. Namun demikian karena 
sulitnya komunikasi antara daerah dewasa itu. terutama daerah­
daerah di luar Jawa (dan situasi yang belum mantap), maka 
roda pemerintahan belum dapat berjalan dengan lancar. Di 
samping itu negara yang baru diproklamasikan, mulai meng­
hadapi tantangan dan rongrongan dari berbagai pihak baik 
intern maupun ekstern. Tantangan ekstern yang utama adalah 
dari pihak Belanda yang sejak semula menolak legalitas ke­
kuasaan Republik Indonesia. Pemerintah Belanda membentuk 
.'1/erherlands Indies Cil'il Administration (NICA) yang ber­
kedudukan di Brisbane Austrasila . Mereka mempersoalkan 
masalah Indonesia dan menuntut pengembalian kekuasaan 
Hindia Belanda ke bekas wilayah jajahannya. Sementara Inggris 
yang datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan tentara 
Jepang, mendorong Belanda untuk mengadakan pendekatan 
terhadap pemerintah Republik. 

Pada bulan September 1945 Kabinet Presidensil di bawah 
pimpinan Presiden Soekarno, harus menghadapi Tentara Inggris 
yang mewakili Tentara Sekutu dan Belanda yang ingin kembali 
berkuasa di Indonesia. Untuk menghadapi Belanda itu. Pe­
merintah RI menggariskan strategi perjuangan yang berdasarkan 
diplomasi untuk memperoleh pengakuan atas berdirinya negara 
baru . J alan ini diambil karena pemerintah melihat, bahwa 
kekuatan militer Republik belum cukup terkonsolidasi untuk 
menghadapi kolonialisme Belanda. Berdasarkan strategi itu 
pemerintah menyatakan kesediaan untuk berunding dengan 
Belanda. Mula-mula Belanda menolak berunding dengan 
Soekarno-Hatta yang dianggapnya sebagai kolaborator dengan 
pemerintah pendudukan Jepang. 
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Sementara itu, kelompok yang ada zaman Jepang melaku­
kan perjuangan di bawah tanah , tidak senang terhadap pimpinan 
negara dan para menteri yang pernah berkolaborasi dengan 
fasisme Jepang. Para pemuda dan mahasiswa yang mendapat 
dukungan Sutan Syahrir dan Sukarni merasa tidak puas ter­
hadap Kabinet Presidensil peimpina n Soekarno yang menam­
pakan gejala-gejala otoriter. 2 

Kelornpok tersebut berusa ha mengubah kabiner pres idensil 
menjadi kabinet parlementer yang akan bertanggung jawab 
ke pada suatu lem.baga perwakilan . Lembaga yang te lah ber­
bentuk adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) . yang 
pada saar terbentuknya adalah pe nasihar presiden. tidak 
merupakan lembaga perwakilan . Dalam perkembangannya 
kemudian . KNIP berubah me njadi lembaga perwakilan dengan 
kekuasaan legisla tif. Untuk menj ala nkan kekuasaan se hari­
hari KNIP kemudian memben tuk sebuah badan pekerja (BP) 
KNIP. Badan ini terbentuk dalam Sidang KNIP 17 Oktober. 
dipimpin ketua II Mr . Johannes Latuharhary . Di da la m sidang 
itu St. Syah rir dan Amir Syarifuddin terpilih sebaga i ke tua dan 

wakil ketu a BPKNIP. 3 

Presiden kemudian m embubarkan Kabine r Presidensil 
dan menunjuk Syahrir menjadi formatur untuk membentuk 
Kabinet Parlementer. Sutan Syahri r sebagai perdana menteri 
yang pertama dalam Kab inet Parlementer itu merangkap 

mendari dalam Negeri dan luar negeri. 

Perkembangan selanjutnya BPK IP mengu su lkan kepada 
pemerintah untuk membentuk partai-partai politik. Usul ini 
dinyatakan dalam pengumuman BPKNIP Nomor 3 tanggal 
30 Oktober 1945 . 4 Hal ini mendorong lahirnya partai-partai 
politik di tingka t nasional yang saling memperebutkan peranan 
di lembaga KNIP dan kabinet. Hal itu mengakibatkan ke tidak­
stabilan kekuasaan negara dan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet 

dalam waktu yang relatif singkat . 

Sementara itu pembentukan suatu kekuatan perta hanan 
keamanan belum dapat dilakukan. Usaha untuk mempertahan­
kan republik dari tekanan Belanda dan Sekutu dilakukan oleh 
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para pemuda dengan mendirikan badan-badan perjuangan atau 
laskar-laskar dan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang oleh 
Pemerintah kemudian diakui sebagai salah satu organ dalam 
pemerintahan. Selain di pusat, BKR juga dibentuk di daerah­
daerah sebagai organ dari Komite Nasional Indonesia Daerah. 

Di Jakarta para pemuda membentuk Angkatan Pemuda 
Indonesia (API), Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), 
dan lain-lain. Para pemuda Maluku sendiri yang terdiri atas 
Indoensia Ambon (API-Ambon) yang dipimpin H. Tanasale 
dan J. Patty, L. Polhaupessy, D. Pelupessy, P. Poetiray, F. 
Latumeten, F. Pattisina dan lain-lain . Bertindak sebagai penasi­
hat adalah Gubernur Maluku J . Latuharhary. 

Pacta 19 Oktober 1945 para pemuda mengadakan rapat di 
kediaman Gubernur Latuharhary. Di dalam rapat tersebut 
dicetuskan suatu pernyataan bahwa . "Perserikatan Pemuda 
Ambon" membentuk barisan yang aktif serta membantu 
baris.an-barisan lain untuk membela dan mempertahankan 
Pemerin tah Repu blik Indonesia. Selain itu khusus kepada ma­
syarakat Maluku. mereka juga serukan : 

(I) Kami orang Ambon bertanah air Indonesia , 

(2) Kami berjuang bersama-sama saudara lain golongan bangsa 
Indonesia untuk membela dan mempertahankan Republik 
Indonesia. 

(3) Kami tidak mau saudara-saudara kena ditipu muslihat 
Belanda, karena itu kami minta supaya jangan sekali-kali 
mau dipakai sebagai alat Belanda. Para bekas militer Belanda 
jw!a mere ka yang masih aktif dalam ten tara Belanda jangan­
lah menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Ingat, 
bahwa Republik Indonesia menjamin keselamatan rakyat 
Indonesia pacta umumnya dan golongan Ambon pacta khu­
susnya. Siapa di antara saudara-saudara yang belum dapat 
mengerti dan turut dengan cita-cita kita Indonesia Ambon , 
untuk membentuk Indonesia merdeka baiklah diam saja 
asal jangan turut Belanda . Jika saudara ·saudara tidak mem­
perhatikan yang tersebut di atas maka saudara-saudara sen-
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diri membawa bahaya atas 30.000 jiwa orang Ambon di Jawa 
dan Madura" . 5 

Mereka menyadari bahwa tidak semua orang Ma1uku sepen­
dapat dengan mereka. Dari jumlah 30.000 orang Ambon yang 
ada di Jawa tidak semuanya memihak Repub1ik. Ada sementara 
orang-orang Ambon dapat bekerjasama dengan Be1anda. Aldbat­
nya banyak orang-orang Ambon yang tidak mengerti akan 
perkembangan po1itik mendapat kelusitan . Kesulitan-kesulitan 
yang dimaksud te1ah mu1ai muncu1 da1am bulan September 
1945 yaitu dengan datangnya NICA dan KNIL. 

Pada waktu yang bersamaan NICA juga masuk ke daerah 
Indonesia Timur di Sulawesi dan Maluku yang secara berangsur­
angsur menggan tikan kedudukan Tentara Australia (Sekmen) di 
Ambon dan Makasar 

Di Jakarta dan kota-kota lain di Pulau Jawa dan juga Su­
matera mu1ai terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata. Para 
pemuda Ambon (Maluku) di Bandung dan Surabaya iku t 
bergabung da1am badan-badan perjuangan seperti Persatuan 
Perjuangan dan PRIMA (Pemuda Republik Indonesia Maluku) , 
namun ada penduduk yang memandang pemuda Ambon ini 
antek-antek Belanda, sedangkan di antara mereka sendiri timbul 
pertentangan antara mereka yang cenderung memihak Belanda 
dengan mereka yang memihak Republik. 

Perkembangan situasi yang kurang menguntungkan itu, me­
nyebabkan Latuharhary sebagai gubernur dan beberapa kepala 
pemerintahan daerah Indonesia Timur belum dapat menduduki 
posnya untuk menye1enggarakan pemerintahan daerah se­
bagaimana mestinya. Namun demikian hal itu tidak berarti 
gubernur tak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepa1a 
pemerintahan daerah Ma1uku. 

Pada 25 Oktober 1945 dike1uarkan mak1umat pertama 
gubernur Ma1uku tentang dibukanya Kantor Gubernur Ma1uku 
di Jakarta, disusul dengan pengumuman pembukaan kantor­
kantor pembantu gubernur di 13 kota lain di Jawa dan 
Sumatera. 6 Meester Latuharharry sendiri di samping sebagai 
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gubernur, ia berhasil menyadarkan orang-orang Maluku yang 
ada di Jawa dan Sumatera, agar mereka mengerti perkembangan 
politik baru untuk menghapuskan ilusi bahwa Belanda akan 
memerintah Indonesia lagi . Mereka itu antara lain adalah para 
pegawai dan bekas murid dari Ambonsche School di Jawa, 
yang dahulu dididik dan ditekan untuk taat kepada pemerintah 
kolonial Belanda. 7 

Ambonsche School tersebut merupakan tempat persemai­
an bibit pegawai dan tentara kolonial , dengan sistem pendidikan 
yang mempertajam ketegangan antara masyarakat Ambon 
dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di sekitarnya. 
Usaha Gubernur Latuharhary di atas merupakan manifestasi 
dari gagasan dan cita-citanya yang pernah dikemukakan dalam 
salah satu "Konferensi Nasional Indonesia". Ia menyatakan 
bah wa tujuannya adalah untuk memupuk idealisme kemer­
dekaan Indonesia di kalangan orang-orang Ambon.~ namun 
di pihak lain, sejak tahun 1928 telah nampak perbedaan di 
kalangan orang-orang Ambon (Maluku) sendiri. Ada yang men­
dambakan persatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia 
dan ada pula yang bersikap menentang atau ragu-ragu. Mereka 
yang tidak mau digolongkan sebagai bangsa Indonesia mendiri­
kan organisasi-organisasi lain . Sementera yang mendambakan 
persatuan nasional bergabung dalam Sarekat Ambon yang 
bertumt-turut dipimpin AJ . Patty. Dr. k'ayadu, dan Mr. J. 
Latuharhary. 

Di antara tujuan organisasi-organisasi itu ada satu segi yang 
sama. yaitu memajukan dan mengutamakan kepentingan 
sosial ekonomi bagi masyarakat Ambon. dan memperjuangkan 
perluasan otonomi bagi Maluku Tengah (Maluku Selatan). Lebih 
jauh lagi ada di antara mereka ingin menjadikan Maluku sebagai 
suatu negara tersendiri ataupun suatu provinsi dari Nederland. 
Keinginan ini selalu ditonjolkan pada setiap kesempatan resmi 
maupun tidak resmi. Ini merupakan pikiran-pikiran dari para 
intelektual yang tidak besar jumlahnya seperti Dr. Apituley 
wakil Ambon dalam Vo/ksraad atau Manusama yang kemudian 
menjadi guru MULO di Amb.on . Masalah persatuan nasional dan 
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kemerdekaan Indonesia menjadi pangkal pertentangan mereka , 
sehingga sering timbul konflik-kontlik terbuka. Ketika Sarekat 
Ambon meningkatkan perjuangan bersama organisasi nasional 
lainnya un tuk mewujudkan persatuan dan kemerdekaan Indo­
nesia . kelompok yang lain tetap berpendirian dan berpihak 
kepada ~ndia Belanda. Mereka inil ah yang kemudian menjadi 
penyokong-penyokong yang gigih dari Negara Indonesia Timur 
ciptaan Belanda dan mereka juga yang kemudian berperan 
dalam menciptakan dan mempertahankan Republik Maluku 
Selatan (RMS). 

Semen tara i tu di Puiau J a wa du kungan pemuda dan masya­
rakat Indonesia terhadap Republik nampak meluap di mana­
mana. Namun demikian kembalinya NICA yang dipimpin HJ. 
Van Mook dan Pemerintah Belanda merasa yakin akan dapat 
me11ciptakan tertib hukum keamanan, dan kesejahteraan di 
Indonesia sehingga mereka yang berlindung di bawah naungan 
Pemerintah Belanda akan dapat menikmati kebahagiaannya .9 

Keyakinan mereka segera goyah ketika terjadi pertempuran 
I 0 November di Sura bay a yang menewaskan J end era! Mala by. 
pimpinan pasukan Inggris. Kenyataan itu mengubah persepsi 
In~gris dan Sekutu terhadap Indonesia . Atas dorongan lnggris. 
pada 17 November 1945 Pemerintah RI bersedia berunding 
dengan Belanda. Delegasi RI yang dipimpin Perdana Menteri 
Syahrir, Perundingan pada waktu itu belum menghasilkan se­
sesua tu. yang berarti. 

Dalam perundingan lanjutan pada Februari 1946 , Van 
Mook yang sejak semula mempunyai konsep federal mengaju­
kan konsep yang suatu Negara Indonesia yang bu kan republik , 
yan g akan dibentuk beberapa puluh tahun lagi . Sementara itu 
kekuasaan Belanda atas Indonesia harus diakui . Pihak Indonesia 
menolak konsep tersebut karena bertolak atas dasar kemerdeka­
an I 007c: dengan demikian perundingan berlangsung berulang-­
ulang dengan saling mempertahankan tuntutanny a . 

Pada akhirny a PM . Syahrir mundur dari tu ntu tannya se­
mula . dan harus puas dengan menerima pengakuan de fakt o. 
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kekuasaan Republik atas Jawa dan Sumatera saja dan bersama 
Belanda bersedia membentuk suatu negara federal di Indonesia, 
di mana RI berstatus negara bagian bersama negara-negara 
bagian Kalimantan dan Indonesia Timur. Hal ini dituangkan 
dalam Persetujuan Unggajati. 

Kenyataannya persetujuan ini hanya merupakan hasil proses 
diplomasi pada forum resmi, karena selama masa perundingan 
dengan RI, Belanda (Van Mook) juga mengadakan perundingan 
dengan daerah-daerah Indonesia lain secara sistematis. Ia meng­
_l!dakan Konferensi Malino, Konferensi Pangkalpinang, dan 

Konferensi Den Pasar: Berdirinya NIT 

Konferensi Denpasar. Di dalam konferensi-konferensi itu ia 
menciptakan negara-negara kecil sebagai negara federal, tanpa 
mengikutsertakan Republik Indonesia dalam pembentukan 
tersebut. Dalam Konferensi Denpasar pada Desember 1946 
terbentuk Negara Indonesia Timur dengan pusatnya di Makasar 
(Ujung Pandang). 
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Persetujuan Linggarjati yang ditandatangi pada bulan 
Maret I 94 7, terdiri atas I 7 pasal. Ada yang menerimanya (pro) 
dan ada yang menolak (kontra), sehingga terjadilan perten­
tangan antara pro dan kontra sebelum penandatanganan ber­
langsung. Pertentangan semakin berkembang lagi setelah di­
keluarkannya Peraturan Presiden /Maklumat Nomor 6 tanggal 
30 Desember 1946, yang berisi tentang penambahan jumlah 
anggota KNIP yang bertujuan mengubah perimbangan kekuatan 
di dalam K NIP supaya cenderung bersikap pro kepada Perse­
tujuan Linggajati . 1 ° Karena pertentangan itu , maka Perdana 
Menteri Syahrir tidak mendapat dukungan lagi sehingga ia 
menyerahkan mandatnya kepada presiden. 

Perbedaan penafsiran terhadap be berapa pasal dalam per­
setujuan Linggajati menimbulkan ketegangan-ketegangan baru. 
Hal ini ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran oleh Be­
landa atas gencatan senjata yang telah diumumkan dan agresi 
militer pertama yang dilancarkan pada J uli 1 94 7. Terhadap 
keadaan itu Dewan Keamanan PBB menyerukan untuk meng­
hentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian 
dengan cara perwasitan (arbitrase) atau dengan damai . 
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Suasana di Malina rad itu 

Van Mook sedang memimpin konferensi Malina 
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Dengan demikian perundingan dilanjutkan lagi berkat jasa 
baik KTN, di atas kapal Renville . Perundingan dimulai pada 
8 Desember dan berakhir 17 Januari 1948. Perundingan ini 
lebih mempersempit lagi daerah kekuasaan Republik, tetapi 
persetujuan ini pun mengalami nasib yang sama dengan Per­
setujuan Linggajati. Belanda melanggarnya dan mengadakan 
agresi militer kedua pada bulan Desember 1948. Persetujuan 
Renville mengalami kegagalan. 

Untuk menutupi kegagalan-kegagalan diplomasi itu, sejak 
awal Van Mook berusaha mengalihkan perhatian luar negeri 
dengan mengadakan pendekatan terhadap daerah-daerah di luar 
Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya Van Mook menjajaki 
kemungkinan untuk mengadakan perundangan dengan pemim­
pin-pemimpin Indonesia Timur (Grote Oost) dan Kalimantan 
dengan maksud menyusun suatu struktur ketatanegaraan baru. 
Usahanya tidak mendapat banyak rintangan karena dibantu 
panglima dan tentara Australia (dari angkatan perang Sekutu) di 
wilayah Indonesia Timur (Timur Besar) dan Kalimantan . 

Konferensi Malino yang diadakan pada 16-25 Juli 1946 
menghadirkan utusan dari kurang-lebih 18 daerah yang ada 
di Kalimantan dan Indonesia Timur termasuk Ma1uku yang 
terdiri atas Mauku Utara, Maluku Selatan dan Kepulauan Aru, 
Kei dan Tanimmbar. Di dalam konferensi tersebut Van Mook 
menyarankan untuk menganut sistem federal dalam suatu 
susunan ketatanegaraan. Ditandaskan pula bahwa apabila akan 
diwujudkan suatu sistem pemerintahan federal harus diputuskan 
agar bagian-bagian federasi terdiri atas wilayah-wilayah yang 
cukup luas dan potensial. Sebaliknya Konperensi Malino ini 
tidak mendapat sambutan yang baik di kalangan Republik 
Indonesia , demikian pula Konferensi Den Pasar yang ber­
langsung dari 7-24 Desember 1946. 
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Bertolak dari ~hasil dua konferensi itu dan terutama karena 
belum etorganisasinya secara baik pemerintahan Republik 
sendiri, berdirilah negara-negara boneka hampir di seluruh 
wilayah Indonesia. Di antaranya Negara Indonesia Timur NIT) 
di mana Maluku Selatan termasuk di dalamnya. 

Dengan adanya persetujuan Linggarjati dan kemudian 
Renville, "Propinsi Maluku'' bersama beberapa daerah propinsi 
lainnya dibubarkan. 

Di daerah Maluku sendiri , masuknya NICA bersama tentara 
Australia merupakan awal dari pergolakan baru. Berita me­
ngenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terlambat diterima, 
sehingga rakyat pun kurang mengerti mengenai situasi dewasa 
itu . Propaganda NICA dapat menghilangkan keragu-raguan 
tentang terjadinya proklamasi . Propaganda tersebut ialah , 
bahwa di Jawa telah terjadi suatu pemberontakan oleh ge­
rombolan bemama "Merah Putih" yang menimbulkan kesan 
buruk. 

E U Pupella pimpinan 
PIMMaluku 

. '• 

..... J~.: ~~- .-.. 
j ;. ' ': 

; 'i 
~ .. __ i -~· ~;f : 

~-· ·· · 
Alexander Jacob Patty 
pimpinan Sarekat Ambon 
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Para raja pati (kepala pemerintah desa) yang dalam masa 
penjajahan setia kepada Belanda mengambil kesimpulan bahwa 
mereka harus berdiri di belakang NICA. Hal itu diperkuat 
lagi dengan tersiarnya berita bahwa pihak Belanda akan melak­
sanakan janji Ratu Belanda tahun 1942, untuk membentuk 
suatu Indonesia yang otonom dan demokratis, dan sebagai 
mitra sejajar dalam lingkungan kerajaan Belanda. Dengan 
demikian NICA berhasil mengajak pemimpin-pemimpin rakyat 
untuk bekerja sama dalam suatu Dewan Penasihat. Selanjutnya 
selama enam bulan berikutnya, kelompok-kelompok yang loyal 
terhadap Belanda, mempersiapkan suatu gagasan dan meng­
usulan untuk membentuk suatu Gemenebest Molukken atau 
Persemakmuran Haluku yang terdiri atas Maluku Utara. Irian 
Barat, dan Maluku Selatan. 1 1 

Sementara itu ada sekelompok masyarakat Maluku yang 
oro-Republik. Mereka itu terutama yang dipimpin EU. Pupella 
dan Win Reawaru dari Partai Indonesia Merdeka (PIM). Partai 
ini didirikan pada 17 Agustus 1946, tepat pada ulang tahun 
pertama Proklamasi Kemerdekaan RI. Partai Indonesia Merdeka 
diartikan juga sebagai Pemuda Indonesia Maluku yang mem­
punyai anggota cukup banyak terutama di kalangan desa-desa 
muslim. Pada rapat pengesahannya, Pupella menguraikan garis­
garis besar tujuan partainya, yaitu mencapai Indonesia merdeka. 
Pupella yang semula ditangkap NICA dibebaskan kembali . 
Karena pengikutnya cukup banyak di kalangan rakyat pedesaan, 
maka dengan dalih demi kestabilan politik ia diajak inasuk 
menjadi anggota Dewan Penasihat Residen ( Adviesraad). Ang­
gota lainnya adalah Dr. Tahitu, 1. Picauli. AS. Seharlawan. 
lamam Hatala. Hamid bin Hamid, dan Hong Bun Hiong. 1 2 

Para anggota Dewan kemudian mengusulkan untuk mem­
bentuk suatu dewan yang lebih besar dan luas berdasarkan 
pemilihan. Partai Indonesia Merdeka yang dipimpin Pupella 
telah mengorganisasi dirinya pada saat yang tepat sehingga 
siap mengikuti pemilihan umum yang disponsori Belanda 
awal November 1946. Selain Partai Indonesia Merdeka, kon­
testan lainnya adalah para nija, pendeta dan kaum veteran yang 
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tergabung dalam Sembilan Serangkai, tetapi dalam kampanye 
pemilihan itu dibentuk suatu Komite Pemilihan Khusus. Di 
samping dua kontestan ini ada sejumlah calon bebas, di antara­
nya Tahitu dan Wairisal yang mengadakan kampanye bersedia 
mendukung rencana Belanda untuk membentuk negara federal 
Pemilihan itu berhasil membentuk dewan yang diinginkan, 
dengan nama "Dewan Maluku Selatan" yang pada dasarnya 
sama dengan Ambon Raad di masa lalu . Hanya diperluas sehing­
ga mencakup wikil-wakil dari Maluku Tengah dan Maluku 
Tenggaran (pulau-pulau Kei . Aru , dan Tanimbar) . 

Salah satu keputusan politik yang terpenting dari Dewan 
Maluku Selatan adalah bergabung dengan Indonesia Timur. 
Keputusan ini pada mulan ya disokong oleh kelompok yang 
mencita-citakan negara kesatuan, terutama PIM dan unsur­
unsur lainnya yang seide . Na mun demikian di kemudian hari . 
mereka ini menyokong pula pembubaran negara-negara bagian 
di dalam RIS termasuk NTT dan menginginkan persatuan de­
ngan Republik Indonesia 

1.2 Gerakan-gerakan da/am Masyarakat yang Menentang Repu­
blik 

Sejak tahun pertama lahirnya Republik. telah nampak ada­
nya gerakan-gerakan yang cenderung menentang kekuasaan 
negara. Meskipun pihak para pendukung proklamasi menyam­
but gernbira dan berusaha keras untuk mempertahankan dan 
menegakkan kernerdekaan . namun rnasih ada anasir-anasir lain 
ya n~Z berusaha merusak Republik dari dalam . Gejala-gejala 
inilah yang mengurangi kekuatan dan kekuasaan Republik 
dalam masa Perang Kemerdekaan baik itu dalam bidang politik 
pemerintahan negara , maupun militer . 

Perkembangan politik d i Indonesia Timur sangat berbeda. 
Berita proklamasi yang d iterima disambut ge mbira . tetapi 
se_gera menggiring mereka dalam keragu-raguan , karena hu­
bungan dengan para pemimpin republik di Jakarta sangat 
larnbat . Keadaan itu ditambah lagi dengan lagi dengan adanya 
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kelompok-kelompok di dala'm masyarakat yang prci-republik 
dan yang lain menginginkan keadaan kembali sebagaimana 
sebelum PD. II, yakni dalam pemerintahan Hindia Belanda. 

Sementara itu pada 24 Agustus 1945 dibuat suatu per­
janjian antara Inggris dan Belanda. Dalam perjanjian itu peme­
rintah pelarian Belanda (NICA) di Brisbane diizinkan sekutu 
(lnggris dan Australia) masuk ke Indonesia Timur. Secara 
berangsur-angsur mereka membangun aparat kekuasaannya 
di sana yang berpusat di Makasar (Ujung Pandang). Selanjutnya 
secara berangsur-angsur pula berusaha mengembalikan kekuasa­
annya di Indonesia. Inilah yang menimbulkan pertentangan 
dan ketegangan antara Republik dan Pemerintah Belanda 
(NICA). 

Ketegangan-ketegangan politik itu diikuti dengan kekacau­
an-kekacauan karena tidak adanya jaminan keamanan. Tentara 
KNIL bertindak sekehendak hati mereka di kota-kota besar 
seolah-olah tidak pernah ada proklamasi Kemerdekaan. Tindak­
an-tindakan mereka kemudian dibalas oleh para pemuda yang 
tergabung di dalam badan-badan perjuangan. Dengan demikian 
terjadi pertempuran-pertempuan di dalam kota maupun di 
pinggiran kota sehingga banyak orang tak dapat bergerak 
dengan bebas. Masyarakat Ambon dan Minahasa yang berdiam 
di kota-kota besar di Jawa menisakan akibatnya. Mereka di­
anggap cenderung memihak Belanda sehingga pertentangan­
pertentangan antara kedua belah pihak tidak dapat dielakkan. 
selama kurang-lebih enam bulan dari saat proklamasi, kelom­
pok-kelompok loyalis yang kolot di Ambon memegang inisiatif. 
Gagasan-gagasan yang paling kongkret yang mereka usulkan 
ialah membentuk Gemeenebest Molukken (Persemakmuran 
Maluku).l3 Persemakmuran tersebut terdiri atas Maluku 
Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan. 

Usul itu ternyata mendapat dukungan luas dari para raja 
patih dan para elit (intelektual) di Ambon dan lingkungan 
intelektual (emigran) di Jawa, tetapi gagasan Persemakmuran 
Maluku itu kemudian tak dapat diwujudkan, karena sultan 
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Dewan Maluku Selatan ( 1946 -··1948) 

Tentara KNIL 
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Ternate sebagai kepala swapraja di Maluku Utara tidak m-enye­
tujui usul-usul tersebut. Usul dan gagasan itu diajukan kepada­
nya oleh suatu tim perundingan Ambon, di bawah pimpinan 
Tahitu. Gagasan ini pun kemudian tidak diperdulikan di dalam 
konferensi Maline dan terlantar begitu saja. _ 

Pada awal tahun 1946 di tengah suasana konfrontasi ter­
hadap Belanda, orang-orang Ambon yang setia kepada Hindia 
Belanda mengadakan protes nyaring kepada Republik. Ketika 
Van Mook mengembangkan siasatnya untuk membentuk suatu 
negara Indonesia lain dengan bentuk federal, muncul orang­
orang Ambon y~ng loyal semakin banyak. Mereka ini kemudian 
ikut pindah ke Negara Indonesia Timur (NIT). 

Sementara itu di Ambon pada 17 Agustus 1946 Pupella 
membentuk PIM. Dalam rapat umum pertama yang diadakan, 
berhasil menarik perhatian masa sebanyak 1.500 orang. Jumlah 
ini merupakan 3/4 bagian dari keseluruhan anggota, di mana 
Pupella menguraikan garis besar tujuan pertainya, yaitu menja­
lankan kebijakan koperatif . pro-federal yang diperhitungkan 
secara hati-hatL Hal ini erat kaitannya dengan kepentingan 
Indonesia di kawasan yang dikuasai Belanda. Juga masih 
terdapat pengaruh kelompok-kelompok yang berpegang erat 
pada pemikiran loyalis terhadap Belanda. Sementara di pihak 
lain ada kelompok Wim Reawaru yang beroposisi terhadap 
Pupella. sifat pragmatisme Pupella yang agak berbeda dengan 
dukungan terbuka reawaru kepada Rl, menjadi sumber 
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ketegangan yang tiada hentinya dalarn tubuh PIM sendiri. 
Selain itu saingan PIM adalah raja-raja para pendeta Protestan 
dan kaurn Veteran (KNIL). 

PIM diizinkan untuk rnengadakan karnpanye dalarn rangka 
pemilihan anggota Dewan Maluku Selatan (DMS). Karnpanye 
diadakan sampai ke desa-desa, kernudian pernilihan diadakan 
dalam dua tahapan. Hasilnya adalah kernenangan besar buat 
PIM yan~ menggondol empat dari tujuh kursi yang diprerebut­
kan. Dokter Tahitu mendapat satu kursi dan para raja rnendapat 
dua kursi . 1 4 

· 

Hasil Pemilihan terse but mernperlihatkan keadaan rnasya­
rakat yang terpecah-belah dan ada yang tak rnerasa yakin akan 
masa depan dan pimpinannya terutarna kaurn loyalis. Narnun 
demikian Dew<.~n Maluku Selatan tetap terbentuk sebagai badan 
perwakilan Ambon di tingkat terbawah dalarn struktur federal 
NIT. Salah s<.~tu tindakan yang diambil DMS adalah rnernilih 
perutusan ke Konferensi Den Pasar di Bali pada bulan Desernber 
1946. 

Tiga bulan kemudian dewan ini rnengukuhkan kedudukan 
Ambon dalam NIT yang baru didirikan. Ditetapkan juga bahwa 
Maluku Selatan harus tetap menjadi bagian dari NIT sarnpai 
rapat rnenentukan apakah mereka ingin rneneruskan rnenjadi 
bagian dari NIT atau tidak. Kesempatan ini diterima dengan 
3 7 suara setuju Ia wan tiga dan tiga lainnya abstain. 1 5 
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Sesudah pertemuan dewa, kurang-lebih selama dua bulan 
padat dengan kegiatan politik. Diantaranya ialah kunjungan 
Presiden NIT Tjokorda Sukowati, dan serentetan rapat yang 
diadakan oleh kaum loyalis. Di samping itu ada kelompok 
lain yang tidak menetap di Ambon atau Sulawesi, tetap melan­
carkan kampanye agar Maluku Selatan cepat menarik diri dari 
NIT. Demikian pula beberapa raja pati yang termasuk "kolot" 
yang dipelopori Gasperz dan Pelu. Mereka juga menginginkan 
supaya Maluku Selatan keluar dari NIT. Sebaiknya Partai Indo­
nesia Merdeka dan Pupella justru menjadi pembicara utama 
yang setuju tetap di dalam NIT. 

Kelompok yang seide dengan Pupella ini merupakan golong­
an mayoritas dalam Dewan Maluku Selatan (OMS) dan masya­
rakat Pulau Ambon sehingga tidak mengherankan jika para raja 
dan kaum intelektual (elit lama) merasa kurang diwakili, baik 
di OMS sendiri maupun di parlemen NIT. Sementara itu muncul 
pula kelompok lain yang terdiri atas raja-raja, pastor-pastor/ 
Pendeta dan kaum veteran yang bekerjasama dengan perhim­
punan guru dan suatu perhimpunan Kristen membentuk sebuah 
federasi dengan dengan nama Gabungan Lima atau Pata Lima 
yang kemudian berubah menjadi Gabungan Sembilan atau 
Pata Siwa, Selanjutnya menjadi Gabungan Sembilan atau Pata 
Siwa. selanjutnya menjadi Siwa Lima yang disebut Gabungan 
Sembilan Serangkai (GSS). 1 6 Federasi ini menentang kemer­
dekaan dan lebih menyukai Pemerintah Belanda yang kekal 
di Maluku Selatan . Mereka juga berpendapat kelak orang-orang 
ambon dapat menerima tanggung jawab pemerintahan, tetapi 
Ambon akan tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Belanda. 

Selain itu paham GSS ini erat kaitannya dengan Persatuan 
Timur Besar (PTB) yang berpusat di Jakarta. PTB juga berusaha 
memisahkan Ambon , Menado dan Timor dari Indonesia agar 
dapat bergabung membentuk kesatuan sendiri dalam Kerajaan 
Belanda dengan status seperti Suriname dan Curasao. 

Selain itu kesatuan-kesatuan KNIL baik yang bermarkas 
di Penteng Rotterdam Makassar (Ujung Pandang), maupun yang 



bermarkas di Benteng Victoria Ambon memainkan peranan 
penting. Mereka itu menganggap daerah-daerah ini masih 
dikuasai Belanda sehingga mereka merupakan tentara resmi. 
Persoalan yang t imbul kemudian , tentu pertentangan antara 
mereka dengan penduduk. Di Ambon sendiri timbul perten­
tangan-pertentangan antara mereka dengan orang-orang Maluku / 
Ambon yang memihak republik . Keadaan semacam ini bisa 
meletus menjadi pertumpahan darah . 

Setelah disahkannya Negara Indonesia Timur pada awal 
1947 , dibentuk aparat pemerintahan Parlemen dengan dua 
kamar, tetapi kekuasaan sebenamya berada pada Pemerintah 
Hindia Belanda di Batavia. 1 6 Ten tara NIT misalnya adalah 
KNIL yang dipimpin dari Batavia . Demikian pula kepolisian 
walau secara teoritis berada di bawah kekuasaan Jaksa Agung 
NIT. 

Persoalan ketentaraan ini baru dapat diselesaikan dalam 
Konferensi Meja Bundar 17. namun persoalan di Makasar tidak 
mudah . Tokoh-tokoh federasi yang ekstrim menolak masuknya 
TNI ke wilayah Indonesia Timur. Mereka menginginkan agar 
penyelesaian persoalan tentara itu didasarkan pada ketentuan­
ketentuan KMB. Terutama Dr. Soumokil yang pada waktu itu 
selain menjabat menteri kehakiman , juga bertindak sebagai 
wakil perdana menteri Nit, sehingga usaha-usaha untuk mem­
bentuk kesatuan-kesatuan APRIS selalu mendapat tantangan 
dari pihak-pihak yang tidak menyukainya . Ditambah lagi 
persoalan-persoalan ketentaraman ini juga merambat sampai 
ke Maluku. 
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BAB II 
KESEPAKATAN KONFERENSI MEJA BUNDAR 

2.1 Pokok-pokok Kesepakatan yang Mempengaruhi Kekuasaan 
Rl 
Situasi sosial politik di masyarakat. baik itu di Maluku . 

NIT. maupun Republik mempunyai hubungan keterikatan 
yang erat. Pemerintah Belanda yang bermaksud membentuk 
pemerintahan fedeal di Indonesia , senantiasa berusaha keras 
mempengaruhi golongan-golongan tertentu . Kelompok­
kelompok tersebut seperti yang sudah diutarakan di muka , 
adalah kaum politisi yang cenderung menghendaki adanya 
kekuasaan Belanda di Indonesia. Sementara itu Pem erintah 
Republik dan kaum nasionalis Indonesia. juga berusaha untuk 
mempertahankan kemerdekaan dan eksistensi negara , 
demikian pula kedaulatannya atas wilayah bekas jajahan Hindia 
Belanda. 

Segala upaya yang telah ditempuh kedua belah pihak ter­
nyata selalu menemui kegagalan . Masing-masing pihak tetap 
pada prinsipnya. Pihak Indonesia meng~unakan media per­
undingan untuk mempertahankan prinsipnya dan memenangkan 
diplomasi . Belanda pun demikian, yakni dengan "menghalal­
kan" berbagai cara , an tara lain dengan aksi-aksi militernya yang 
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sekalipun mendapat tanggapan yang negatif dari dunia intemasi­
onal terutama setelah tindakan aksi militer kedua pada 19 
Desember 1948 . 

Melihat perkembangan tersebut. Pemerintah Belanda merasa 
bahwa ... adalah merupakan suatu kehamsan untuk merumuskan 
suatu kebijaksanaan mengenai masalah Indonesia ''. Sehubungan 
dengan itu Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia Dr. 
UM. Beel. tetap mempertahankan pendiriannya yang telah 
diajukan kepada pemerintahnya se belum terjadinya aksi 
militer. yakni seha.ri sebelum aksi militer yang direncanakan itu 

Bee! memberlakukan Peraturan Tatapraja dalam Masa Peralih­
an di Ind onesia. Peraturan it u telah disepakati di De n Haag . yang 

bertujuan membentuk "Pemerintah Federal Semen tara " tanpa 
Republik Indonesia. 1 

Sementara itu pemerintah NIT ya ng juga te lah men ge tahui 
rencana aksi militer itu. menolak turut serta dalam pemhentuk­
kan suatu Pemerintahan Federal Sementara . karen a berdasarkan 
permufakatan yang dirumuskan dan dicapai dalam muktamar 
Den Haag. pemerintahan federal t idak dapat dibentuk bila 
didahului oleh suatu aksi mi li ter. Namun demiki an Bee! tents 
memaksakan kehendaknya . 2 oleh seba b itu ia meminta Perdana 
Menteri Belanda Dr. W. Drees untuk datang ke Jakarta dan 
merundingkannya . Bee! juga mengundang Pertem uan Musya­
warah Federal (BFO) dalam perundingan itu. pada bulan 
Januari 1949. 

Perkernbangan selanjutnya adalah penentuan "'Kebij a ksana­
an '' pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan 
berdaulat . Kebijaksanaan ini menjadi mendesak setelah diketa­
hui. bahwa Dr. JLM. Bee! merumuskan suatu gagasan baru, 
mengenai pembentukan terti b hukum bam di Indonesia. se telah 
ternyata ia gagal dalam usahanya membentuk sua tu Pemerin­
tahan Federal Sementara , tanpa ikut sertanya Republik Indo­
nesia . Gagasan itu. yang kemudian diperkenalkan oleh pe­
merintah Belanda sebagai "gagasan Bee!". mendapat perhatian 
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dari berbagai pihak. Pokok gagasan adalah, untuk mempercepat 
penyerahan kedaulatan di Indonesia. Untuk itu harus meng­
adakan persiapan di segala bidang termasuk hubungan antara 
kedua negara dalam bentuk UNI, dan Rencana Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Serikat. 3 

Kebijaksanaan ini kemudian dibicarakan dalam KMB 
yang dimulai pada 23 Agustus 1949. Konferensi yang ber­
langsung selama dua bulan lebih berjalan alot, karena berbagai 
kebijaksanaan yang menyangkut kekuasaan dan kedaulatan 
Republik Indonesia. Selain masalah Irian Barat yang merupakan 
pokok pembicaraan yang serius, persoalan NIT pun tidak 
kurang pentingnya. 

Dalam memorandum 22 Juni 1949 disebutkan mengenai 
"kepentingan lain yang besar artinya " . Memorandum ini telah 
menimbulkan kesulitan besar dalam proses penyelesaian KMB. 
karena wakil-wakil dari golongan-golongan ini ingin mengemu­
kakan pandangannya. Selain itu pemerintah Belanda meng­
hendaki agar or~anisasi separatis Twapro di Minahasa dan 
Partai Timur Besar (PTB) masuk dalam golongan tersebut . 
Partai Timur Besar sebagai suatu Badan Gabungan dari semua 
aliran di Indonesia Timur, yang terdiri atas Minahasa. Ambon 
(Maluku Selatan) dan Timor. Golongan ini ingin memisahkan 
diri dari Negara Indonesia Timur untuk me.mbentuk hubungan 
hukum dan ketatanegaraan dengan Kerajaan Belanda. 

Di 1\fanado timbul pula suatu kelompok yang menamakan 
dirinya Komite Ketatanegaraan Minahasa , yang bertujuan 
memisahkan daerah Minahasa dari wilayah NIT. Dalam hal ini 
delegasi belanda mendesak agar Twapro dan PTB didengar 
suaranya oleh KMB . namun Pemerintah Belanda kemudian 
menemui kesulitan menghadapi masalah "kepentingan-kepen­
tingan berharga "tersebut di atas. Partai Timur Besar Trapro 
dan Komite Ketatanegaraan Minahasa mendesak kepada Pe­
merintah Belanda agar suara mereka didengar oleh KMB sebagai 
''peserta resmi yang sejajar kedudukannya" dengan delegasi­
delegasi dalam KMB. Permintaan itu tentu tidak dapat dipenuhi 
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karena bertentangan dengan Peraturan Tatatertib KMB dan 
Memorandum KMB 23 Juni 1949. 

Kegtidakberhasilan itu menyebabkan kekecewaan, sehingga 
mereka menuduh Pemerintah Belanda te1ah meningga1kan 
mereka. Padahal dahulunya mereka diberi janji-janji muluk o1eh 
Pemerintah Belanda, karena mereka dianggap sebagai pendu­
kung kepentingan Belanda yang sangat setia. 4 

Di samping ketiga kelompok di atas, aqa pula kelompok­
kelompok lain yang ingin didengar pendapatnya juga oleh 
KMB, yaitu daerah Tapanuli , Bengkulu, Lampung, Jambi, 
Palemban?e Inderagiri, dan Sumatera Barat. 

Pada akhirnya tercapai juga kesepakatan antara delegasi­
delegasi RI, Belanda, dan Pertemuan Musyawarah Federal 
(BFO). Terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat 
(RIS) dan pengesahan Undang-Undang Dasarnya, kemudian 
diikuti dengan Pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 De­
sember 1949. 
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Delegasi RI di KMB ' . 

Delegasi BFO di KMB 

Delegasi Belanda di KMB 
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Republik Indonesia Serikat kemudian menentukan bahwa 
dalam waktu satu tahun akan dibentuk Dewan Konstituante. 
Dewan ini akan bertugas membahas Undang-Undang Dasar 
negara , namun sebelum waktunya negara-negara bagian telah 
menyatakan peleburan dirinya ke dalam Republik Indonesia, 
kecuali Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Barat, dan NIT 
yang prosesnya alot. Proses pemasukan NJT agak terlambat 
karena ada perbedaan-perbedaan dan pertentangan sengit 
antara golongan republiken dan golongan federalis . Golongan 
Republiken (unitaris) menentang kelanjutan berdirinya NIT, 
dan menghendaki penggaburigan dengan Republik Indonesia. 
Keadaan ini ditambah lagi dengan keputusan presiden 8 Maret 
1950, untuk membubarkan negara-negara dan daerah , dan 
menggabungkannya dalam Negara Republik Indonesia. 

Sementara itu hubungan PTB dengan sejumlah politisi 
dan tokoh-tokoh militer Belanda yang terhimpun dalam "ge­
rakan kesatuan kerajaan", sebagian besar bertanggung jawab 
atas kelangsungan hidup PTB . Itulah sebabnya mereka men­
dukung keikutsertaannya sebagai golongan penting dalam KMB 
di Den Haag. Dalam petisinya kepada Pemerintah Belanda, 
PTB menuntut hak untuk berpemerintahan sendiri bagi Ambon , 
Manado , dan Timor Dengan merujuk pada Persetujuan Linggar 
jati Pasal 3 dan Pasal 4, PTB bermaksud mewakili rakyat 
Ambon dan bukan Dewan Maluku selatan, 5 tetapi bagi Belanda , 

31 



32 



yang dipertahankan bukan hanya perasaan dan pilihan rakyat 
Ambon , melainkan lebih dari itu , yakni kesinambungan hidup 
Negara Indonesia Timur di mana Ambon , Manado dan Timor 
berada di dalamnya. 

Selain itu Pemerintah NIT di Makassar menghadapi keadaan 
kritis, karena ketidakmampuan kepala daerah Ambon mena­
ngani kaum muda yang bergolak melawan para serdadu Ambon. 
Para serdadu yang secara teoritis masih berada di bawah 
komando Belanda ini menantikan reorganisasi KNIL, namun 
ban yak dari mereka me rasa kecewa karen a ternya ta Pemerin tah 
Belanda tidak banyak melakukan perubahan apa lagi perbaikan. 
pacta hal ada anggapan bahwa mereka itu sudah mempertaruh­
kan nyawa mereka dan membuka kemungkinan untuk menjadi 
sasaran dendam golongan republik. karena itu mereka diliputi 
daerah Ambon tidak dapa t mengendalikan siatuasi. sehingga 
di mata Pemerintah NIT ia dianggap bertanggung jawab atas 
semua insiden yang terjadi. karena insiden-insiden itu merupa­
kan ancaman bagj kelanjutan NIT . 

2.2 Pemikiran-pemikiran Soumokil Cs. tentang Pembentukan 
RIS 

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan 
hasil kesepakatan dalam KMB. RIS terdiri atas 16 negara bagian 
dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah 
penduduk yang berbeda. Pembentukan RIS diikuti oleh pem­
bentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat 
(APRIS) dengan TN! sebagai intinya. bersama-sama bangsa 
Indonesia lain dari bekas anggota Angkatan Perang Belanda 
(KNIL). 
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Pembentukan RIS dan APRIS ini ternyata telah menim­
bulkan masalah psikologis yang menegangkan . Di satu pihak di 
dalam negara-negara bikinan Belanda terdapat gerakan "repu­
bliken ., yang berhasrat menegakkan kern bali Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, sedangkan di dalam APRIS, TNI berke­
beratan untuk bekerjasama dengan bekas musuh-musuhnya . 
Di pihak lain di antarany a dalam badan pemerintahan RIS 
sendiri, mas ih terdapat orang-orang yang mendukung sistem 
federal dan cenderung menolak usaha menuju Negara Kesatu­
an. 6 Di pihak KNIL terdapat tuntutan agar ditetapkan sebagai 
alat negara bagian, sedangkan mereka menentang masuknya 
TNT ke dalam negara bagian, sedangkan mereka menentang 
masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Keadaan 
ini terutama terjadi di Indonesia Timur (NIT): 

Sebagian besar KNIL Ambon cenderung ingin kembali 
ke masyarakat, tetapi karena beberapa sebab yang kurang jelas, 
maka pelaksanaan demobilisasi tidak berjalan sebagaimana 
mestinya . f-Jal ini telah mengakibatkan kekacauan yang kemudi­
an digunakan dengan sangat baik oleh para politisi yang 
beraliran separatis seperti Soumokil , Manusama dan lain-lain 
untuk menghasut rakyat menentang Republik. 

Soumokil ya ng nama lengkapnya Christian Robert 
Soumokil adalah pencetus gagasan RMS. Ia adalah lulusan 
Rechts Hoge School di Jakarta sehingga berhasil menyandang 
gelar Meester . Kemudian ia melanjutkan studi di Leiden 
sehingga mencapai gelar Doktor dalam llmu Hukum . Soumokil 
adalah salah seorang dari intelektual Ambon yang mempunyai 
pandangan politis sangat separa tis. la adalah salah seorang 
Ambon yang mendambakan kemajuan seperti setiap intelektual 
lainnya. Sebagai seorang ahl i hukum dan hakim yang terhormat 
dalam masyarakat Hindia Belanda, kepentingan-kepentingannya 
sanga t bertolak belakang dengan aspirasi bangsa Indonesia . 

Pada tahun 1930 an, ia termasuk salah satu dari kelompok 
kecil "bumi putera" yang mendapat status gelijkgesteld. yaitu 
mereka yang statusnya disama kan dengan warga negara Belanda . 
Pada tahun 193 8 ia dicalonka n juga sebagai anggota Vo lksraad 
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bersama Dr. Apituley, namun pencalonannya mendapat tan­
tangan keras karena ia tidak mengambil bagian dalam Sarekat 
Ambon ataupun organisasi lainnya, karena itu dengan terben­
tuknya NIT, Soumokil merasa bahwa sistem itulah yang dapat 
menjamin kepentingannya. 7 Ia beranggapan bahwa dengan 
acianya sentralisasi administrasi di Batavia (Jakarta) merupakan 
bahaya yang mengancam ketika itu, karena ia berpikir bahwa 
di sini bisa terjadi suatu proses yang disebutnya sebagai 
"Expansi Jawa". Cita cita politiknya dari tahun 1930 an yang 
wujudnya dapat dilihat di Negara Indonesia Timur (NIT), 
dianggap merupakan hal yang hakiki dalam perkembangan 
wilayah itu. Tidaklah heran apabila Soumokil merupakan salah 
seorang penentang utama terhadap proses pembubaran NIT, 
kembali ke Negara Kesatuan Rl. 

Di dalam NIT ia adalah seorang jaksa agung yang menja­
tuhkan hukuman mati atas Wolter Monginsidi, seorang pe­
mimpin pejuang muda yang gigih menentang kekuasaan 
Belanda . Soumokil memandangnya sebagai seorang pengacau 
rakyat yang harus mendapat hukuman yang setimpal. Walaupun 
berbagai pihak telah menyarankan agar hukuman mati diubah 
menjadi hukuman seumur hidup, Soumokil tetap pada pendi­
riannya. 

Langkah-langkahnya dalam pencetusan gagasan pembentuk­
kan RMS sangat tertutup, sehingga tidak· banyak diketahui. 
Mungkin sekali ia sering berhubungan dengan kaum separatis 
di Ambon dan juga kaum separatis di daerah lain. Di duga ia 
turut memainkan peranan penting dalam peristiwa Andi Aziz 
di Makassar (Ujung Pandang) pada 5 April 1950. Pemberontak­
kan mana dianggap mempunyai hubungan dengan pemberontak­
kan Westerling di Bandung. Seperti diketahui Westerling adalah 
tokoh yang berperan dalam peristiwa korban 40.000 di Sulawesi 
Selatan pada Desember 1947. 

Peristiwa Andi Aziz itu menggunakan unsur KNIL yang 
sedang bimbang karena ketidakpastian status mereka sesuah 
KMB. Mereka beranggapan .bahwa RIS tidak memperdulikan 
mereka untuk diintegrasikan dengan pasukan TNI dari Jawa. 
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Bersamaan dengan peristiwa Andi Aziz itu, terjadi pula krisis 
dalam Kabinet NIT. Golongan nasionalis (republik) berusaha 
membubarkan NIT dan memasukannya ke dalam Negara 
Kesatuan RI. Usaha-usaha itu berupa mosi tidak percaya kepada 
Kabinet NIT. di masa JE. Tatengkeng dan Diapari . 

Pasukan-pasukan TNI ya ng diki ri m dari Jawa di bawah 
pimpinan Kawilarang berusaha menguasai keadaan dan me­
rnadamkan pemberontakan . Koordinasi yang baik dari TNI 
memaksa Andi Aziz menyerahkan diri. Pada saat yang sama 
Kabinet Diapari meletakkan jabatan dan diteruskan oleh 
perdanamenteri yang "diangkat" oleh RIS ya kni Jr. M. 
Putuhena. 

Keadaan itu memberi al amat kepada Soumokil bahwa NIT 
akan tamat riwayatnya. Walaupun demikian ia tidak melepas kan 
cita-citany a untuk mejami n status otonomi bagi Maluku 
Tengah. Ia 1alu meninggalkan Ujung Pandang dengan alasan 
ya ng tidak jelas pada 12 April dan tiba di Ambon 13 April dari 
ivfanado . Menurut beberapa pihak . ia men gada kan inspeksi 
kepolisian karena ia adala h menteri kehakiman dan jaksa 
agung NIT. 

Setibanya di Ambon Soumikil mengadakan per temuan 
dengan golongan separatis. Ke:-t d::Jan di Ambon dewasa itu mulai 
nampak ada nya usaha ke ar::Jh pl'misahan clari :'-JIT seja k awal 
April 1950. Di sini pengaruh !r. J A. Manusama . clirektur AMS 
sa nga t besa r di kalangan masyara kat yang me nginginkan kem­
halinya kekuasaan Belanda . 

P::Jda --+ April 1950, \1a nusama men gundang para raja pari 
dar i Pulau Ambon untuk mengada kan rapat di kantornya . 
Pacta kesempatan itu Man usama me mpropaga ndakan bahwa 
pe nya tuan Maluku Teng:ah ke wilayah Indonesi a lainnya akan 
mengundang bahaya . 8 Hal itu harus clisampaikan para raja 
pati kepada seluruh rakyat nya agar mereka dapat memahami 
keadaan sosia! politik yang ada dan yang akan berlangsung. 
Para raja pati menyetujui Manusama untuk mengada1an suatu 
rapat umum di Kota Ambon. Rapat tersebut diadakan pada 
18 April 1950 yang dihadiri pula oleh Soumokil. 
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Di samping kedua tokoh itu terdapat Dolf Metekohy 
pemimpin kelompok "Sembilan Serangkai". Sejak pembentuk­
kan Negara Indonesia Timur di Denpasar pacta Desember 1946 
telah nampak bahwa Metekhoy mempunyai pandangan yang 
sangat berbeda dengan kelompok Ambon Iainnya seperti 
Kapten J. Tahiya yang sejak semula menyokong federalisme 
pada hal mereka berdua sama-sama diangkat oleh Belanda 
dalam pertemuan federal. Perbedaan ini terus berlanjut sampai 
tahun 1950, sehingga Metekohy disebut pihak Belanda sebagai 
de misr lndonesisch onder de lndonesiche broeders. 

Sejak Konferensi Malino ia telah memperlihatkan sikap 
seolah-olah Maluku Selatan dapat berdiri sendiri tanpa daerah­
daerah Jain. Jadi, sejak saat itu ia sudah mempunyai pandangan 
yang skeptis terhadap federalisme Indonesia. 

Sementara itu golongan Sembilan Serangkai yang juga 
merupakan bagian dari PTB menyokong pemikiran dan gagasan 
Soumokil. Mereka mengadakan teror terhadap rakyat terutama 
anggota-anggota PIM. J elas golongan ini tidak menyetujui 
(menolak) RIS bahkan juga NIT. Golongan ini membuat keada­
an menjadi panas dan panasnya keadaan ini diiringi dengan 
menjalarnya perasaan benci di kalangan rakyat. Kebencian mana 
ditujukan kepada kekuasaan yang bersandar kepada kekuatan 
tentara KNIL 

Pacta saat inilah Soumokil mengajarkan agar KNIL bertin­
dak. Setiap anggota Dewan Maluku Selatan harus dibunuh. 
Sesudah itu baru Maluku Selatan dinyatakan sebagai negara 
\iferdeka . 

Untunglah ada sebagian anggota yang tidak setuju dengan 
gagasan yang buas itu , namun dalam pertemuan itu pula lahir­
lah "gagasan RMS" dan untuk memproklamasikannya diusulkan 
agar pemerintah daerah yang melakukannya. Hari-hari selanjut­
nya keadaan sudah dikuasai oleh pihak-pihak separatis PTB. 
Kepala Daerah Maluku Selatan J. Manuhu tu dipaksa untuk 
hadir di dalam rapat dan di bawah ancaman pasukan istimewa 
KNIL Manuhutu membaca Proklamasi RMS. 
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BAB III 
TIMBULNYA REPUBLIK MALUKU SELATAN 

3.1 Pembentukan RIS/Pembubaran NIT 

Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung di Den Haag 
Negeri Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. 
Hasilnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat 
(RIS). Hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk 
diratifikasi. KNIP yang bersidang pacta 6 Desember 1949 
berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra. dan 
31 mening2:alkan sidang . Selanjutnya pacta 15 Desember 1949 
diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. 
Soekarno. Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden RIS 
pacta 16 Desember 1949 dan keesokan harinya. pacta 17 De­
sember 1 949. presiden RIS diambil sumpahnya. Pacta 20 
Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan 
Drs. Mohammad Hatta selakt1 perdana meteri dilantik o1eh 
presiden. Akhirnya pacta 23 Desember 1949 delegasi RIS 
yang dipinpin o1eh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke 
Nederland untuk menandatangi "akte penyerahan" kedau1atan 
dari Pemerintah Belanda . Pacta 27 Desember 1949, baik di 
Indonesia ma upun di Nederland diadakan upacara pe­
nandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Di Nederland 

40 



bertempat di Ruang Tahta Amste rd am . Ratu Juliana , Perdana 
Menteri Dr. Will em Drees, Menteri Sebe rang Lautan Mr . AMJ A. 
Sassen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Mohammad Hatta bersam a­
sama membubuh kan tandatangannya pada naskah penyerahan 
kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Ja ka rta Sri 
Sultan Hamengku Bowono IX dan Wakil Tin ggi Mahkota Be­
land a AHJ . Lovink dalam suatu upacara membubuhkan tanda­
tangann ya pacta naskah pe nyerahan kedaulatan . Dengan 
demikian secara formal Belanda me ngaku i kemerdekaan In­
ctonesia dan menga kui kedaulatan penuh Negara Indo nesi a 
di seluru h bekas wilayah Hi nd ia Bela nda . Republ ik Indonesia 
Serikat terdiri atas 16 negara bagian dengan masing-masing 
mempun ya i luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. 

Pada masa RIS tidak sedikit kesukaran ya ng dihadapi oleh 
pemerintah dan rakya t. Sebaga i suatu negara yang baru diakui 
keda ulatannya , Indonesi a harus menghadapi rongrongan dari 
dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat 
dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang 
takut akan kehil angan hak-ha kn ya bila Belanda meninggalkan 
Ind onesia . 1 

Pergolakan politik yan g terjadi di Jawa. Madura dan 
Sum a tera yang berkisar pad a mas.::llah perten tanga n an tara 
federalism e dan uni tarisme ( kesa tu an) dan hasra t un tu k mengu­
kuhkan kembali Negara Kesa tuan Republik Indonesia . diikuti 
dengan penuh ga irah oleh golongan republiken di Indo nesia 
Timur. dan tentunya termasuk Makasar. Perkembangan te rseb ut 
san~a t me mpengaruhi sikap me rc k:J t.Lln menimbulkan kege­
lisaha n serta merupakan pe rangsang dan dorongan untuk ber­
tindak yang sama . Keadaan de mikia n mengu bah suasa na politi k 
di Negara Indonesia Ti mur. Suasana yang bergelora me warna i 
dibu kanya sidang Badan Perwaki lan Rakya t 'Jegara Ind on esi a 
yang ba m . 

Pada wa ktu i tu keadaa n Makasar sedang dalam keadaan 
tida k tenang, sebab rakya t yang ant i federal mengadakan 
demonstrasi sebagai desa kan agar Nega ra Indonesia Timur 
sece patnya bergabung de ngan Republik Indon esia. Golongan 
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yang setuju pada sistem federal juga mengadakan demonstrasi, 
sehingga ketegangan semakin memuncak yang tentunya akan 
dapat membahayakan ketertiban dan keamanan umum. Ber­
dasarkan atas pertimbangan ini, dan untuk meredakan suasana 
serta menghindarkan timbulnya bentrokan fisik antargolongan , 
maka Kabinet Tatengkeng yang telah demisioner mengambil 
keputusan untuk melarang demonstrasi oleh semua pihak 
dan golongan dengan penjelasan bahwa masalah penentuan 
azas federasi atau kesatuan harus diputuskan melalui saluran 
yang demokratis , yaitli melalui Badan Perwakilan Rakyat. 
dewan-desan yang dipilih secara demokratis atau plebisit . 
Keputusan Kabinet Tatengkeng Demisioner ini ditentang 
keras oleh golongan unitaris (kesatuan). 

Mulai awal Maret 1950 pergolakan dan pertentangan antara 
golongan federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan dan terutama 
di Makasar berkobar dengan hebat sehingga timbul suasana 
yang gawat . Kelompok-kelompok pemuda di jalan-jalan mulai 
menyatakan sikap mereka menentang kelanjutan berdirinya 
Negara Indonesia Timur untuk menggabungkan diri pada daerah 
kekuasaan Repu blik Indonesia. 

Dari golongan unitaris yang dipelopori oleh anggota-anggota 
parlemen Fraksi Kesatuan Nasional dan Fraksi Indonesia. 
mendesak kepada pemerintah untuk diizinkan mengadakan 
demonstrasi secara besar-besaran dengan tujuan untuk menyata­
kan unjuk perasaan agar Negara Indonesia Timur segera dibubar­
kan dan dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Republik 
Indonesia . 

Dihadapkan pada suasana yang tegang dan tekanan-tekanan 
keras baik dari kalangan parlemen tertentu maupun dari kalang­
an masyarakat untuk menyelenggarakan demonstrasi dan ber­
dasarkan atas pemikiran bahwa jika terjadi demonstrasi liar 
mungkin akan timbul kegaduhan yang akan membawa korban , 
Pemerintah Diapari membatalkan keputusan Kabinet Tateng­
keng mengenai larangan demonstrasi pada 16 Maret I 950, 
karena itu pada 1 7 Maret 1950 go1ongan unitaris menye1engga­
rakan demonstrasi besar-besaran di Makasar sebagai suatu 
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unjuk perasaan mereka untuk mend esa k agar Negara Indonesia 
Timur segera dibabarkan dan dimasukkan ke dalam Negara 

Republik Indonesia . 

Nampaknya ke tegangan yang telah timbul dalam parlemen 
dan merun cingnya suasana di kalangan masyarakat telah men­
jerumuskan Ne~ara Indonesia Tim ur pada sua tu krisi s politik 
yang he bat dan bergejolak pada 5 April 1950 ya ng terkenal 
dalam sejarah sebagai Peristiwa Andi Azis. yang m erupakan 
suatu musibah politik . Akibat pemberontakan Andi Aziz 
timbul krisis kabinet Negara Indon esia Timur. Golongan re­
publiken yang sebelumnya mendukung Negara Indonesia Timur 
kemudian berusaha membubarkanny a dan memasukkan wilayah 
Indonesia Timur ke dalam Negara Kesa tuan Repu blik Indonesia . 
Berhasilnya APRIS mengu asa i keadaa n pada saa t i tu telah 
memperbesar semangat golongan republiken dalam parlemen 
Negara Indonesia Timur. Pada 20 April 1950 Pupella dari 
Pemuda Indonesia Maluku mengajukan mosi tidak percaya pada 
parlemen Negara Indonesi a Timur . Mosi itu diterima pada 
25 April 1950 dan kemudian kabin et Negara Indonesia Timur 
meletakka n ja ba tannya. Se baga i perda na men teri selanju tnya 
dipilih Ir. Martinus Putuhena . Program kabinet ini adalah 
pembubaran Negara Indonesia Timur dan penggabungan WJ­

layah ke dalam wilayah kekuasaan Repu blik Indonesia. 1 

3.2 Misi Putuhena yang Dikirim Menteri Pertahanan RIS 

Martinus Putuhena bukan wajah baru dalam masalah pem­
bentukan RIS. Dalam perundingan-perundingan Interindonesia 
di Yogyakarta bulan Juli sampai Agustus 1949. ia telah muncul 
mewakili Partai Kristen Indonesia , se bab itu perkembangan 
perundingan dike tahuinya, termasuk keputusan yang menyang­
kut bidang kemi literan yang kemudian dimasukkan juga dalam 
KMB. Bagi pihak Republik Indonesia. Martinus Putuhena 
adalah seorang yang selama itu berada dalam kubu perjuangan 
RI. Bagi pihak lawannya di Makasar ia adalah seorang tokoh 
Maluku yang diharapkan dapat mengerti aspirasi orang-orang 
Maluku dalam KNIL. Martinus Putuhena tetap melangkah 
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sesuai dengan garis yang ditentukan pemerintah di Jakarta, 
yaitu Pemerintah RIS. Pengangkatannya sendiri ditandatangani 
oleh Koordinator Keamanan. Berarti sudah sejak awal ia akan 
bertumpu pada kepentingan segolongan kecil tokoh politik 
NIT yang mulai kehilangan kekuasaan. 

Setelah Surat Perintah Koordinator Keamanan dikeluarkan 
pada 25 Desember 1 949, Martin us Putuhena bersama Letnan 
Kolonel Mokoginta bertolak ke Makasar. Dalam surat perintah 
itu tidak ditegaskan batas tugasnya. Kesepakatan di Makasar 
antara Sultan Hamengku Buwono IX. Kolonel Nasution, Presi­
den NIT Sukawati, dan Wakil Perdana Menteri Dr. Soukokil 
menegaskan, bahwa : 

( 1) Penjagaan keamanan tetap menjadi tugas pemerintah NIT, 

(2) Di NIT tidak ditempatkan seorang Gubemur Mi1iter, 

(3) Kalau keadaan di NIT tidak dapat ditangani pemerintah, 
dibenarkan mencari bantuan dari tentara RIS , 

(4) Berhubung di NIT belum ada ten tara RIS, soal keamanan 
dan ketertiban dibebankan kepada suatu komisi yang terdiri 
atas Ir. Martinus Putuhena sebagai ketua dan Letnan 
Kolonel Mokoginta serta Mayor Nanlohy sebagai anggota. 

Tindakan terpen ting yang pertama kali dilakukan pani tia 
militer pimpinan Martinus Putuhena ialah mengadakan kunjung­
an ke daerah-daerah pedalaman Sulawesi. Minahasa, Gorontalo. 
dan Ternate Maluku Utara. 

Pada wal Mei 1950, Putuhena di1antaik sebagai perdana 
menteri NIT. 2 

3.3 Tindakan Mr. Dr. Ch. Soumokil 

Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat 
( APRIS) sebagai salah satu keputusan KMB dengan TNI sebagai 
intinya, menimbulkan masalah psikologis yang menegangkan . 
Di satu pihak TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan 
bekas musuhnya, sebaliknya dari pihak KNIL terdapat pula 
tuntutan untuk ditetapkan sebagai alat negara bagian dan me-
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nentang masuknya TN I ke da lam negara bagian tersebu t. Se­
benarnya tidak semua kesatu an KNIL mempunyai pandangan 
seperti disebut d i atas. Pandangan itu terutama terdapat di 
kalangan KNIL Ambon. Kala nga n lain rupanya mempunyai 
good will. 

Pacta 30 Maret 1950, di Ma ka sa r Kapten Andi Aziz melapor 
bersama kompiny a kepada Let nan Kolonel Mokoginta . Selanjut­
nya dilangsungkan upacara peleburan anggota kompi KNI L 
di bawah pimpinan Kapten Andi Azis ke dalam APRIS . Dengan 
demikian ke satuan ini bersama ke sa tuan yang dibawa oleh 
Mayor Pieters merupakan int i APR IS di Makasar. 

Semen ta ra itu tel ah terjadi sua tu perubahan ya ng tiba-tiba . 
Rupanya ketakutan pacta TNI masi h juga terdapat pacta ke­
satuan Andi Azis ini . Pacta wa ktu itu terdengar berita bahwa 
Batalyon Worang. yang tad inya te rgabung dalam Brigade 16 
(seberang) TNT akan dit empa tkan di Makasar. Memang sejak 
semula tel ah ada niat untuk me nempatkan kesatuan-kesa tuan 
dari Brigad e seberang ini di Indonesia Timur. Terutama kesatu­
an-kesatua n yang mempunya i basis d i Jawa Timur telah meren­
can akan untuk kembali ke dae rah masing:-mas in g untu k mem­
pertahanka n Republik di sana. Briga de ini se ndi ri dib uba rk::ln 
pacta 16 Februari 1950 . Kesa tuan-kesatuann ya diberikan 
perintah-peri ntah baru , anta r:J l:.1 in Batalyon Worang Ji tugasbn 
untuk ke \tlakasa r. Rupan ya in i d itafs irkan o1eh Kapten Andi 
Azis de b:.1 ga i tin dakan yang be rmusuha n te rhadap daera hn ya. 
Pada 5 Apr il 19 50 ia bersama kesatun nn ya yan g be rkc.·kua tan 
800 oran g ttu menye rang kesa tuan T:'\1 ~ ang dip impin okh 
:vtayor Pi ete rs di Klapperl aan. ;;ehingga mul ailah apa \ ang Ji­
kenal se bagai pemberontakan Andi Azis. 

Kapten And i Azis meng:aJ uk::ln tu ntutannya pada pihak 
APRlS . bah wa ke satua n- kesatuan yang ada di NIT ttdak bole h 
dibubarkan dan digabung dengan T'\1. Karena hal ini tida k 
dapat dijamin . maka i:J bersama kesa tuannya mengan gkot 
senja ta. Dengan cara in i Jiharapkan bahwa 'liT ;;ebagai suatu 
kesa tua n polit1s masih dapat dipertahankan. Dalam pertentang­
an ~ela njutnya. tcn tara Bdanda yang rnasih ada di :vt akasar sam a 
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sekali tidak berusaha untuk mencari perdamaian. Mereka rupa­
nya sudah tidak mau tahu lagi. Sebagian besar dari mereka 
sedang menunggu-nuggu untuk diangkut ke daerah asal mereka . 

Perlawanan Kapten Andi Azis sebenarnya hanya terpusat di 
Kota Makasar saja . Sekalipun kesatuan TNI tidak besar. namun 
mereka mendapat bantuan yang sangat efektif dari kelompok­
kelompok bersenjata dari para pemuda . Inilah salah satu dari 
hasil yang mereka capai dalam Konferensi Polombangkeng 
dengan membentuk Biro Perjuangan Pengikut Republik Indo­
nesia dahulu. Selain itu ada pula Depot Batalyon Pelajar yang 
bermaskas di Pandan-pandan . Mereka berkekuatan kira-kira 
200 orang. 

Pemerintah RIS mula-mula mengajak Kapten Andi Aziz 
untuk menyerah saja. Ia diberi ultimatum yang berlaku selama 
4 kali 24 jam. Ia diberi hak untuk ke Jakarta dan menerangkan 
apa sebabnya ia bertindak demikian . Ternyata ia tidak mem­
pergunakan kesempatan ini dalam waktu yang ditentukan. 
Sebab itu pada 7 April 1950 APRIS membentuk suatu pasukan 
ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel AE. Kawilarang . 

Sementara itu Batalyon Worang telah sampai di Makasar. 
Mereka tidak diperkenankan turun ke darat sehingga melakukan 
pendaratan di Janeponto. Dari sini mereka bergerak menuju 
Makasar. Tidak lama kemudian tentara ekspedisi dari Kolonel 
Kawilarang juga sampai dan mulai mendaratkan pasukan di 
sekitar Kota Makasar juga. Segera disusun siasat untuk merebut 
Kota Makasar dari tangan musuh . Mereka dapat mengepung 
Kota Makasar dari darat, sedangkan dari !aut terdapat "Korvet" 
Hang Tuah yang mengadakan blokade. Pengepungan itu ter­
nyata berhasil juga karena Kota Makasar mulai menderita ke­
kurangan makanan. Dalam bulan April 1950 juga Kapten Andi 
Azis menyerah dan diantar ke Jakarta oleh Letnan Kolonel 
Mokoginta. 3 
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3.4 Pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS) 

3.4. 1 Keadaan Genting di Ambon 

Setelah pengakuan kedaulatan . keadaan di Kota Ambon 
mulai menjadi tegang . Di sana-sini terjadi kerusuhan dan per­
tumpahan darah . karena berntro kan -bentrokan an tara kelom­
pok-kelompok nasional yang militan melawan kelompok­
kelompok reaksi oner termasuk anggota-anggota KNIL. Keadaan 
semakin memburuk ketika sa tu kompi baret hijau bekas anak 
buah Westerling mendarat di Abmon pada I 7 Janua ri 1950. 
Pada 22 Januari i 950 terjadi penyerbuan di dalam kota dan 
peng:aniayaan pada rakyat , sehingga membawa banyak korban. 
Hal ini memberikan gambaran . bahwa aparat pemerintahan 
dan aparat keamanan tidak dapat berbuat apa-apa a tas peristiwa 
terse but. Keadaan yang sudah panas dan rnem buruk ini rnasih 
ditambah lagi dengan menjalarnya kebencian masyaraka t Am­
bon terhadap kekuasaan yang bersandar pad a K NIL. 

Untuk mengatasi keadaan itu. segera Pemerintah Negara 
Indonesia Timur mengirim menteri dalarn negerin ya Mo­
hammad Djabir Syah. Pemerintah Republik Indonesia rnengirim 
Putuhena dan Mayor Saleh Lahade. sedangkan pihak KNIL 
mengirim Kapten J .. Thiya dan be berapa perwira Bela nda ke 
Ambon . Di Ambon diadakan perternuan dengan oerganisasi­
organisasi politik dan sosial se rta berunding dengan Troepen­
commandan Molukken Koning . Hal itu memberi kan harapan. 
bahwa kekalutan di Ambon segera akan dapat diatasi. 

Menurut keterangan Men teri Dalam Negeri Iskandar Djabir 
Mohammad Syah , perundinga n dengan Koning berhasil dengan 
memuaskan Koning menjanjikan akan berusaha su paya kejadian 
itu tidak terulang lagi . Menteri Dal am Negeri Iskandar Djabir 
Mohammad Syah tampaknya sangat optimis , tetapi di kalangan 
politik kekecewaan masih ada. sebab walaupun telah diadakan 
pertemuan , baik dengan Menteri Dalam Negeri Iskandar Djabir 
Mohammad Syah maupun dengan Komisi Militer . namun belum 
ada jaminan mengenai keamanan di Kota Ambon . 
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Keadaan Kota Ambon semakin tidak menentu, hal ini 
disebabkan oleh dua faktor. yaitu : 

(I) Timbulnya salah paham dalam kalangan KNIL di Ambon, 
yakni antara mereka yang mau masuk Angkatan Perang 
Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan yang sebalik­
nya. 

(2) Infiltrasi golongan belanda yang tetap berpaham kolonial 
dengan sengaja mengatur kekacauan itu. 

Mengenai faktor pertama. orang-orang KNIL bimbang 
karena tidak tahu apa dan bagaimana kondisi masuknya KNIL 
ke dalam APRIS. Akibatnya timbul kegelisahan di kalangan 
KNIL yang kemudian membuat keonaran di Ambon. Keonaran 
akibat ulah orang-orang KNIL itu baru recta dengan kedatangan 
Jenderal Mojet. Adapun mengenai faktor kedua. sesungguhnya 
orang-orang KNIL beserta pasukan baret hijau di Ambon ingin 
Iekas-lekas masuk APRIS. tetapi pimpinan KNIL (orang 
Belanda.) ternyata hendak melambatkannya. sehingga terjadilah 
keonaran itu. 6 

Selanjutnya gerakan teror ini ditingkatkan lagi oleh pa­
sukan-pasukan istimewa KNIL yang dinamakan "Baret Hijau''. 
Pasukan ini adalah bagian dari "Korps Speciale Troepen" 
(KST) yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di 
Batujajar dekat Bandung dan yang merupakan pasukan penting 

selama revolusi. Mereka pula yang memainkan peranan utama 
dalam pemberontakan Westerling di Bandung dan Jakarta pada 
awal tahun 1950. Mula-mula jumlah mereka hanya 60 orang 
di Ambon. tetapi kemudian berangsur-angsur bertambah se­
hingga pada bulan April 1950 ada sekitar 200 orang KST. 
Mereka inilah yang bertindak sebagai tukang pukul Soumokil 
dan yang paling kuat menginginkan terbentuknya Republik 
Maluku Selatan. Tindakan mereka menimbulkan keprihatinan di 
kalangan kaum republiken setelah melihat Wim Reawaru. ketua 
Persatuan pemuda Indonesia Maluku ditangkap dan dibunuh. 
Bukan saja penduduk biasa )"ang berada dalam keadaan ketakut­
an. tetapi juga melanda sebagian anggota KNIL biasa. Sampai 
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bulan April 1950 telah ada se kitar 2000 orang anggota KNIL 
di Ambon . Sebagian tinggal d i Ambon dalam rangka pengem­
baliannya ke masyarakat dan sebagian lagi ingin bergabung 
dengan Ten tara Nasional Indonesia (TNI). tetapi ada bukti­
bukti bahwa tidak sedikit yang sengaja dikirim ke Ambon 
lengkap dengan senjata untuk tujuan-tujuan lain . Teror yang 
dilancarkan oleh satuan-satuan KST dan polisi dibarengi oleh 
propaganda separatisme yang dilancarkan oleh Gabungan 
Sembilan Serangkai yang banyak beranggotakan KNIL dan 
Partai Timur Besar. 7 

3.4.2 Tindakan-tindakan Jr. Manusama 

Dalam tiga bulan pertama tahun 1 950, bekas pimpinan mo­
derat Gerakan Demokrasi, Manusama , belum giat berpolitik . 
Baru kira-kira akhir bulan Maret 1950, karena merasa prihatin 
melihat ambruknya kebanyakan negara bagian RIS dim adanya 
ancaman terhadap kelanjutan NIT dari gerakan-gerakan pasukan 
RIS serta kekacauan di Ambon sendiri, Manusama baru sadar. 
bahwa pertikaian antara pasukan-pasukan RIS melawan KNIL 
di Ambon hanya akan mengakibatkan banjir darah. dengan 
rakyat sebagai korbannya, karena itu Manusama memutuskan 
untuk mengadakan rapat raksasa guna memperlihatkan dukung­
an Ambon kepada Pemerintah NIT yang pada saat itu sedang 
berada dalam tahap kritis di dalam perundingan dengan Jakarta. 
sesudah ada usaha Andi Azis untuk merebut kekuasaan . Per­
temuan baru diadakan pada 18 April 1950 yaitu dua hari se­
telah Dr. Soumokil tiba dari Makasar. Dengan penuh perasaan 
Manusama dalam rapat itu mempertahankan federalisme . 
tentang kekejaman-kekejaman revolusi dan ketidakjujuran 
pemerintah Jakarta dan menyatakan bahwa andaikata Makasar 
sampai jatuh . Ambon akan menjadi benteng pertahanan ter­
akhir. 

49 



Halaman Pertar:na Siwa Lima 

50 



/ 
Dalam keadaan yang amat tegang tersebut, pada 23 April 

1950 Mr. Dr. Ch. Ir. Soumokil mengadakan rapat rahasia di 
Tulehu. Dalam rapat itu hadir golongan militer , Pegawai­
pegawai polisi dan pemuka-pemuka rakyat lainnya , demikian 
pula Ir. Manusama. Rapat mengambil kesimpulan bahwa likui­
dasi dan pembubaran Negara Indonesia Timur dalam waktu 
yang sangat singkat akan menjadi suatu kenyataan, melihat 
terjadinya perkembangan-perkembangan di Makasar. Pada 
saat inilah Soumokil menganjurkan agar KNIL segera bertindak. 
setiap anggota Dewan Maluku Selatan harus dibunuh, kemudian 
daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Untung saja 
sebagian dari kawan-kawannya masih sadar dan menolak tin­
dakan yang buas itu. Dalam rapat itu gagasan pembentukan 
Republik Maluku Selatan telah lahir. Untuk melaksanakan 
"proklamasi", diputuskan oleh rapat agar segera dihubungi 
Badan Pemerintahan Harlan Daerah Maluku Selatan untuk 
mendesak kepada mereka agar diproklamasikan kemerdekaan 
daerah Maluku Selatan. Rapat ditutup sekitar pukul 16.00 
dan dilanjutkan lagi sekitar pukul 18.00. Pada hari yang sama, 
sore harinya diadakan rapat lagi di Ambon. Hadir da1am rapat 

. tersebut Kepala Daerah/Ketua Dewan Maluku Selatan , Manu­
hutu , dan Wakil Ketua Dewan Maluku Selatan Wairisan , yang 
didesak oleh Soumokil dan golongan militer untuk menye­
lesaikan proklamasi kemerdekaan daerah Maluku Selatan. 
Keduanya menolak untuk melakukan hal yang demikian luas 
konsekuensinya , dan mereka mengemukakan bahwa dalam 
hal yang demikian adalah wajar Dewan Maluku Selatan dipang­
gil untuk bersidang membicarakan hal tersebut . Kepala Daerah 
Manuhutu berjanji untuk membicarakan persoalan yang penting 
ini dengan anggota-anggota Dewan Maluku Selatan yang ada di 
Kota Ambon dan kepala-kepala jabatannya, tetapi . Manuhutu 
mempergunakan kesempatan ini untuk menghubungi Menteri 
Urusan Dalam Negeri dan Perdana Menteri Negara Indonesia 
Timur melalui telepon untuk melaporkan perkembangan yang 
gawat di Ambon dan peranan aktif yang dimainkan oleh 
Soumokil. 
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Pada 21 April 1950, Presiden NIT Sukowati secara resmi 
mengumumkan , bahwa pada prinsipnya NIT siap untuk ber­
gabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua hari 
berikutnya , sebuah rapat di Tulehu yang diselenggarakan oleh 
Manusama mendesak pengurus Dewan Maluku Selatan untuk 
membuang semua ikatan konstitusional dan politik, baik dengan 
pernerin tah federal RIS maupun dengan NIT. Pertemuan­
pertemuan selanjutnya memuncak pada rapat umum 24 April 
1950 malam hari. Di situ Pejabat Kepala Daerah Manuhutu 
akhirnya menghentikan per!awanannya terhadap gerakan 
tersebut dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. 8 

3.4.3 Kronologi Pembentukan Republik Maluku Se/atan. (RMS) 

Pemberontakan RMS sebenarnya merupakan kelanjutan 
dari pertentangan antara golongan nasionalis republiken me­
lawan golongan federalis ekstrim yang telah berkembang sejak 
tahun 1946 (Malino). Selain itu pemberontakan ini juga me­
rupakan bagian dari pergolakan di Makasar sejak pemberontak­
kan Andi Azis pada awal April 1950. Dapat dikatakan bahwa 
kedua pemberontakan itu mempunyai segi yang sama yaitu 
usaha untuk mempertahankan secara ekstrim ide federalisme 
dengan cara paksaan senjata. Karena pemberontakan ini me­
libatkan kesatuan-kesatuan KNIL di Ambon, maka sebenarnya 
peristiwa itu juga mempunyai segi yang lain , yaitu tindakan 
yang tidak disipliner dari kesatuan-kesatuan KNIL tersebut. 
Mereka seharusnya taat pada pimpinan KNIL di Jakarta (untuk 
seluruh Indonesia) atau di Makasar (untuk Indonesia bagian 
Timur). Segi lain dari pemberontakan ini ialah keadaan yang 
sangat goncang di Maluku , khususnya Ambon setelah Konferen­
si Meja Bundar. Peralihan ke pemerintahan Indonesia yang 
berwujud RIS itu tidak sedikit menimbulkan ketegangan di 
kalangan pegawai-pegawai negeri di daerah itu , karena di 
Ambon juga terdapat pihak-pihak yang pro-republik dan pihak­
pihak yang pro-Belanda. Suatu badan yang dapat mengatasi 
ketegangan-ketegangan ini secara damai tidak ada. Di antara 
pihak-pihak yang bertentangan itu terdapat organisasi-organisasi 



pemuda semi militer yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan 
bentrokan-bentrokan fisik. Dalam keadaan yang demikian 
masyarakat tidak aman. apa lagi bila diingat bahwa masyarakat 
di Ambon sejak dahulu kala hidup dalam semacam dualisme. 
Pacta satu pihak terdapat orang-orang yang mengikuti keyakinan 
Islam dan pacta pihak lain terdapat orang-orang yang mengi­
kuti keyakinan Kristen. Dalam masa-masa sebelumnya ke­
adaan ini tidak terlalu dirasakan sebagai suatu dualisme . 
Rupanya ada usaha-usaha dari pihak Pemerintah Belanda 
untuk mencegah timbulnya pertentangan yang nyata antara 
kedua belah pihak, tetapi setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. 
perbedaan itu nyata . Banyak orang Islam yang memasuki 
Partai Indonesia Merdeka dan berjuang bersama-sama orang­
oqmg Kristen di dalamnya . Golongan Kristen yang menentang 
mereka tergabung dalam ''Gabungan Sembilan Serangkai" 
dan "Persatuan Timur Besar". Yang satu berorientasi kepada 
nasionalisme Indonesia yang sedang bangkit. yang lainnya 
berorientasi kepada kolonialisme Belanda yang seda111~ runtuh 
di Indonesia. Dalam keadaan demikian, pada awal tahun 1950 
kesatan-kesatuan KNIL yang terdiri atas suku Ambon dipin­
dahkan ke Ambon. Jumlah mereka kemudian mencapai sekitar 
::!000 orang bila ditarr.bahkan dengan kesatuan-kesatuan KNIL 
yang sudah ada di Ambon sebelumnya. Yang penting di antara 
mere ka ialah kesatuan-kesatuan "baret merah" dan ''baret 
hijau ". Mereka ini merupakan kesatuan-kesatuan komando yang 
berkemampuan tempur tinggi. mereka juga merupakan kesatu­
an KNIL yang paling mengalami indoktrinasi sebagai pengawal 
kolonialisme Belanda yang paling gigih . Mereka sama sekali 
tidak dapat membayangkan suatu wilayah Indonesia yang 
diperintah oleh orang Indonesia sendiri. Dalam hati kecilnya 
mune;kin mereka menduga bahwa kemampuan orang Indonesia 
hanya men gurus daerah masing-masing . Dengan keadaan men tal 
yang demikian tidaklah mengherankan apabila kemudian ter­
jadi perkelahian-perkelahian antara mereka dengan golongan 
yang berpaham nasionalisme . Dengan demikian tidaklah meng-
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herankan mengapa ketika Soumokil tiba di Ambon situasinya 
menguntungkan baginya. 

Sebagaimana kita ketahui , pada 13 April 1950 Soukomil 
mendarat di Ambon dan segera ia bertemu dengan pelbagai 
pihak. Di Ambon memang sudah nampak adanya usaha-usaha 
ke arah pemisahan dengan NIT sejak awal bulan April 1950. 

Pacta 23 April 1950 Soumokil mengadakan suatu rapat 
rahasia di Tulehu , suatu tempat yang penduduknya beragama 
Islam. Dalam rapat rahasia itu para pamong praja tidak diikut­
sertakan, tetapi pemuka-pemuka KNIL jelas hadir , demikian 
pula Ir. Manusama. Pacta saat itulah Soumokil menganjurkan 
agar KNIL segera bertindak untuk membunuh setiap anggota 
Dewan Maluku Selatan, kemudian daerah "itu dinyatakan se­
bagai negara merdeka . Untung saja se bagian dari kawan-kawan 
Soumokil masih sadar dan menolak tindakan yang buas itu 
namun, dalam rapat rahasia di Tulehu , gagasan untuk mendiri­
kan Republik Maluku Selatan telah lahir. Selanjutnya timbul 
gagasan untuk melaksanakan "Proklamasi" , yakni yang me­
lakukan Proklamasi adalah pemerintah daerah . Pacta sekitar 
pukul 16 .00 untuk sementara rapat rahasia ditutup dan akan 
dilanjutkan lagi sekitar pukul 18 .00 hari itu juga . Pada rapat 
rahasia sore itu, Kepala Daerah Maluku Selatan , J. Manuhutu 
dipaksa untuk hadir. Di bawah a ncaman pasukan-pasukan 
istimewa KNIL, J. Manuhutu terpaksa menerima perintah itu . 
Diputuskan pula agar "Proklamasi" dilakukan pacta keesokan 
hari dalam suatu rapat lengkap para kepala kedinasan Maluku 
Selatan. 

Dalam rapat 23 April 19 50 sore hari, di kantor Pemernintah 
Daerah Maluku Selatan dipu tuskan agar pacta keesokan harinya 
yakni 24 April 1950 kepala daerah menyatakan terbentuknya 
negara merdeka di Maluku Tengah . Hal ini akan dilakukan 
di depan semua pejabat resmi . Pada saat yang telah ditentukan 
siaplah para peja bat resmi . Sebagian dari mereka telah terpe­
ngaruh oleh propaganda Soumokil a tau provokasi sa tuan­
satuan Korps Speciale Troepen (KST). Pacta rapat itu Soumokil 
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tidak hadir dengan alasan ia bukan pejabat resmi di Maluku 
Tengah. Yang nampak hadir ialah Ir. Manusama dan kawan­
kawan yang sepaham. Dengan sendirinya satuan-satuan KST 
hadir pula untuk menjaga agar sidang berjalan sesuai dengan 
rencana sehari sebelumnya. Kira-kira pukul 08 .30 kepala 
daerah menyatakan , "Sejak hari ini saya memproklamirkan 
Daerah Maluku Selatan sebagai suatu Republik, suatu negara 
merdeka terlepas dari Republik Indonesia Serikat dan Negara 
Indonesia Timur". Pada keesokan harinya, yakni 25 April 
1950 dikeluarkan proklamasi tertulis mengenai Republik Maluku 
Selatan. 9 
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BABIV 
PENUMPASAN REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS) 

Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamasikan pacta 
~6 April 1950 yang didalangi oleh Soumokil bukanlah aspirasi 
dan kehendak hati nurani seluruh rakyat Maluku Selatan . 
Proklamasi itu lebih merupakan keinginan Soumokil dan 
beberapa gelintir orang agen imperialis yang sejak lama tidak 
menghendaki kemerdekaan bangsa Indonesia dan tidak meng­
inginkan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia. 
Pelaku makar RSM secara hakiki dapat diklasifikasikan menjadi 
dua kelompok. Pertama , adalah kelompok yang dengan sadar 
menentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia 
Serikat. sedangkan yang kedua . adalah kelompok orang yang 
terhasut oleh propaganda politik devide et impera kaum kolo­
nialis . 

Agen-agen imperialis yang didukung oleh tentara KNIL 
yang di bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda setelah per­
janjian KMB , terus melakukan tindak kerusuhan dan pembang­
kangan . menyiksa penduduk yang tidak berdosa , dan menginti­
midasi rakyat yang tidak sepaham sehingga suasana mencekam 
dan rasa takut terus menghantui rakyat Maluku Selatan Selatan 
hingga RMS diproklamasikan. 
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Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana upaya pemerintah 
dan bangsa Indonesia menegakkan kedaulatan di Maluku 
Selatan . Ada tiga jalan yang secara hirarki ditempuh oleh 
pemerintah guna menyelesaikan masalah Republik Maluku 
Selatan . Pertama. penyelesaian secara damai yang berkisar pada 
penolakan wakil PBB ataupun pihak Belanda untuk campur 
tan!lan, dan kemudian misi pl:'rdamaian yang dikirim pemerintah 
seperti ~1isi Leimena dan misi yang dikirim berbagai kelompok 
masyarakat Maluku di Jawa dan Swnatera . dan bagaimana ha­
silnya. Kedua. penyelesaian secara militer yang berkisar pada 
ba!!aimana rencana pihak TNI. dan pl:'!aksanaan rencana itu. 
jalannya perang. dan ditambahkan dengan penangkapan 
Soumokil pacta tahun 1962. Ketiga. pembentukan aparat 
kekuatan Republik di Maluku Selatan berupa PEMDA dan 
KODIM. 

4.1 Penyelesaian Secara Damai. 

Sejarah panjang bangsa Indonesia · yang selama berabad­
abad dijajah oleh kaum imperiali s menyadarkan para pemimpin 
Rl dalam menghadapi setiap gejolak dan kerusuhan yang b~r­
maksud memecah-belah rasa kesatuan dan persatuan bangsa 
Indonesia. Bangsa Indonesia pun telah paham betul bagaimana 
watak kaum kolonialis yang puny a seribu muka . Pemeintah 
Indonesia ya ng tahu persis bahwa Pemerintah Hindia Belanda 
ada di belakang aksi RMS . tidak kaget ketika Perdana !vlenteri 
Belanda Dr. Willem Drees menghimbau Pemerintah Indonesia 
agar soal pemberontakan RMS diselesaikan secara damai. Bangsa 
Indonesia sadar akan tanggung-jawabnya untuk menjaga ke­
daulatan bangsanya , sadar akan hak dan kewajibannya menja­
min keselamatan rakyat . serta sadar akan pentingnya keutuhan 
bangsa , karena itu jalan pertama yang dipilih untuk menyelesai­
kan aksi makar RMS . dengan ada atau tidak ada imbauan dari 
luar , adalah melalui jalan damai dan membuang jauh-jauh aksi 
mil iter. 

Penyelesaian damai yang ditempuh pemerintah Indonesia , 
antara lain adalah sebagai berikut : 
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( 1) Mengutus pemuka-pemuka Indonesia yang berasal dari 
Maluku pada 27 April 1950, yang dipimpin Dr. Leimena 
dengan anggota Ir. Putuhena , Pellaupessy, dan Dr. Rehatan . 
Rombongan Dr. Leimena sampai di Makasar 28 April 
1 950, dan terus melanjutkan perjalannya menuju Ambon 
guna membujuk para pelaku makar untuk kern balike pang­
kuan ibu Pertiwi, dengan menumpang korvet (kapal terbang 
kecil cepat) Hangtuah. Ajakan Dr. Leimena dipandang 
sebelah mata dan Soumokil serta kawan-kawan, melalui 
surat yang dibawa utusannya pada I Mei 1950, menolak 
pembicaraan damai, dengan tetap berpegang pada pendirian­
nya semula, sert<i hanya bersedia melakukan pembicaraan 
damai jika disertai o1eh pihak UNCI bahkan para pelaku 
makar menyatakan bahwa mereka merencanakan untuk 
menempatkan zaakgelastigdenya di Amerika. Dr. Leimena 
sangat prihatin atas penolakan Soumokil untuk berbicara di 
meja perundingan, hingga Dr. Leimena pun berkata , "kami 
sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan berbicara 
yang datang melulu untuk merundingkan hingga soal 
Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan 
dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa. Saya persoonlijk 
me rasa ini menyedihkan . . . . ! " Menanggapi penolakan 
Soumokil, Kementerian Pertahanan berpendirian , bahwa 
oleh karena pengacau-pengacau politik dan militer yang 
dipimpin Soumokil menolak untuk berbicara dengan suatu 
delegasi yang dikirim oleh Pemerintah RIS yang diketahui 
oleh Dr. Leimena itu, maka dengan demikian mereka 
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kesulitan 
dan penderitaan rakyat yang menjadi tanggung jawab moral 
terhadap penderitaan itu. Semua penderjtaan itu adalah 
sebagai akibat pengangkutan Soumoki1 ke Ambon dengan 
pesawat terbang Belanda untuk menempatkan pasukan­
pasukannya ke bawah disiplinnya. 

(2) Menyelenggarakan Konferensi Maluku pada 12 dan 13 
juni 1950 yang dihadiri oleh wakil-wakil penduduk Maluku 
dari seluruh Indonesia, yang kemudian membentuk satu 
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misi persaudaraan yang terdiri a tas Domine Siahaja, Sa­
pulete , J. Fernandes, J . Tamasale , dan A Kailola . Konfe­
rensi yang dihadiri oleh sembilan organisasi rakyat Maluku 
di Jawa dan Sumatera itu , membuat tujuh butir pernyataan 
untuk dimajukan kepada pemerintah sebagai masukan 
dalam menyelesaikan peristiwa RMS. Pernyataan yang 
dimaksud, yaitu : 

(a) supaya Maluku diberi otonomi seluas-luasnya menurut 
pendapat konperensi sebagai syarat mutlak dalam 
penyelesaian; 

(b) supaya pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial 
kepada rakyat terbanyak yang menderita dan tidak 
bersalah di Maluku Selatan , 

(c) supaya bangsa Indonesia khususnya ; dunia umumnya, 
memperjuangkan nasib rakyat Maluku Selatan terhadap 
perbuatan-perbuatan tidak mengenal perikemanusiaan; 

(d) supaya Pemerintah Belanda didesak dengan segera dan 
sangat untuk melucuti rombongan KNIL di Maluku 
Selatan, yang berada di bawah tanggung jawab Pemerin­
tah Belanda, di mana perlu dengan bantuan UNCI, 

(e) supaya pemerintah menyokong sedapatnya kepada misi 
persaudaraan dari rakyat Maluku Selatan, 

(f) supaya pemerintah atas dasar keadilan sosial memper­
gunakan seluas-luasnya kecerdasan dan kecakapan baik 
militer maupun sosial, tenaga-tenaga golongan Maluku 
khususnya, dan 

(g) supaya dalam tindakan pemerintah hendaknya dibeda­
kan antara rakyat Maluku Selatan dengan kaum pro­
klamasi RMS. 

Pernyataan yang dimajukan kepada pemerintah itu menegas­
kan bahwa peristiwa RMS bukanlah dilakukan oleh rakyat 
Maluku Selatan, tetapi oleh kaum reaksioner yang tidak lain 
adalah agen-agen imperialis yang tidak menghendaki 
eksistensi RI dalam satu kesatuan yang utuh . Konferensi 
menghimbau kepada pemerintah agar mengutamakan 
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penyelesaian damai, karena sebagian besar rakyat Maluku 
Selatan tidak bertanggung jawab atas makar itu, dan tetap 
menjadi bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Misi per­
saudaraan yang diutus ke konferensi pun tidak mendapat 
tanggapan yang positif dari Soumokil dan kawan-kawannya, 
sehingga langkah kedua pun gaga!. 

(3) Kegagalan langkah pertama dan kedua tidak membuat 
pemerintah mengesampingkan alternatif damai, karena 

· itu pada akhir Agustus 1950, Dr. Rehata mencari hubung­
an lagi dengan Soumokil dan kawan-kawan untuk penyele­
saian damai . Karena belum juga ada kabar , maka pemerintah 
mengutus Menteri Kesehatan Dr. Rehatta pun gaga!, 
karena Soumokil tetap menolak untuk damai. 

Langkah-langkah itu membuktikan kesungguhan dari 
pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhannya untuk 
menyelesaikan masalah RMS dengan jalan musyawarah, tetapi 
RMS dalam setiap pernyataannya selalu menolak misi yang 
didatangkan dengan mempergunakan alat pengangkutan RIS 
dalam corak dan bentuk apa pun. Mereka hanya akan menerima 
misi yang diangkut memakai kendaraan berkebangsaan Belanda 
atau Amerika. 

Peristiwa RMS adalah masalah dalam negeri Ri, karena itu 
penyelesaiannya menjadi hak dan kewajiban pemerintah dan 
bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bangsa Indonesia secara 
tegas menolak sega1a bentuk campurtangan asing. Dalam meng­
hadapi msa1ah RMS, pemerintah dan Angkatan Perang RIS 
telah menetapkan tiga a1tematif ja1an penye1esaian yang akan 
diterapkan secara hirarki, yaitu ( 1) me1a1ui pembicaraan damai, 
(2) jika tidak berhasi1, me1a1ui tindakan b1okade, (3) jika tidak 
berhasil juga, diambi1 tindakan mi1iter. 

Mengingat ajakan penye1esaian damai se1alu dito1ak kaum 
reaksioner, Kementerian Pertahanan RIS pada 16 Mei 1950 
melalui juru bicaranya menerangkan, bahwa operasi militer 
untuk menye1esaikan soa1 RMS sampai sekarang be1um di1aku­
kan, tetapi sejak beberapa hari tindakan b1okade terhadap 
RMS te1ah diam bil. 
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4.2 Pelaksanaan Operasi Militer 

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa pemerintah dan 
Angkatan Perang RIS menetapkan tiga alternatif jalan penyele­
saian peristiwa RMS, yaitu penyelesaian damai , tindakan 
blokade, dan tindakan militer. 

Setelah melalui berbagai upaya, penyelesaian damai tampak­
nya tidak mendapat tempat dalam benak para pelaku makar. 
Soumokil dan kawan-kawan tetap bersikukuh pacta pendirian­
nya mempertanahankan RMS yang terpisah dari wilayah ke­
daulatan RIS. 

Dengan tetap berharap bahwa peristiwa RMS akan dapat 
diselesaikan secara damai, tetapi pemerintah juga tidak meng­
hendaki keadaan bertambah parah. karena itu pemerintah dan 
<\ngkatan Perang RIS memutuskan untuk melakukan pendarat­
an Angkatan Perang di Maluku Selatan dalam waktu dekat . 

Angkatan Darat RIS dengan dibantu oleh beberapa kapal 
perang Angkatan Laut RIS mendaratkan pasukan-pasukannya di 
Pulau Buru pacta 14 Ju1i 1950 puku1 09.00 waktu Maluku. Dua 
hari berikutnya, 16 Juli 1950 jam 08.30 waktu Maluku. 
pasukan-pasukan RIS memasuki Namlea. sehingga pasukan 
RIS te1ah tersebar di seluruh Pu1au Bum. 

Rakyat Maluku Selatan yang secara berkepanjangan diteror 
oleh para pemsuh, menyambut gembira kehadiran Angkatan 
Perang RIS yang datang untuk memelihara dan menjamin 
suasana aman, serta menumpas habis para pelaku makar hingga 
ke akar-akarnya. Angkatan Perang RIS bahu-membahu dengan 
rakyat menyingkirkan para perusuh dan menangkap mereka 
untuk diajukan ke pengadilan. 
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Setelah pemerintah dengan segala usahanya mengadakan 
musyawarah dengan kelompok orang RMS menemukan kegagal­
an , pemerintah memutuskan untuk melakukan operasi militer 
terhadap petualangan-petualangan Soumokil. Menteri Pertahan­
an menunjuk Kolonel Kawilarang sebagai komandan ekspedisi . 
Demi keamanan nasional , disusunlah gerakan operasi militer 
dalam suatu Komando Pasukan Maluku Selatan atau Kompas 
Maisel di bawah pimpinan Panglima Ko TT IT Kolonel Kawi­
larang kemudian diserahkan kepada Letnan Kolonel Slamet 
Riyadi . Dengan Komando Pasukan Maluku Selatan mulai dilan­
carkan gerakan-gerakan operasi militer, yaitu : (1 ) Operasi Ma­
lam, (2) Operasi Fajar, (3) Operasi Senopati , (4) Operasi Pulau 
Maluku, (5) Operasi Bintang Siang, dan (6) Pasukan Penutup . 

Operasi Malam adalah operasi yang disusun dan dilaksana­
kan oleh Komando Pasukan Maluku Selatan untuk merebut 
Pulau Buru dari tangan RMS guna dijadikan gerakan-gerakan 
selanjutnya ke Pulau Seram dan Pulau Ambon . Operasi ini 
dijalankan sesuai dengan PO No. 117 /PO/KTT/ VII/ 50, 13 Juli 
19 50. Pasukan yang dikerahkan sesuai PO terdiri atas : 

(a) Angkatan Darat, yang terbagi menjadi tiga batalyon , yaitu 
Bn Pattimura di bawah komando Pelupessy dan Bn 3 52 di 
bawah komando Mayor Suradji serta BN 3 Mei di bawah 
komando Mayor Mengho . 

(b) Angkatan Laut , juga terbagi menjadi tiga , yaitu RI Patti 
Unus, RI Hang Tuah , dan Rl Banteng. 

Peristiwa pendaratan ini te rjadi pad a pagi hari pukul 09.30 
di dekat Lala, Pu lau Buru, 14 Juli 1950 , dengan mendaratkan 
850 orang TNI. Pendaratan ini dilindungi oleh korvet patti Unus. 
Mungkin karena kurang pengalaman untuk bertempur di !aut , 
kapal-kapal pendarat kandas sehingga keadaan sangat berbaha­
ya, tetapi ten tara TNI tetap maju terus ke temp at tujuan . Pen­
daratan fase pertama dilakukan oleh Bn Pattimura dan fase ke­
dua oleh Bn-352, serta fase ketiga oleh BN-3 Mei. Dari awal 
sampai akhir pendaratan pasukan kita tidak mendapat perlawan­
an dari pihak musuh. Dari pantai Lala Ubun, Bn Pattimura yang 
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berhasil dalam pendaratan pertama , mulai bergerak menuju 
Kota Namiea. Dalam gerakan ini formasi batalyon diubah men­
jadi dua kompi, yaitu Kompi D di bawah pimpinan Lettu Di­
ponegoro dan Kompi L di bawah pimpinan Lettu Lumenta. 

Sesampainya Bn. Patimura di Pal 4 dari Kota Namlea. pasu­
kan kita sudah bertemu dengan pertahanan musuh . Di sinilah 
mulai berkobar pertempuran sengit antara pasukan kita dengan 
musuh (RMS). Karena musuh sebagai pihak yang bertahan dan 
menguasai medan, sedangkan pasukan kit a sebagai pihak yang 
menyerang dan berada pacta terrein yang terbuka , maka dalam 
pertempuran ini pasukan kita mendapat tembakan-tembakan 
yang hebat .dari pihak musuh yang telah disiapkan. Dalam per­
tempuran pertama ini pasukan kita menderita kerugian tiga 
orang gugur. yaitu Sersan Mayor Paliama. Sersan Teraju dan se­
orang prajurit lain dari Kompi Lumenta . 

Tembakan-tembakan hebat yang mendadak ini membuat 
pasukan kita di front depan menjadi panik. namun tidak berarti 
bahwa pasukan kita tidak memberi perlawanan yang seimbang. 
Tembakan-tembakan seru segera dilepaskan . dan setelah me­
nguasai keadaan. pasukan kita kembali menyerang musuh di 
tempat pertahanan mereka. Pertempuran sengit berkobar terus. 
Di tengah ·tengah pertempuran ini . dua peleton pasukan kita 
masing-masing Peleton Lettu Manuhutu dan Peleton Umar Ga­
fur. dapat menerobos pertahanan musuh . Peleton Lettu Manu­
hutu dari sayap kanan Gunung Batu Boi dan Peleton Umar Ga­
fur dari sayap kiri Tanjung Kerbau . Setelah kedua peleton ber­
hasil dalam penerobosannya . gerakan diteruskan ke Kota Nam­
lea dan memasukinya pada sore harinya. 

Pacta 15 Juli 1950 pukul 13 .00 dini hari sebagian dari pa­
sukan musuh yang mempertahankan Pal 4 di bawah pimpinan 
Sersan Daud Lesteluhu. bergerak kembali ke arah Kota Namlea 
untuk menyerang pasukan kita yang sudah berhasil berada di 
perbatasan kota. Pacta pukul 05 .30 berkobar pertempuran an­
tara pasukan kita (Peleton Manuhutu dan Umar Gafur) dari 
Ki Lumenta dengan musuh pimpinan Sersan Daud Lesteluhu . 

69 



._, .... .,. . 
,,,..-

·y··"·: ._; ' ,.. ,. 
-

70 

APR!S mendarat 

Makam Prajurit tidak dikenal 



Dalam pertempuran ini Sersan Daud Lesteluhu dapat disergap 
oleh dua prajurit kita masing-masing Prajurit Muhammad Said 
dan Prajurit A. Karim dari Regu Sersan Abdurahim Maruapey. 
Dengan disergapnya Sersan Daud Lesteluhu , pertempuran di 
dalam Kota Namlea dapat dihentikan , sedangkan pertempuran 
di Pal 4 masih be rkobar terus . Meskipun tembak-menembak 
sudah dihentikan , tetapi Sersan Daud Lesteluhu sebagai Koman­
dan pasu kan RMS di Namlea mas ih terus be rkeras kepala dan 
tidak mau menyerah begitu saja pacta pasukan kita . Atas ajakan 
dari Sersan Maruapey untuk bertemu dengan Panglima KO TT 
IT Kolonel Kawil arang guna beke rja sama dengan TNI , Sersan 
Lesteluhu meyakini akan hal i tu . Rupanya kata kerja sama yang 
diucapkan Sersan Maruapey ini ditafsirkan oleh Sersan Daud 
Lesteluhu dianggap kerja sama untuk mempertahankan RMS . 
Karena pacta saat itu baik pasukan kita maupun musuh sama-

sama putera Maluku atau pute ra-putera Pattimura, maka lebih 
bertambah yakin adanya kerjasama itu bagi Sersan Lesteluhu. 
Untuk itu , Sersan Maruapey bersama dua anggotanya masing­
masing Prajurit Pattikawa dan Prajurit Pattinama serta Lettu 
Manuhutu dengan perahu naik ke kapal Patti Unus yang pada 
saat itu berada di Pelabuhan Namlea meminta bantuan sebuah 
motor untuk mengangkut Sersan Leste luhu guna bertemu de­
ngan Panglima KO TT IT. 

Dengan bantuan motor dari RI Patti Unus Sersan Maruapey 
kembali ke darat menjemput Sersan Lesteluhu dan Komandan 
Detasemen Polisi Namlea P. Huku Ubun. Pacta pukul 12.00 si­
ang hari Sersan Maruapey kembali ke kapal membawa Sersan 
Lesteluhu dengan Komandan Detasemen Polisi Namlea F . Hu­
ku Ubun bersama satu re)!U pengawal anak buah Sersan .Leste­
luhu untuk ke Lala Ubun . Lesteluhu bersama seluruh pengawal­
nya dapat dilucuti dan dijadikan tawanan perang. 

Selama peristiwa ini terjadi , di dalam Kota Namlea, per­
tempuran di Pal 4 masih berlangsun g terus . Dengan mendapat 
bantuan dari Bn 352.dan Bn 3 Mei , pada pukul 15 .00 , musuh 
dapat dipukul mundur ke arah Kot a Namlea . Dalam gerakan 
mundur ini pasukan musuh dapat bertemu dengan pasukan kita 
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dari Kompi Lumenta di Gunung Batu Boi sehingga berkobar 
lagi pertempuran sengit. Dengan berhasilnya pertahanan musuh 
dipatahkan di Pal 4 , gerakan bersarna antara .ketiga batalyon 
diteruskan ke Kota Narnlea. Dalam gerakan ini pasukan kita 
dapat menguasai daerah sepanjang pesisir pantai dan sepanjang 
bukit-bukit yang mengelilingi Kota Namlea, sedangkan musuh 
hanya dapat mengadakan pertahanan di perbatasan kota . Pacta 
16 Juli 19 50 pukul 05.30 , dengan menyeruak hutan alang-alang 
dan kayu putih mulaihlh dilakukan gerakan penyerangan masuk 
Kota Namlea, dengan melalui pertempuran-pertempuran sengit . 
Dalam pertempuran ini musuh tidak dapat menahan serangan 
pasukan kita dan mereka lari kocar-kacir mengundurkan diri 
ke luar kota dengan mempergunakan perahu-perahu dan perahu 
motor, tetapi .di tengah !aut dapat ditembak dan ditenggelarn­
kan oleh kapal-kapal perang kita yang selalu siap dalarn formasi 
tempur. Pacta pukul 07.00 seluruh Kota Narnlea telah jatuh ke 
tangan pasukan kita . Setelah tembakan-tembakan recta dan di­
adakan konsolidasi , selarna pertempuran di Pal 4 sarnpai mere­
but Namlea dari tangan musuh. ternyata kentgian pasukan kita 
61 orang 12ugur dan yang lain mengalami luka-luka . Keenam­
puluh satu orang yang gugur itu ialah 44 orang dari Bn Patti­
mura , tiga orang dari Bn 3 Mei , dan 14 orang dari Bn 3 52. 

Operasi Fajar adalah gerakan operasi kedua yang dilakukan 
oleh Komando Operasi Maluku Selatan untuk membebaskan 
Pulau Seram dari cengkeraman perusuh-perusuh RMS. Operasi 
Fajar dilakukan pada 21 Juli 1950, dengan kesatuan inti pen­
daratan Bn 3 Mei. Satuan pendarat ini mempergunakan LC I 
Stormvogel dan Higgens motorboat, dengan dikawal oleh kapal­
kapal perang RI Patti Unus dan Rajawali . Pendaratan dimulai 
pukul I 0.00 waktu setempat di Karnpung Telaga yang ter1etak 
14 Km dari Kota Piru. Di sarnping Komandan Batalyon 3 Mei 
Mayor Mengko , juga ikut serta melakukan pendaratan Panglima 
KO TT IT Kolonel Kawilarang dan Panglima Operasi KOMPAS 
MALSEL Letnan Kolonel Slamet Riyadi bersama staf. 

Dari Telaga gerakan operasi diteruskan menuju Kota Piru. 
Sampai pacta jarak kira-kira ro km dari Piru , pasukan diistirahat-
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kan guna mengut us Lettu Langi bersama dua tawanan RMS 
masing-mas in.{! Sersan D. Lest aluhu dan Kaitjili ke Piru untuk 

mengadakan hubun)!an dengan RMS yang ada di Piru , aga r da­
pat diusah akan perundingan guna m enghindarkan pertempuran. 
RMS tetap tidak mau men)!adakan perundingan , bahkan ketiga 
utu an tersebut dibunuh dengan sadis oleh RMS , karena itu 
tidak ada jalan lain , kecuali meneruskan gerakan o pe rasi militer 
terhadap para perusuh . Tiba di pertigaan ant ara Kota dan Piru , 
gerakan pasukan dibagi dua . Kompi bantuan dengan pim pinan 
Kapten Saerang menuju Kot ania sedan gkan pasukan lain ber­

gerak menuju Kota Piru. Pad a puku l 14 .00 pasukan yang ber­
gerak ke Piru tiba di Km 6 dan berhasil men awan d ua an ggota 
RMS y an g ctitemukan dari seb uah bivak. Pad a pukul 17. 50 pa­
sukan mul ai mela kukan penye rb uan ke Ko ta Piru. Bersamaan 
den )l:a n itu dari arah !aut. kapal perang Rl Rajawal i mulai me­
munt ahkan pelurunya ke dara t untuk menghancurkan kubu­
kubu musuh. Pada pukul 18.30 kot a dapat diduduki tanpa per­
lawanan yang berarti dari musuh . dengan demikian pada 22 Juli 
1950 seluruh Ko ta Piru dapat d ibebas kan dari tangan RMS . 

Sehari se telah Kota Piru dibebaskan. pada 23 Juli 1950 
pasukan Bn 352 pirnpinan Suradji ju)l:a berhasil m embebas kan 
Kota Amahai yang ter1etak di pantai se latan Seram . Para pent­
suh 1ari ke \uar kota masuk hu tan dan ada juga yang lari menuju 
daerah Teho ru. namun kare na medan daerah Seram terlalu 
\uas. mak a tidak bisa semua kekuatan RMS dapat dihancurkan. 
Daerah y3.11? mas ih mampu d ipertahan kan o leh RMS ad alah 
pesis ir pan ta i dae rah Seram Selatan mu!ai dari dae rah Tehoru 

sampai Ne~ri An!-!US . 

Pada bu lan September 1950 , Bn 7 11 ( Bn . Mayo r Abdull ah) 
se te lah berhasil dalam operas inya dari Maluku Tenggara. Seram 
utara (Wahai), dan Seram Ti mu r (Geser) kemudian menerus­

kan gerakan operas i ke daerah Seram Selatan . Pada 9 September 
\950 . Bn 71 1 tel ah menc ap ai Kilmuri. Keesokan hari n ya Atiaho 
telah dapat diduduki. Dalam ge rak an-ge rakan ini Bn 711 se lalu 
dihadapi dengan pertempuran dan selal u dim enangkan. Se telah 
Atiaho menyusu l Werinam a, dan dari sini ge rakan dilanjutkan 
ke Po lim , Lah a. serta Lalirn . Un tuk mencapai s tabilitas ke­
amanan . ke mudiru1 dilakukan serangan terhadap Tehoru. 
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Sebelum dilakukan serangan terhadap Tehoru , Lafa dekat 
Negeri Angus harus diduduki . Kekuatan Bn 711 yang ditugas­
kan untuk merebut Lafa terdiri atas dua peleton pasukan dan 
Detasemen Markas. Satu peleton berjalan kaki menyusur pan­
tai di bawah pimpinan Lattu Malada , sedangkan satu peleton 
1agi menyusur pantai dengan perahu ko1e-ko1e , sedangkan 
Detasemen Markas di bawah pimpinan l..etda Saleh Arifin meng­
gunakan motorboat B027. Pendaratan segera dilkaukan untuk 
kemudian berkobarlah pertempuran yang sengit di tepi pantai 
Negeri Angus. Dalam pertempuran tersebut, Mayor Abdullah 
gugur dan tiga prajurit lainnya menderita 1uka berat. Sete1ah 
kurang-1ebih dua jam pertempuran, RMS yang terdiri atas 
Baret Hijau KNIL dan polisi dapat dipukul mundur. 

Operasi Senopati dengan sasaran Kota Ambon , bertujuan 
untuk menghancurkan pusat pemberontakan RMS di pu1au 
Ambon dan membebaskan rakyat dari ke1aparan dan penindas­
an RMS serta untuk menguasai pu1au itu sebenarnya. Pasukan 
yang dikerahkan sesuai Perintah operasi adalah 

(I ) Angkatan darat , yang terdiri atas Bn 35 2 (Komandan 
Mayor Suradji) Bn 3 Mei (Komantlan Mayor Mengko), Bn 
Claport (Komdandan Kapten C1aproth) Bn Worang (Ko­
mandan KaptenWorang) ._ Kompi Pisok (komandan l..ettu 
Kapojos) , Kompi Pask. Terpendam (Komandan lettu MQ 
Maruapey) Co. Troep (Komandan l..ettu Lumanau) . Bn 
Banteng Merah (Komandan Mayor Yusmin) , Bn Tengkorak 
Putih (Komandan Mayor Suryo Subandrio) . dan Sie Staf 
Dekking 35 (Komandan l..e tda Sumardi). 

(2) Angkatan Laut, terdiri atas RI Patti Unus, Ri Rajawali, 
RI Hantuah, Ri Banteng, RI Namlea, Ri Anggang, RI And­
res, RI Amahai , RI Piru , LST -4 LCVP 10 buah, dan tiga 
buah kapal KPM masing-masing yaitu Waikelo, Waingapu , 
dan Waibalong. 

(3) Angka tan Udara , yang terdiri atas 2 buah Bomber B 25,2 
buah Ca talina (berpangkalan di Namlea) . 
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Operasi Senopati yang bertujuan untuk membebaskan 
Pulau Ambon, sesuai Perintah Operasi ditetapkan jangka 
waktunya empat atau lima hari, tetapi karena waktu yang 
ditetapkan dalam Perintah Operasi ini tidak berhasil dan kurang­
lebih satu setengah bulan baru Ambon seluruhnya dapat dibe­
baskan , maka operasi Senopati dibagi atas dua fase, yaitu 

(a) Gerakan Operasi Senopati fase I di1akukan pacta 28 Septem­
ber 1950 sampai 2 Nopember 1950. 

(b) Gerakan Operasi SenopatiFase II, dilakukan pacta 3 Nopem­
ber 1950 sampai dikuasainya Pulau Ambon. 

Gerakan Operasi Senopati Fase I dibagi atas dua sektor, 
yaitu Sektor Tulehu dan Sektor Hitu. Jalannya Operasi/Penda­
ratan Sektor Tulehu dilakukan di tiga tempat, yaitu di daerah 
Wairuton , Air Panas , dan Pelabuhan Tulehu , di bawah Koman­
dan Pasukan Maluku Selatan Letnan kolonel Slamet Riyadi . 
Pasukan yang mendarat di Wairaton ialah Bn 352 pimpinan 
Mayor Suradji dan Kompi Pasukan terpendam pimpinan Lettu 
MO Maruapey. Pasukan yang mendarat di A.ir Panas adalah 
13n 3 Mei, sedangkan yang mendarat di pelabuhan Tulehu adalah 
Bn Worang, Bn C1aproth , Kompi Pisek . Skunadron berlapis 
baja, dan Staf Komando Operasi Maluku Selatan. 

Pendaratan di lindungi oleh kapal-kapal perang Ri Rajawa1i 
dan Ri Patti Unus . Pendaratan yang dilakukan pacta pukul 06 .00 
di pantai Wairuton disambut dengan tembakan musuh , sehingga 
mengakibatkan gugurnya seorang prajurit bernama Anwar dari 
Bn 352. Adapun pendaratan di Air Panas tidak mendapat 
perlawanan yang berarti . Karena medan pertempuran sangat 
menguntungkan musuh, maka pertempuran berjalan dengan se­
ngit, walaupun pacta akhirnya musuh dapat dipukul mundur 
dan lari menuju Suli. Hari berikutnya, 29 September 1950. 
pasukan menuju Suli. dan hari itu juga musuh dapat diusir 
dari Suli, sedangkan Partai Netsepa dapat dikuasai pacta 30 
September 1950. 

Usaha berikurnya dari_.pasukan kita untuk menembus 
daerah Waitatiri yang penuh parit dan kubu-kubu peninggalan 
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Be1anda dari 1 sampai 6 Oktober 1950 be1um berhasil, karena 
itu, sejak 8 Oktober 1950 dimu1ai Gerakan Operasi Senopati 
Fhase II. 

Ja1annya Operasi/Pendaratan Sektor Hitu yang dipimpin 
o1eh l.etnan Kolonel Sudiarto dapat dilakukan pada 28 Septem­
ber 1950. Pendaratan pertama dilakukan oleh Kompi II dan III 
dari Bn Sudiarto (Banteng Merah) di Tanjung Mamua, tetapi 
l.etkol Sudiarto bersama Kompi I yang berusaha mendarat di 
Batu Hitam yang berjarak dua kilometer dari Tanjung Mamua 
mendapat perlawanan yang hebat dari musuh sehingga menim­
bulkan kerugian di pihak TNI , yaitu seorang gugur, 11 orang lu·· 
ka dan lima orang luka berat termasuk Letkol. Sudiarto , Pada 
pukul 21.00 akibat 1uka yang diderita terlalu berat menyebab­
kan l.etkol Sudiarto gugur di atas kapal Rumah Sakit Waiba­
long. Sebelum Letkol Sudiarto gugur , pimpinan Banteng Merah 
diserahkan kepada wakilnya yakni Mayor Yusmin merangkap 
sebagai komdan Operasi Jazirah Hitu. 

Setelah melalui pertempuran yang sengit, pada 29 Septem­
ber 1950 pukul 06 00 Hitu dapat dikuasai o1eh TNI Gerakan 
Operasi diteruskan untuk menguasai Kota Ambon. Setelah 
Hitu dikuasai , sasaran berikutnya adalah daerah Hasal, Wanat, 
Telaga Kodok, dan Durian Patah. Karena medan pertempuran 
yang sangat menguntungkan lllUsuh, maka hingga 7 Oktober 
1950 daerah Wanat dan Telaga Kodok sebelum dapat diku­
asai oleh TNI 

4. 3 Pembentukan Aparat Kekuasaan Republik di Maluku Be­
rupa Pemda dan Koditr 

Rakyat dan wilayah Maluku Selatan adalah bagian integral 
bangsa Indonesia yang tak terpisahkan , karena itu semua yang 
terjadi dan dialami oleh rakyat Maluku Selatan menjadi tugas 
dan tanggung jawab bangs a Indonesia secara keseluruhan. Untuk 
itu ban~a Indonesia secara keseh.iruhan tidak dapat tinggal di­
am terhadap para perusuh yang telah berbuat makar mempro­
klamasikan RMS dan memisahkan rakyat Maluku Selatan dari 
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wilayah kesatuan Kepub hk Indon esia. Rakyat Maluku Se la tan 
harus dibebas kan da ri rasa t akut dan tero r d ari para pe nghian at 
bangs a, kare na itu gun a menj am in keaman an dan menu mp as ha­
bis para pengacau hingga ke ak ar-ak amya, Komand o Te ntara 
dan Territorium VII Indonesia T imu r membentuk Komand o 
Pasuk an Maluku Se latan (KPMS) di bawah komandan ope rasi 
Kolonel AE . Kawilarang (Pan gl im a TT VII In donesia T imur) 
yang kemud ian dite ruskan oleh Le tn an Kolonel Slame t Riyadi 
berh as il mereb ut Pu lau Buru . Pu lau Seram, Pulau Am bon, dan 
Pulau Lease . 

Sesu ai dengan tunt utan dan relevansinya dengan kebutuhan 
pem bangun an . KPMS kemu dian mengalami perubahan nam a 
d an fu ngs i. yaitu : 

( I ) Be rdasarkan pene tapan KASAD No . PNT-161 'KASAD tang­
gal 30 Agustus 1950 dan Surat PNT TT VII No. 30006 ' 
V II / 1950 17 Sep te m ber 1950. KPMS diubah menjadi 
Ko mando Pasu kan '' D" atau Kompas ''D" di bawah pim­
pinan Let nan Ko lonel J F Warrow . 

( 2 J Berd asarka n Su rat Keputusan Panglima TT Vll Indonesia 
Ti mur No. 8004 2;7 / VII /1 95:2 5 Jul i 195:2 Kompas " D" 
d iubah me nja d i Resimen Infantr i :25 atau R I "25" de­
ngan komandan Le tnan Kolon el Sokowa ti dan Kep ala Staf 
J ono Sewojo. 
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BAB V 

RMS DI NEGERI BELANDA 

Pokok bahasan da1am bab ini ada1ah mengapa sampai RMS 
berkembang demikian pesat di Negeri Be1anda? Faktor-faktor 
apa yang memungkinkan perkembangan itu? Bagaimana keada- · 
an sekarang? Permasa1ahan tersebut dapat dibagi menjadi be­
berapa bagian seperti , ( 1) mengapa sampai satuan-satuan KNIL 
asa1 Ma1uku berangkat ke Negeri Be1anda (2) bagaimana peneri­
maan mereka di sana (3) mengapa ideo1ogi RMS muncu1 dan 
bertahan di kalangan bekas tentara itu (4) mengapa timbu1, dan 
apa maksudnya, "revo1usi kebudayaan" , dan (5) bagaimana re­
Jevansi ideologi RMS pacta masa kini di antara turunan ~ekas 
KNIL itu? 

5.1 Berangkat ke Negeri Belanda 

Antara Maret sampai Juni 1951 sekitar 4000 anggota ten­
tara KNIL beserta ke1uarganya yang berjum1ah kurang 1ebih 
12.500 jiwa tiba di Negeri Be1anda . Mengapa hal itu terjadi 
pacta hal menurut keputusan KMB bekas tentara Belanda itu 
harus didemobilisasi di tempat yang mereka pilih , yaitu tern­
pat asal mereka atau di Jawa. 
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KNIL yang kepanjangannya adalah Koninklijk Nederlands 
lndische Leger (Ten tara Kerajaan di Hindia Belanda) secara res­
mi berdiri pada tahun 1830, te tapi beberapa tahun sebelumnya 
telah ada kontingen-kontingen yang berperang dalam Perang 
Jawa atau Perang Diponegoro (1825 -- 1830). Satuan in i pada 
pokoknya te rdiri atas dua bagian utama: pertama . perwiranya 
terdiri atas ora ng Belanda. kedua anak buah te rdiri selain dari 
oran,Q Relanda juga berbagai kontin gen suku -suku di Nusantara . 
Selain orang yang berasal da ri Maluku. khususnya ··orang Am­
bon· ·. terd apa t pula orang Minahasa . orang Bugis . oran g Jawa . 
dan lain-lain . Sejak usianya Perang Dunia II memang diadakan 
"peremajaan ., di mana orang Ambon banyak diterima . lni se­
babnya dalam masa Revolusi mereka sangat menonjol. 1 

Selain KNIL di !-!.india Beland a terdapat pula KL atau 
Konink!ijke Leger (Tentara Kerajaan) yang Angkatan Darat 
Be landa sesungguhnya. Di Indonesia ada pula satuan-satuan 
ini . Terutama menjelang Angressi I (1947) beberapa kon tingen 
( De visi 7 Desember) didatangkan untuk mempersiapkan se rang­
an ke Yogyakarta dengan maksud menduduki ibukota RI saat 
itu dan melenyapkan kekuasaan RI. 2 Kemudian ada pula satu­
an-satuan clari Konink!ijke Luchn•aarr (Angkatan Udara) .dan 
dari Konink lijke ."'arine (Angkatan Laut) walau jumlahnya sa­
ngat kecil. 

Mengapa sampai untuk menghadapi Rl di masa revolusi pi­
hak Be Ianda mendatangkan sat uan-satuan K L? .Pertama . karen a 
KNl L sendiri belum siap semenjak diobrak-abrik oleh Jepang . 
kedua karena stratem Belanda ketika itu untuk menghadapi 
RI ada lah se rangan "linier'· seperti pacta mas a Perang Dunia II . 
Sebab itulah berbagai senjata berat clari Peran g Dunia II di­
datangkan ke Indonesia . pacta hal KNIL sesungguhn ya sejak 
1830 adalah satuan-satuan ''anti gerilya". 

Ketika KNIL clibubarkan pada 26 Juli 1950. kekuatannya 
sekitar 9000 orang. 4000 eli an taran ya orang Ambon (Maluku) 
Menunggu demobilisasi yang diperkirakan akan memakan waktu 
beberapa bulan lagi (sampai April 1951) KNIL masa lah Maluku 
itu diberi status sementara sebagai KL sehingga dengan clemiki-
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an mereka masih terikat pada disiplin militer. Selain itu mereka 
dikumpulkan di sejumlah asrama yang dikawal oleh KL Belan­
da . Upay a demobilisasi itu pada mulanya diperkirakan akan ber­
jalan lancar. Mereka yan_g ingin memasuki APRIS (Angkatan Pe­
ran_g Republik Indonesia Serikat) dipersilakan melakukannya 
secara perorang:::n . Mereka yang in gin kembali ke masyarakat di­
persilakan mencari tempatnya. Persoalan tim bul ketika di In­
donesia Timur muncul tuntutan bahwa penggabungan dengan 
APRIS itu dilakukan secara kelompok (satuan tentara) . U11tuk 
sebag:ian ini sudah dilakukan di Makassar (Andi Aziz) dan di 

Bali. tetapi muncul pula tuntutan agar selama satu tahun satu­
an-satuan asal TNJ tidak dimasukkan dalam wilayah Indonesia 
Timur. M asalah ini an tara lain menim bulkan "peristiwa Andi 
Aziz'·. Dengan munculnya RMS pad a 2 5 Mei 19 50 sesungguh­
nya upaya demobilisasi di Maluku Tengah sudah terganggu. 
Selain itu mendemobilisasi satuan-satuan KNIL dari luar Maluku 
di Ambon. menurut pihak RIS juga tidak mungkin , terutama 
sejak Kota Ambon direbut oleh APRIS pada 8 November 1950. 
Pertempuran -pertempuran sejak itu pindah ke Pulau Seram. 
di mana Soumokil yang bertindak sebagai '"presiden RMS" juga 
berada. 

Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pimpinan 
KL di Jakarta dengan KSAP Ko. TB. Simatupang tidak meng­
hasilkan jalan keluar yang memuaskan . Pad a tingkat lebih tingjli 
diadakan perundingan pada 25 November 1950 antara Perdana 
Menteri Bee! den)!an Mr. Mohammad Roem . Usul agar demobili­
sasi dilakukan di Maluku tetapi tidak di Ambon juga tidak dapat 
diterima . 

Sementara itu pihak KNIL Ambon juga bertindak. Mereka 
meng:irim sebuah dele!!asi dipimpin Aponno untuk memperju­
angkan agar demobilisasi tidak dilakukan di Jawa , satu-satunya 
altematif yang ada ketika itu. Delegasi ini mengusulkan kepada 
Kabinet Belanda agar KNIL didemobilisasi di Pulau Seram yang 
ketika itu menjadi pusat pertahanan RMS. Ketika Pemerintah 
Belanda menolak tuntutan itu, pada bulan Desember 1950 de­
legasi tersebut mengajukan permasalahannya kepada pengadilan 
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di S- Gravenhage (Arrondissements rechtbank). Tuntutan me­

re ka adalah agar Pemerintah Belanda tidak m endem o bilisasi 
KNIL a~al Ambon d i Ambon a tau pun di wilayah lain d i Indone ­
sia. Ketu a peng:ad ilan mem be n arkan serta menerima tuntutan 
itu de nvan alasan bahwa bekas KN IL itu ti dak akan terjamin 
kea maJ1 <1n nya di Indonesia. Ke tik a pemerintah nai k banding . 

pada 2 Maret 19 51 Peng:adi lan Tinggi memperkuat p utu san 
terse but. 

Sementara itu batas w aktu kehadiraJ1 tentara Belanda di 
wilayah RIS telah habis ( April 1951 ). Sebagian besa r KL telah 
dipulang:kan ke Belanda . sebagian dari K N IL (as al wilayah­
wilayah lain) telah didemobilisasi. dan sebagiaJl lagi te lah ma ­
suk APRIS . Han ya 115 ang:g:ota KNIL Ambon y311g telah kern ­
bali ke Maluku Tengah . 

Dengan demikian tidak ada jalan lain bagi Pem erinta h Be­
land a untuk mengu sulkan kepada RIS aga r bekas KNIL asal 
Maluku ''u ntuk sementara' ' dibawa ke Belan da bersama keluar­
)la merek a. Pada 2 Februari 1951 . sebelum pengukuhan kepu ­
tu san Pen g:ad ilan S - Gravenhage o leh Pengadilan Tin ggi Belanda . 
Pemerintah RI menyampaikan perse tujuan atas usul tersebut . 
Memasuki bulan Mei kapal-kapaJ pertama.mulai mengangkut 
KNIL asal Ambo n itu dari pe labuhan -pelabuhan Surabaya . Se ­
marang , dan Jakarta kare na s pbe lumn ya m e reka telal1 dikum ­
pulkan dibeberap a asrama di Pul au J awa. 3 

Pemberangkatan tersebu t dimaksudkan sebagai bersifa t se­
me ntara. Diperkirakan bahwa keadaan a kan membaik pada . 
tahun-tahun berikutnya sehingga m asal ah bekas anggota KNIL 
itu akan di tinjau kembali . Sa lah satu altematifnya adalah m e­
ngirim m ereka ke Nieuw Guinea (] rian Barat). n3111un sejak 
t ahun 19 52 m asalah "Irian Baraf ' m enj adi tertu n da-tunda . 
Hu bun!lan RI dengan Be Ian da pun semakin mem buruk se h.ingga 
m encapai puncakny a pad a tahun 1957 ke ti ka orang-o ran g 
Be Janda diusir da ri Indonesia dan pe rusahaan-perusahaa n ·Be­
land a di3111b il alih o leh pemeri ntah. Persoalan "sementara ' · 
itulah yan )! merupakan sal ah satu sebab utama mengapa ideo -
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logi ''RMS" meluas di kalangan bekas tentara KNIL itu sehingga 
malah menyulitkan pihak Belanda. 

5.2 Timbulnya RMS di Negeri Belanda 

Den)!an demikian jelaslah bahwa antara pengiriman KNIL 
as a! Maluku ke Beland a pacta pertengahan 19 51 dan perjuangan 
RMS terdapat perbedaan dalam asal-usul dan tujuan. Mengapa 
san1pai keduanya dapat menyatu sehingga sampai tahun 1980 
an ideologi.RMS menjadi dominan di kalangan bekas tentara 
KNIL.dan turunan mereka di Negeri Belanda'? Bagaimana RMS 
bisa muncul di Negeri Belanda dan bagaimana ideologi itu me­
rambat di kalangan bekas KNIL itu?. 

Pihak Pemerintah Belanda (Kabinet Drees) tidak mengakui 
adanya RMS ketika diproklamasikan oleh Soumokil di Ambon 
pada tahun 1950. tetapi ada pihak-pihak tertentu di Negeri 
Belanda yang menduk:un!l proklamasi itu dan mempropaganda­
kannya. Salah satu organisasi yang kuat berada di belakang RMS 
adalah yayasan "DOOR de Eeuwn Trouw" yang didirikan bebe­
rapa hari setelah RMS diproklamasikan di Ambon. Selain itu 
Anti Revolusionere Partij" (ARP) yang konservatif itu secara 
nominal juga mendukungnya. Dukungan ARP temyata tidak 
berarti . Partai itu selama masa revolusi dan sesudahnya.memang 
berada di pihak oposisi karena pemerintah ketika itu dipegang 
oleh "l<:iri-katolik' (Partai Sosialis atau yang lazimnya di Negeri 
Belanda dinamakan partai van den Arbeid atau Pvda dan KVP 
atau Katholieke volks Partij atau partai Katolik. ARP yang se­
belumnya sangat berkuasa di Belanda. yang melahirkan Se ­
thische Politiek di Hindia Belanda. tetapi yang.menjadi sangat 
reaksioner pada tahun 1920an , memang telah banyak kehilang­
an kekuasaan terutama sejak 1945. Sikap mereka yang menen­
tang politik Kabinet Drees yang terus-menerus mengusahakan 
perundingan dengan pihak RI dianggap sebagai kelemahan. Jadi 
dukungan yang mereka berikan pad a RMS sekedar em bel-em bel 
dari sikap politik itu. 4 

Pihak yang ~ecara positif mendukung RMS adalah yayasan 
yang didirikan oleh sejumlah ahli hukum dan manager bersama 
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sejumlah mantan jende ral Beland a di Eindhoven pada tahun 
19 50 yang dinamakan DOOR de Ee uwn Trouw 5 Selain itu ada 
sej umlah tokoh po1itik tingkat tinggi Be land a yang untu k ke­
pent ingan -kepentingan lai n, juga mendukungny a. seperti PS . 
Gerbrandi (PvdA ) . Ch . JIM . Wel ter ( KVP) . dan JM . Meyer 
Ranee ft. serta Prof. Serritson. Toko h-tokoh ini sekalipu n bukan 
anggo ta DOOR de Eeuwn Trou w banyak mendukungn ya me­
lalui parlemen ataupun pers .6 

Doo r de t'euwn Trouw didirikan di kota industri Eindhoven 
pad a 29 Ap ri l 19 50 ( RMS diproklamas ikan pada 2 5 April). Tu­
juannya. sesuai an gga ran dasamya adalah. " Membangu n perhati­
an di Negeri Be1and a da n tem pat- tempa t.lain bagi kepentingan 
bangsa Ambon. Timor . dan Minaha5a serta berbagai kelompok 
kepentingan lainn ya di bekas Kepula uan Hindia Beland a, serta 
rn engusahakan realisasi hak pe nentuan nasib se ndiri (::eljbescjik· 
kingsrechr ) aga r tujuan itu tercapai 7 Organisasi in i je!as diben­
tuk untuk menen tang keputusan KMB yan g menyerahkan ke­
ku asaan kep ada RIS . Ketuan ya adalah Herman Coe nrad i (pe­
gawai ting¢ di pe rusahaan Phi llips di Eindhoven) yang.meme­
gang jabatan ini sampai tahun 1968. Sebagai pengurus pusa t di 
Eindhoven . pimpinan dinamakan scomite l'an Aanbel'eling yang 
terdiri ju):!a atas sej umlah guru besar seperti Prof. JJ. Brugman s. 
Prof. RP. Cleve ringa . Prof FJFM. Duy nstee. Pro f. Gezina van 
der Moler. Prof JHW . VerzijL dan Prof. SU. Zuidem a. Ter­
dapat pula sej umlah ahli hukum. beberapa man tan pe rwira ting­
ci seperti H Behrens. CEL. Helfrich (mantan panglima.Belanda 
di Hindia Beland a ) dan HC. Winkelman . Juga seorang pas to r 
be mama W. Loop dan seoran g pendeta be mama J .C. Kon ings­
berger. Cabang-cabang kemud ian mun cu l di berbagai kota besar. 
tetapi orang-oran g yang paling penting dalam organisas i itu 
se lain Coenradi juga Gerrit Buiten . Sebuah medi a juga segera 
muncul denr.:an nama De Srem va n A mbon (Suara Am bon )8 

Organisasi ini mengadakan berba):!ai ke¢.atan untuk menca­
pai tujuannya. Untuk memperluas dasar-das amya.pada masya­
rakat . cabang-cabang rnenyel enggarak a.n Ambon-a vo nd (mal am 
Ambon) berupa.malan1 kesen ian dan upaya mengumpulkan da-
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na. Selain itu organisasi ini juga berusaha mempengaruhi anggo­
ta-anggota parlemen. Media massanya bertugas menjangkau 
lapisan yang lebih luas . Upaya untuk mengirim bantuan kepada 
RMS di Seram juga dilakukan beberapa kali , tetapi pengiriman 
senjata. mesiu. dan sebuah kapal terbang melalui Belgia temyata 
dapat digagalkan oleh Pemerintah Belanda. Hubungan dengan 
RMS di Ambon dilakukan hanya sampai bulan November tahun 
19 50 ketika Kota Ambon dire but APRIS dan unit siaran di 
kota itu dibekukan . bahkan ada upaya untuk menarik Wester­
lin.f!. yanl! ketika itu berdiam di Paris. untuk memimpin suatu 
pasukan yang akan dikirim dari Belanda. Usaha ini ju,ga gaga!, 
tetapi salah satu usaha lainnya yaitu mengirim seorang utusan 
berhasil dilakukan sekalipun utusan itu hanya sampai di Kepu­
lauan Raja Ampat melalui Manila. Utusan itu , Hazelhoff Roelf­
zema yang juga dijuluki soldaat van oranje . berhasil kembali 
ke Ne~eri Belanda dan mendapat sambutan sebagai pahlawan 
dari pihak RMS.9 

Dukungan lain untuk RMS datang dari suatu organisasi 
yang sesungguhnya bertujuan membantu para mahasiswa 
dari Indonesia Timur yang belajar dengan biaya dari apa yang 
dinamakan Malino-beurz (Biasiswa Malino ). Setelah NIT menja­
di bagian dari RIS (Agustus 1950) banyak di antara mahasiswa 
itu kehilangan biasiswa. Untuk membantu mereka pendeta GJ . 
Ziedzes des Plantes membentuk organisasi yang dinamakannya 
Help Ambon in Nood disingkat HAIN (Membantu Ambon di 
saat Darurat). Selain Plantes juga Pendeta Ritzema Bos menjadi 
pengurut utamanya. Beberapa orang mahasiswa Ambon kemu­
dian juga bergabung dalam pengurus organisasi itu . 1 0 

Kedua organisasi itulah yang kemudian mengadakan hubu ­
ngan tetap dengan para wakil RMS di Negeri Belanda. Salah 
seorang wakil RMS yang diangkat oleh Soumokil adalah dr. 
Vigelijn Nikiuluw , salah seorang pejabat Hindia Belanda yang te­
Iah pindah ke Negeri Belanda sebelumnya. Kemudian menyusul 
P. Lokollo yang sebelumnya menjadi anggota kabinet Soumokil 
di Ambon. Vigelijn Nikiuluw mendapat dukungan dari Door de 
Eeuwn, Trouw, sedangkan Lokollo di dukung oleh HAIN. 

86 



/ 
Antara kedua organisasi itu sering terdapat saingan yang kuat 
untuk menduduki tempat u tama sebagai pendukung RMS . 
Pada umumnya dukungan dari Door de EeL wn Trou w, yang 
memiliki cabang-cabang di seluruh Negeri Belanda dan menda­
pat simpati dari berbagai lapisan ma syarakat itu . lebih efe ktif 
dibandingkan dengan HAIN. am u n demikian agaknya motivasi 
HAIN hanyalah sosial. sedangkan Door de Eeuwn Trou w mem­
punyai kepentingan-kepentingan lain yang sampai saar ini be­
lum dapat diungkapkan dengan jelas ka rena sum ber sejarahn ya 
masih tertutup . 

Terutama Door de Euwn Trouw-lah yang turut memperta­
hankan ideologi RMS di Negeri Belanda . Landasan moral yang 
digunakan adalah semboyan bahwa Belanda mempunyai hu tan g 
budi pada orang Ambon yang berabad -abad setia padany a , kare ­
na itu membantu perjuangan RMS di Maluku dianggapn ya seba­
gai suatu keharusan. Cara perjuangannya dianggap lega l karena 
menekankan pad a hak men en tukan nasi b sendiri (self de termi­
nation) yang dalam saat-saat sesudah Perang Dunia II sanga t 
populer. Organisasi ini juga yang turu t membantu delegasi 
Aponno sehingga menghasilkan keputusan pengadilan y ang me­
larang Pemerintah Belanda mendem obilisasi bekas KI'- I L asal 
Ambon di Indonesia . 

Ketika kapal-kapal !aut membawa bekas KNJL tersebut ke 
Belanda , Door de Eeuwn Trouwn pulalah yang mengorganisasi 
panitia-panitia penyambutannya di Pelabuhan Rotterdam dam 
Amsterdam . Para anggotanya berbondong-bondong datang di 
pelabuhan-pelabuhan itu dengan membawa spanduk serta ben­
dera RMS dan bendera Belanda. Mere ka men yebarkan pamflet­
pamflet yang pada dasarnya memuat uraian uraian bahkan 
ajakan-ajakan pada bekas tentara itu untuk menjadi RMS . Mere­
ka menekankan bahwa RMS-lah wadah yang sesungguhnya bagi 
para bekas tentara itu . Mereka menjanjikan bahwa pada saa tnya 
bekas tentara dan keluarganya akan dipulangkan ke Ambon 
untuk menjadi bagian dari RMS yang merdeka . 1 1 

Selain itu mereka juga mendu kung upaya RMS untuk 
mendapat perhatian PBB . Doktor Niki uluw diutus oleh RMS 
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ke Luke Success dengan biaya dari Door de Eeuwn Trouw un­
tuk mengadakan pendekatan dengan tokoh tokoh dunia. Sam­
pai tahun 1965 berbagai upaya RMS di Negeri Belanda dibiayai 
oleh Door de Eeruwn Trouw 1 2

, bahkan sesudah itu organisasi 
itu selalu mengadakan semacam lokakarya tahunan untuk 
membicarakan perkembangan RMS. Organisasi ini mulai mun 
dur pengaruhnya sejak sekitar tahun 1970an. Terutama sejak 
ketuanya , Coenradi, meninggal dunia pada tahun 1986 tidak 
terdengar lagi kegiatannya. Suratkabarnya , Stem Van Ambon, 
sudah jauh sebelumnya menghilang karena merosotnya langgan­
an . Mulai pertengahan tahun 1970an perkembangan orang 
Maluku di rlelanda memang telah berubah. Sejak itu mereka, 
terutama turunan ketiga, mengambil langkah sendiri dan mulai 
beralih dari ideologi RMS seperti yang akan dikemukakan dalam 
bagian lain dari bab ini . 

5.J Pemukiman di Negeri Belanda 

Ketika tiba di Negeri Belanda pada pertengahan 1951 bekas 
tentara KNIL dan keluarganya yakin benar bahwa mereka ber­
ada di negeri itu untuk sementara saja. Memang demikian yang 
dikemukakan kepada mereka ketika bertolak dari Indonesia, is­
tilah Belandanya adalah tijdelijk verblijf 1 3 . Pernyataan itu bu­
kan sekedar janji tetapi didasarkan pada kesepakatan-kesepakat­
an antara Belanda dan Indonesia. Menurut hukum mereka masih 
tetap dianggap sebagai warga negara RIS . Ini mungkin salah satu 
sebab mengapa segera setelah mereka tiba di Belanda. dikeluar­
kan keputusan untuk membebaskan mereka dari dinas militer 
sehingga status mereka di Belanda adalah sebagai sipil warga 
Negara Indonesia. Namun demikian mereka juga tidak dianggap 
sebagai orang asing karena adanya ikatan-ikatan berdasarkan 
KMB. Di Negeri Belanda mereka dianggap berada di bawah 
''hukum adat Belanda" atau commune recht. Selain itu bagi 
mereka tidak dikenakan istilah "demobilisasi" tetapi "demilite-

. risasi". Istilah demobilisasi oleh pimpinan tentara Belanda 
gap proses pem.ulangan dalam masyarakat sendiri atau de 
plaats van eigen kueze (tempat pilihan sendiri 1 4

. Tidak disadari 
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ketika itu bahwa ketentuan -ketenruan tersebut bertentangan 
dengan kenyataan . Hubungan Indon esia-Belanda tidak pernah 
pulih lagi sampai tahun 196 7. Dengan demikian sifa t "semen­
tara .. berangsur-angsur beralih ke sifar te tap . namun ke sadaran 
ini berlangsung lam ba L baik di kalangan pemerintah 3elanda 
maupun di ka1angan bekas KNIL itu sendiri. 

Sesungguhnya. sifat "sementara" itu pula yang m enen tukan 
car a Pe merin tah Be Ianda menangani masalah ''demili terisasi .. 
te rse but. Ke tika pemerintah memu tuskan un tuk mendatangkan 
bekas tentara KNIL asal Ambon i tu , langkah langkah yang di­
ambil tidak berbeda dengan langkah-langkah yang d iambil un­
tuk menampung warga negara Beland a yang pulang akibar KMB . 
Mereka dilihat sebagai repatrianten atau warga yang pulang. 
namun karena jum1ah KNI L dan keluargany a yang da rang de­
ngan tiba-tiba itu jauh lebih besar. maka berbagai departemen 
bekerjasam a untuk menyiap kan penampungan dan makanan. 
Pertama tama yang berkepenti ngan da lam ha l ini adalah Dienst 
Maa!schacpelijke Zorg (DMZ ) a tau Dinas Sosial dari Departemen 
Dalam Negeri yang mengutus repatrianten tersebu t. Orga nisasi 
inilah yang ditugaskan untuk menyediakan perumahan pakaian. 
makanan , dan kesejahteraan sosial bagi tentara KIL dan keluar­
ganya. Masalah politik yang be rkai tan dengan orang-orang Am­
bon itu ditangani oleh suatu Departemen yang di sebut Unieza­
ken en Overzeesche Rijksdeelen ( Urusan lJni dan Wi layah 
Keraj aan di seberang Lautan ). Selain itu Departemen Perrahan­
an, Departemen Sosial , Departemen Ke hakiman. dan Departe­
men Keseha tan juga terlibat dalam persiapan-persia pan pertam a 
Pada akhir tahun 1951 diben tuk sua tu dewan penasehat yang 
dinamakan Advies Commissie Ambonezen yang diketuai oleh 
J . Rombach , kepala Kabinet Perdana Menteri dengan Mr . BM . 
Smulders sebagai se kretaris. 1 5 

Para pendatang itu ditampung dalam berbagai asrama dan 
perumahan yang disewa oleh p emerintah atau yang dimiliki 
oleh pemerintah Pada mulanya sekitar 50 buah . tetapi kemu­
dian bertambah menjadi 91 buah . 1 6 Seorang ahli sejarah kese­
nian yang juga turunan dari para pendatang itu , Drs. H. Akihary 
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pernah ditugaskan oleh Museum Maluku di Utrech untuk mem­
pelajari sejarah pemukiman tersebut. Ia membaginya dalam be­
berapa bagian , yaitu (I) Kamp konsentrasi Nazi seperti di 
Vucht (asrama Lunetten dan Schattenborg), (2) Biara Katolik 
seperti Capucijnerklooster dan Rijckholf Klooster yang diperun­
tukkan bagi warga Katolik (asal Kei-Aru), (3) Vila (landhuizen) 
seperti "De Zwaluwburg" dekat Desa Elburg , Schaffelaar di 
Barbevelt , ( 4) Kamp dari Dinas Penempatan Tenaga seperti 
Wydemerck di Desa Balk dan Donze! di Desa Nistelrode serta 
Marum di Nuis, (5) Kamp dari Departemen Sosial , (6) Kamp 
Militer seperti di Woerden. 1 7 

Masalah yang pertama-tama menonjol adalah kekacauan. 
Tidak adanya pengurusan yang jelas menyebabkan penghuni 
perumahan-perumahan yang beraneka ragam itu menjadi kacau. 
Perkelahian dan konflik-konflik besar dan kecil mencul di mana­
mana . Untuk mengatasi pemerintah lalu membentuk suatu lem­
baga dengan pimpinannya bekas perwira tinggi P. Scholten yang 
segera pula mendapat julukan dari para penghuni sebagai "Oom 
Piet'' . namun Hoo{dleider de Ambonezenwoodnoorden ini 
Nederland (HA WIM) a tau pimpinan pemukiman orang Ambon 
di Negeri Belanda itu , tidak bertahan lama pula karena setahun 
kemudian dibubarkan 1 s 

Arah yang ditempuh oleh HAWIM memang tidak memuas­
kan banyak pihak. Sholten atau Oom Piet berusaha untuk 
mengembalikan suasana ''tangsi" yang sudah menjadi kebiasaan 
orang-orang KNIL tersebut. Ini seolah-olah merupakan gerakan 
ke arah ''militerisasi" para bekas tentara itu. bahkan ada usul 
untuk menggunakan sebagian dari mereka dalam dinas ketenta­
raan Belanda atau mengirim mereka untuk berperang di bawah 
bendera PBB di Korea bersama kontingen Belanda lainnya. 

Setelah dibicarakan panjang Iebar dalam kabinet, kemudian 
diputuskan untuk membentuk suatu organ lain untuk mena­
ngani orang-orang KNIL di berbagai kamp itu Pada bulan 
November 195 2 terbentuklah Commisssaris Van Ambonezen­
rorg (CAZ) dengan Ir. J Van Ringen sebagai ketua. Organisasi 
pemerintah ini bertahan sampai tahun 1970an. Salah satu usa-
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hanya yang berhasil dan bertolak belakang dengan kebijaksana 
an Scholten adalah memindahkan penghuni kamp-kamp ter­
sebut dalam wijk atau gugusan rumah-rumah di kota-kota kecil 
di seluruh :--legeri Belanda. Usaha ini mulai dilakukan sejak 
tahun 1960an ketika muncul berbagai prates di kalangan peng­
hurri kamp-kamp yang merasa tidak nyaman dan diperlakukan 
buruk oleh pemerintah . Tidak semua penghuni kamp bersedia 
dipindahkan karena mereka harus membayar sewa rumah dan 
segala peralatananya dari uang tunjangan bulanan yang juga 
mulai diterima dari CAl . Kamp terakhir yang dipindahkan 
pacta tahun 1980an terletak di Woerden. sebuah kota militer 
dengan kamp yang dihuni oleh bekas KNIL yang ngotot status 
tentaranya dipulihkan kembali. 

Pembubaran kamp-kamp tesebut (91 jumlahnya) dan pe­
mindahan penghuni ke berbagai kota kecil terutama berlang­
sung pesat sejak insiden-isiden pembajakan dan teorisme di 
pertengahan tahun 1970an. Ketika itu terjadi perubahan-peru­
bahan yang besar tidak saja dalam upaya mengelola orang-orang 
Ambon di Negeri Belanda. tetapi juga dalam sikap orang-orang 
Ambon sendiri. terutama generasi ketiganya. 

Sesungguhnya di kalangan orang Ambon send iri ada upaya 
untuk mengorganisasikan dirinya . Pe rtama-tama. pacta bulan 
Februari 1952 sejumlah pimpinan . y aitu Dr. H.A Kainama 
(dokter tentara dengan pangkat kolonel) , pendeta H. Supusepa, 
dan J Hitiahubessy mengambil inisiatif untuk membentuk 
Badan Perwakilan Rakyat Maluku Selatan (BPRMS) . Organisasi 
ini berdiri. selain karna kekacauan ya ng timbul dalam kamp­
kamp tersebut di atas , juga karena perselisihan yang tidak kun­
jung recta antara dua wakil resmi RMS di Negeri Belanda. 
Nikiuluw dan Lokollo. 

Pacta tahun 19 53 lr. Manusama tiba di Negeri Belanda dari 
Seram melalui Irian Barat . la berhasil mendamaikan kedua pi­
hak itu , di kemudian hari. setelah Soumokil tertangkap di 
Seram pada tahun 1962 Manusama dijadikan presiden RMS . 
Kedudukan i tu secara resmi dipegangnya sampai sekarang, 
sekalipun kekuasaannya sudah jauh menunm dibandingkan 
tahun 1950an. 
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Peranan yang lebih aktif kini dipegang oleh Pendeta Metiari . 
Sesudah pembajakan dan teriorisme 1970an Metiari berhasil 
merundingkan suatu kesepakatan dengan Perdana Menteri 
Lubber untuk menentukan nasib orang Ambon di Negeri Belan­
da . Persetujuan Lubber-Mettiari (1986) itu menentukan tang­
gungjawab Pemerintah Belanda. pertama-tama kepada orang 
Ambon generasi pertama (bekas tentara) yang diberi pengakuan 
sebagai tentara (bekas) diberi tunjangan tetap , serta diberi tan­
da penghargaan oleh Ratu Belanda. Selanjutnya juga diatur ber­
bagai hal mengenai perumahan, kerja. dan pendidikan untuk 
kepentingan generasi ketiga dan keempat. 

Sudah sejak akhir tahun 1970an pemerintah telah membu­
barkan CAZ dan membentuk suatu badan dalam tubuh Departe­
men Sosial untuk mengurus masalah Maluku di Negeri Belanda. 
Badan yang dinamakan Inspraak Orgaan Welzijn Molukken 
disingkat IWM. atau badan Penasehat Kesejahteraan Maluku, ti­
dak saja terdiri ata~ orang-orang Belanda, tetapi juga terdapat 
wakil-wakil Maluku. Badan inilah yang menilai semua kebijak­
sanaan pemerintah bagi orang Maluku dan memberi saran saran 
bagi pelaksanaannya. 

Inspraak Orgaan Welzijn Molukken berhasil dalam banyak 
hal. Masalah pendudukan , pekerjaan. malah sebuah Museum · 
Maluku telah beridiri pula di Utrecht. Museum inilah yang ber­
tugas mengkoordinasikan penelitian-penelitian mengenai sejarah 
orang-orang Ambon di Negeri Belanda. Selain itu ada pula bagi­
an yang ditugaskan untuk menyusun buku-buku pelajaran baha­
sa Melayu untuk kepentingan pendidikan di sekolah-sekolah 1 9 

Sejumlah sejarawan Maluku bekerja di sini seperti Drs.W. 
Manuhutu. Drs. Habibu, dan juga sejumlah finguist dipimpin 
Dr. Bert Tahitu. Perkmebangan sejak tahun 1970an akan diba­
has lagi dalam bagian lain dari bab ini. 

5.4 Generasi Baru 

Tahun-tahun 1970an merupakan awal dari suatu periode ba­
ru dalam sejarah orang-orang Maluku di Negeri Belanda. Periode 
ini ditandai oleh sejumlah tindakan kekerasan berupa pemba-
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jakan kereta a pi dan terorisme serta demonstrasi-demonstrasi de­
ngan tindakan kekerasan. Sebenarnya pada tahun 1966 telah 
terjadi suatu .tindakan kekerasan pula. tetapi nampaknya peris­
tiwa itu terpisah dengan yang menyusul kemudian. Pada .26 Juli 
1966. malam hari, sejumlah pemuda militan membakar gedung 
Kedutaan desar Rl di Den Haag. Hal in i dilakukan beberapa jam 
setelah isteri Dr . Soumokil. yang telah dilaksanakan hukuman 
matinya di Jakarta pada 12 April 1966 . tiba di Negeri Belanda . 

Pacta 31 Agustus I 970 ter:iadi kekerasan pertama yang 
membawa dampak yang kuat. 'Peristi wa Wa ssenaar" itu terjadi 
menjelang kedatangan Presiden Suharto di :\egeri Belanda 
sebagai prates atas ketidaksediaan Rl membicarakan masalah 
pemulangan orang-orang bekas KNJL itu ke Indonesi a . 

Situasi internasional rupanya mempengaruhi pemilih an cara 
prates yang terjadi di tahun 1970an itu . Pacta waktu itu sed ang 
ramai-ramainya dan terjadi tindakan-tindakan teorism e oleh 
PLO berupa penculikan dan pembajakan. Keadaan inilah y ang 
rupanya memberi ilham pad a sejumlah pemuda ya ng militan 
untuk ikut bertindak. Apakah benar sebagian da ri mereka dila­
tih oleh para teroris internasional seperti dituduhkan orang, ti­
dak dapat dibutkikan . namun nampaknya kamp-kamp yang ter­
isolasi itu.memberi kesempatan yang cukup luas bagi persiapan­
persiapan terorisme. 

Pada tahun 1975 terbetik berita yang lebih gawat lagi. yaitu 
adanya renana-rencana untuk men cu lik Ratu Yuliana sebagai 
cara untuk memaksakan Pemerintah Belanda mencari jalan 
keluar bagi masyarakat Ambon untuk mewujudkan RMS serta 
kem bali ke Maluku. namun rencana itu terbongkar sehingga 
tidak jadi dilaksanakan. Tindakaan kekerasan kemudian dialih­
kan pacta hal-hal lain . Pada bulan Dese mber tahun itu juga terja­
dilah peristiwa pembajakan kereta api di Kot a Assen. kota yang 
memiliki komposisi orang Am bon yang cukup besar. Dua hari 
kemudian terjadi lagi suatu peristiwa kekerasan. yaitu perebutan 
gedung konsultat RI di Amsterdam . Polisi berhasil mengatasi 
tindakan itu dan empat pemuda Maluku tewas dalam upaya 
itu. Kemudian pada tahun I 977 te!jadi lagi tindakan kekerasan 
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ketika dua kelompok pemuda Maluku merebut dan mendudtiki 
sebuah sekolah dasar dan membajak kereta api sekalipun me­
nyedera sekitar I 05 murid sekolah dasar itu serta 59 orang 
dewasa. Peristiwa ini berlangsung selama 20 hari . Baru setelah 
tentara B~landa dikerahkan dengan dilindungi pesawat-pesawat 
termpurnya, kereta api sekolah itu dapat direbut kembali. 
Selain dua orang sendera yang meninggal, juga empat orang 
teroris terbunuh oleh tentara. Satu tahun berikutnya, 13 Maret 
1978, tiga orang pemuda ekstremis yang menamakan dirinya 
"Komando Bunuh Diri Maluku Selatan" menyerbu dan men­
duduki Balai Kota di Drenthe yang terletak tidak jauh dari 
Assen. Mereka menuntut sejumlah uang, sebuah pesawat ter­
bang untuk mengangkut mereka keluar negeri dan membebas­
kan sekitar 21 orang Maluku yang sedang dipenjarakan karena 
aksi-aksi sebelumnya, namun dalam waktu 28 jam tentara Be­
landa dapat merebut gedung itu kembali, dan dua di antara 
teroris itu terbunuh. Dalam tahun-tahun berikutnya hanya ter­
jadi beberapa demontrasi dengan kekerasan, terutama pada saat 
pawai memperingati hari proklamasi RMS 2 0 

Masalah kekrasan itu sudah menghasilkan sejumlllh tulisan 
baik dari kalangan pendukung RMS 2 1 maupun para ilmuwan 
sosial. 2 2 Pertanyaan yang diajukan sekarang adalah mengapa 
sampai para pemuda tiba-tiba menjadi militan dan menuntut 
terbentuknya RMS secara kekenisan? 

Bagaimana reaksi generasi tua, para bekas KNIL yang datang 
pada tahun 1951 itu, atas tindakan-tindakan anak-anak mereka, 
terutama dari generasi yang Belanda? Sesungguhnya pimpinan 
generasi tua mengalami pergantian yang penting pula. Pacta mu­
lanya hanya terdapat sebuah organisasi yang agak longgar, yaitu 
Badan Perwakilan Rakyat Maluku Selatan yang didirikan pada 
tahun 1952. Sekalipun Ir. J A Manusama yang tiba dari Seram 
melalui Irian Barat pacta tahun 1953 berhasil mengatasi perti­
kaian di antara berbagai fraksi, tetapi keadaan tidak selalu mu­
lus, karena itu pada Desember 1962 berbagai fraksi itu bertemu 
kemabli untuk berunding. Langkah ini terutama berkaitan de­
ngan tertangkapnya Dr. Soumokil di Seram Barat tahun itu juga 
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dan lenyapnya perlawanan RMS di Maluku. Tokoh yang sangat 
berpengaruh dalam mendekatkan berbagai fraksi itu adalah se­
orang pendeta tentara, S. Metiari , yang berdiam di Assen. 
Selanjutnya pada bulan itu pula terbentuklah suatu wadah baru 
yang dinamakan Badan Persatuan dengan Metiari sebagai ketua­
nya. Namun demikian nampaknya keadaan belum mereda ter­
utama karena lr . JA. Manusama belum mendapat dukungan 
formal. Ada yang menghendaki agar dia dipilih menjadi presiden 
RMS yang baru menggantikan Soumokil yang sedang dipejara­
kan dengan vonis hukuman mati (baru dilaksanakan pada tahun 
1966) Berbagai fraksi sekali lagi berunding dengan pimpinan 
Metiari sehingga menghasilkan suatu badan federasi baru yang 
diberni nama Badan Persatuan Rakyat Maluku Selatan dengan 
Metiari Sebagai ketua . Pada pertemuan itu pula Manusama diang­
kat sebagai presiden dan membentuk "Pemerintah Darurat" . 
Badan Persatuan agaknya bertindak sebagai perwakilan rakyat 
(atau perwakilan berbagai fraksi ) Tidak lama kemudian keti­
daksenangan dari bekas ten tara atas pemerin tahan dan perwa­
kilan yang didominasi sipil atau orang-orang yang memiliki 
karier militer. Pada tahun 1 968 , seorang bekas sersan bernama 
11 . Tamaela membentuk organisasi sendiri yang dinamakan 
Front Siwa Lima, dan setahun kemudian mengangkat dirinya 
sebagai presiden RMS . Ia lalu mencoba memperjuangkan RMS 
pada forum internasional dan berdiam di New York . Perpeca­
han ini lenyap setelah Tamaela meninggal di New York pada 
tahun 1978. Sementara itu kedudukan Manusama pun makin 
bergoyah karena tidak mendapat dukungan yang penuh . Jadi 
ketika berbagai tindakan terorisme itu terjadi , kalangan bekas 
tentara KNIL memang sedang tidak puas dengan pimpinan me­
reka . 

Bagaimana sikap Pemerintah Belanda menghadapi keada­
an yang baru itu? Seperti dikemukakan di atas , sejak tahun 
1951 Pemerintah Belanda berpijak pada pendapat bahwa ke­
datangan bekas KNIL asal Ambon itu hanya sementara saja 
(tijdelijk verblljf). Sikap ini memang sangat mempengaruhi 
bekas tentara tersebut dan keluarga mereka. Propaganda RMS 
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dari pihak Door de Eeuwn Trouw serta orang-orang RMS 
seperti Nikiuluw Lokollo, dan Manusama lalu memberi arti 
khusus pada sikap itu. Muncullah suatu kepercayaan yang 
sangat kuat di kalangan tentara bahwa ada kiatan antara RMS 
dan tijdelijk Verbliif Maksudnya, mereka yakin benar bahwa 
pada suatu saat mereka akan dikembalikan ke Maluku dalam 
konteks RMS, bahwa RMS akan diwujudkan di Maluku sebagai 
wadah bagi pengembalian mereka dari Negeri Belanda. Dengan 
demikian ideologi RMS terjalinlah dengan sikap 'sementara · 
tersebut. Keadan inilah yang menjadi salah satu sebab terjadi­
nya tindakan-tindakan kekerasan tersebut di atas. Kaum radikal 
yang terwujud dalam organisasi-organisasi pemuda itu, lalu 
mencoba memakai kekerasan untuk mewujudkan idealis ''kern­
bali dan 'RMS" tersebut. Pada awalnya mereka berharap bahwa 
orde baru akan memahami kepentingan mereka, namun ternya­
ta orde baru tidak mengubah sikap mengenai hal ini. Inilah yang 
melatarbelakangi "peristiwa Wassenaar' ketika rumah duta 
besar RI disebut pacta 31 Agustus 1970 menjelang kunjungan 
persahabatan Presiden Suharto di Negeri Belanda. Tindakan­
tindakan teror setelah itu ditujukan kepada pemerintah Belan­
da. 

-
Sesungguhnya sudah sejak tahun 1956 kabinet Drees mulai 

mengambil kesimpulan bahwa keputusan penampungan "semen­
tara ' tidak tepat lagi. Republik Indonesia tidak bersedia mem­
bicarakan masalah itu karena masalah Irian Barat saja tidak kun­
jung beres, karena itu pacta bulan September 1957 Drees mem­
bentuk suatu panitia untuk mempelajari masalah "orang Ambon 
dan melapor kepada kabinet serta dilengkapi dengan usul-usul 
yang konkret. Sebagai ketua panitia dipilih Hilda Verwey 
Jonker, seorang anggota parlemen dari partai Van den Arbeid 
(partai sosialis) yang sesungguhnya kurang simpati (ketika itu) 
pacta masalah itu seperti yang ditangai kabinet. Pada tahun 1959 
Verwey Jonker memasukkan laporan dan sarannya. Pacta dasar­
nya disarankan agar politik tijdelijk verblijf dibuang. Sebagai 
gantinya harus diusahakan agar orang-orang Ambon berintegrasi 
dengan masyarakat Belanda. Ini berarti pemerintah jangan 
sekali-sekali mendukung apalagi mengakui RMS. 2 3 
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Sekalipun saran tersebut diterima , namun pe1aksanaan­
nya terkatung-katung. Seperti disebut di atas pada saat itu 
kepentingan orang-orang Ambon di kamp-kamp yang tersebar 
di seluruh Negara Be1anda itu (seki tar 91 buah ) diurus oleh 
sebuah komisi yang dipimpin seorang pejabat sekretariat kabi­
net (Commissie Ambon Zorg (CAZ) atau komisi Urusan orang 
Ambon) Komisi ini berhasil. pertama memperjuangkan setiap 
bulan menggantikan yang saku yang sangat minim yang mereka 
terima sejak tahun 1951. Kedua sejak tahun 1960an diusahakan 
untuk memeindahkan penghuni-penghuni kamp atau asrama­
asrama tersebut ke wilayah lwta-kota kecil agar mereka dapat 
berbaur dengan masyarakat umum. Namun demikian reset­
tlement ini berjalan tersendat-sendat karena pihak orang Ambon 
masih men curigai tindakan tindakan i tu. Salah satu alasannya 
ialah bahwa 'asimilasi' akan menghambat ideologi RMS . 

Ketika orang-orang Ambon mulai mengambil tindakan 
kekerasan untuk memperjuangkan nasib mereka (pertama 
kali berupa pembakaran kedu taan Besar RJ pada bulan 
April 1966 ). Pemerintah Belanda lalu bertindak lagi. Tindakan 
itu terutama berkaitan dengan terbentuknya Badan Persatuan 
pada tahun 1 966 pula. Upaya meningkatkan kebijaksanaan 
'integrasi" itu dilakukan dengan membentuk suatu badan 

khusus dalam tubuh Departemen Sosial (Minsiterie Van Cultur, 
Recratie en Maatschappelijk Werk atau Kementerian Ke budaya­
an. Rekreasi , dan Pekerjaan Sosial) yang dinamakan Afdeeling 
Molukkres (aksi orang Maluku) Seksi inilah yang diharapkan 
akan mengambil alih tugas-tugas dari CAZ dan meningkatkan 
pekerjaan. Commissaris Van Ambonezenzorg yang berada 
pad a jajaran perdana menteri itu memang dibu bark an pad a ta­
hun 1970.2 4 

Menyusul tindakan-tindakan teror pada tahun 1970an 
itu , Pemerintah Lubbers meningkatkan lagi upaya "integrasi" 
tersebut. Kini para pemimpin Maluku sendiri diajak untuk me­
nilai dan memberi saran-saran pada pemerintah. Untuk itu , 
seperti disebut di atas, dibentuklah Inspraak Orgaan Welzijn 
Molukkers (lWM) atau Badan Penasehat Kesejahteraan orang 
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Maluku. Sudah sejak tahun 1967 pihak Belanda menerima 
usul orang.Maluku untuk tidak menggunakan istilah Ambon 
bagi mereka, tetapi istilah .Maluku. Ini disebabkan para bekas 
KNIL itu tidak seja terdiri atas orang Ambon , tetapi ada pula 
yang berasal dari bagian-bagian lain dari Maluku seperti orang 
Kei-Aru. 

Puncak dari upaya meletakkan landasan un tuk 'in tegrasi" 
itu adalah perundingan-perundingan antara pimpinan badan 
perjuangan, yaitu Pendeta Metiari dan Perdana Menteri Lubbers 
pada tahun 1 986 , dan menghasilkan persetujuan Lubbers­
Metiari tersebut di atas. Namun demikian jalan ke arah 
integrasi belum mulus. Perbedaan-perbedaan penting masih ter­
dapat di kalangan orang Maluku sendiri. Upaya Metiari untuk 
mengatasi pertentangan antara fraksi memang tetap dilakukan , 
namun hal itu juga tidak dapat berhasil seketika. Masalahnya 
adalah mengenai pengertian integrasi itu sendiri .. 

Karena kekacauan dalam pengertian integrasi , terutama 
bagaimana masyarakat Maluku di Negeri Belanda sendiri me­
mahaminya , maka pada tahun 1983 IMW bersama Universitas 
Leiden mengerahkan seorang antropolog Amerika untuk meme­
lajari masalah itu selama dua tahun di Negeri Belanda. Dieter 
Bartels yang terpilih itu sesungguhnya bukan orang baru bagi 
masyarakat Maluku . la telah .menghasilkan sebuah disertasi 
antropologi mengenai institusi "pela" di Maluku yang sudah ada 
beradab-abad lamanya. Bartels dengan kacamata sinkritismenya 
menyimpulkan bahwa di belakang semua upacara dari institusi 
pela tersebut adalah apa yang dia namakan "agama nunusaku" 
yaitu suatu mitos mengenai suatu asal-asal yang sama dari 
semua orang Maluku Tengah (orang Ambon) di Gunung Nunu­
saku di Seram Barat . Gunung misterius yang tidak pernah nam­
pak itu dikatakan sebagai asal-usul yang tempat terciptanya 
manusia . Dari sana manusia Ambon menyebar ke berbagai pulau 
melalui tiga buah aliran sungai (sungai-sungai Tala , Eti , dan 
Sopalewa). Daerah asal itu dilambangkan juga sebagai pohon 
beringin , atau ada juga yang mengatakan bahwa bentuknya 
seperti kulit mutiara raksasa yang terbalik Jetaknya. Karena 
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dalam setiap upacara pela mitos asal-usul itu biasa diceritakan , 
maka tidak mengherankan , demikian Bartels , bahwa bisa ter­
dapa t pel a an tara desa-desa yang berlainan agamanya (Islam dan 
Kristen). Ini disebabkan di setiap orang Ambon merasa berasal 
darj satu tempat yang sama . 2 5 

Dalam mempelajari integrasi orang Maluku di Negeri 
Belanda Bartels menggunakan kaca mata sinkritisme pula tetapi 
tidak medasarkan pada instit us i pela karena orang Maluku di 
Belanda tidak hanya berasal dari Kepulauan Ambon. Ia sa mpai 
pada kesimpulan bahwa perbedaan harus dibuat pada generasi 
pertama yang datang pada tahun 1951 dan generasi ked ua dan 
ketiga yang kini ( 1980-an) telah dewasa dan telah dapat meng­
ambil jalan sendiri . Tekanannya adalah pada generasi ketiga, 
yaitu mereka yang . lahir di Negeri Belanda dan memai nkan 
peranan utama dalam peristiwa-peristiwa di tahun 1970-an itu. 
Sebagai antropolog ia rneliha t bahwa perrnasalahan pada ge­
nerasi itu adalah sosialisasi dalarn keluarga dan soisalisas i dalarn 
rnasyarakat Belanda. Sosialisasi dalarn keluarga tidak berjalan 
rnulus karena orang tua (generasi pertama dan generasi kedua) 
ingin rnempertahankan identitas dan budaya Maluku. namun 
mereka sendiri tidak banyak mengetahui rnengenai hal-hal 
itu karena dibesarkan dalam tangsi-tangsi di Hindia Belanda. 
Pengetahuan rnereka tentang adat dan budaya Maluku hanya 
sepotong-potong, tidak jelas. Ini rnenye ba bkan generasi ketiga 
tidak puas dengan keterangan dan keadaan rne re ka sebagai 
orang Ambon. Kese njangan antargenerasi itu juga menyebabkan 
banyak pernuda kehilangan kepercayaan kepada pirnpinan 
mereka seperti Manusama dan Badan Persatuan . Sebaliknya 
sosialisasi dalam masyarakat Belanda terjadi cukup lancar 
karena generasi ini mendapat pendidikan yang luas. ba hkan 
banyak yang telah mendapat gelar serjana dari berbagai univer­
sitas di Negeri I3elanda . Generasi ini . se perti generasi-generasi 
sebelumnya, menolak "asirnilasi ., sebagai jalan keluar. Bagi 
rnereka ''asirnilasi" berarti kehilangan identitas sebagai orang 
Maluku. tetapi int egras i juga te rbatas . yaitu integrasi fungsional 
(pekerjaan. sekolah, kawin campuran) dan integrasi kognitif 

99 



(pengetahuan barat yang diperoleh di sekolah-sekolah. berpikir 
rasional dalam masyarakat diperoleh di sekolah-sekolah. 
berpikir rasional dalam masyarakat !uas) . Namun demikian 
integrasi emosional dengan nasib angsa Belanda tidak tejadi. 
bahkan mungkin juga tidak akan terjadi , karena itu Bartels 
mengajukan saran-saran kepada Pemerintah Belanda agar ke­
bijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan kesadaran 
budaya etnik Maluku dan pacta saat yang sama memperlakukan 
prinsip persamaan hak bagi orang Maluku. Dengan demikian 
generasi-generasi berikutnya akan tumbuh dengan kesadaran 
etnik yang tepat , bukan versi kamp militernya. serta persamaan 
hak dalam masyarakat Belanda. Hal ini disebabkan terutama 
karena generasi ketiga sudah sangat meragukan cita-cita atau 
ideologi generasi pertama yaitu ijdelijk J'erblijf dan RMS. 
Mereka tidak memiliki keinginan yang kuat untuk kembali ke 
Ma!uku dan juga tidak lagi menginginkan adanya RMS. Keha­
diran di Negeri Belanda bagi mereka ada!ah suatu kenyataan, 
dan hal itu mereka teruskan pada anak-anak mereka (generasi 
keempat). Pentingnya pengembangan budaya etnik adalah 
untuk mengatasi keraguan yang ada di sementara generasi 
ketiga bahwa tanpa budaya etnik itu mereka sekedar akan 
berubah dari "Belanda Hi tam" (seperti generasi pertama di 
fi'Jndia Be Ianda) menjadi "Maluku Putih" di Negeri Belanda . 
Keadaan seperti itu, dari segi ilmiah , memang tidak baik karena 
akan menghasilkan anomi. demikian Dieter Bartels. 2 6 

Kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas pada dasarnya 
mengandung kebenaran. Hasil penelitian Dr. R.Z. Leirissa yang 
selama sebulan berada di Negeri Belanda pacta tahun 1991 . 
sedikit banyaknya menggarisbawahi kesimpulan tanpa harus 
menerima teori-teori sinkritisme budayanya. Generasi pertama 
(tentara dan isteri mereka) serta generasi kedua (anak-anak yang 
lahir di Indonesia) memang memiliki peran yang terbatas dalam 
masyarakat. Mereka di1atih dan diatur sebagai ten tara , militer, 
karena itu hanya peran sebagai militer yang tertanam dalam 
sistem kepribadian mereka. Ketika diangkut ke Negeri Belanda , 
mereka pun tetap berada dalam lingkungan asrama, tidak jauh 
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berbeda dengan asrama-asrama KNIL di Hindia Belanda sebe­
lumnya. Selama di Negeri Balanda mereka tidak diberi peran 
lain, kecuali sebagai pekerja dalam membantu para petani 
Belanda. tetapi generasi ketiga mendapat pengalaman lain . 
Mereka berl!aul rapat dengan masyarakat Balanda . sekolah di 
sekolah-sekolah Belanda , berbi cara bahasa Beland a . berbicara 
bahasa Belanda dengan sangat fa sih . be kerja .di berbagai tempat 
dan kantor Belanda . bahkan sering me nikah de ngan gadis-gadis 
Belanda . Mereka telah mengala mi diferensiasi peran. bukan saj.a 
sebagai anggota kamp atau pemukim di kota-kota kecil. tetapi 
berbagai peran dalam masyarakat Bela nda. Dengan dem ikian 
mereka telah terintegrasi (sekalipun mungkin saja integrasi 
fungsional dan integrasi kognit if saja, belum integrasi emosional­
tetapi aspek ini memerlukan penelitian lebih lanjut). Inilah 
sebabnya bagi mereka . Negeri Belan da adalah tempat tinggal 
yang tetap. bukan sekedar rijdelijk ~· erblijf seperti anggapan 
Qenerasi pertama dan kedua . Sekalipu n demikian mereka masih 
tetap mempersoalkan asal-u sul mereka, ethnisitas mereka. 
Karena betapa pun mereka berbeda dengan anggota masya rakat 
Belanda pacta umumnya. Seperti terbukti dari fisik , warna 
kulit . dan lain-lain (kondisi psikologis ) . 2 7 

Agakn ya . pacta waktunya soal ' 'integrasi emosional" itu pun 
akan terjadi. Ini masalah partisipasi dalam lembaga-lembaga 
nasional Belanda , seperti dal a m para tai politik, kantor-kantor 
pemerintah. dan dinas-dina s ketentaraan. Dalam pandangan 
generasi pertama dan kedu a (sebagian ). partisipasi semacam 
itu memang tidak dianjurkan peranggapan mengenai rijdelik 
Ferblijf tersebut di atas. Bagi mereka partisipasi pacta taraf 
nasional. bahkan lokal sekalipun , tidak perlu karena mereka 
pasti akan meninggalkan Negeri Belanda kembal i ke Maluku. 
Dalam konteks RMS, bagi mereka , terdapat kesempatan yang 
luas untuk partisipasi semacam itu . 
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Namun demikian, generasi ketiga sudah mulai menerobos 
tembok ideologis itu dan berpartisipasi secara lebih luas dalam 
masyarakat Belanda. Memang pacta taraf politik hal itu masih 
san gat terba tas. J ustru partisipasi secara poli tiklah yang· 
memungkinkan diatasinya hambatan-hambatan bagi "integrasi 
emosional" tersebut. Suatu prototipe bagi perkembangan di 
masa depan, kalau boleh dilihat begitu, adalah pengalaman 
John Lilipali. Ia adalah seorang anggota generasi kedua yang 
telah mengalami tindakan-tindakan yang kurang menyanang­
kan akibat. tindakan-tindakan kekerasan pertengahan 1970-an 
itu. Ia tidak dapat menyetujui tindakan-tindakan itu sekalipun 
ia dapat memahami mengapa hal-hal itu dapat terjadi di kalang­
an segenerasinya. Ia nampaknya memilih kesadaran bahwa 
integrasi penuh adalah jalan keluar yang terbaik. Selain beristeri­
kan seorang Belanda, ia juga terjun dalam bidang politik . Dalam 
hal ini Partij Van den Arbeid pula yang menjadi pelopor. 
John Lilipali diterima sebagai anggota. dan dalam pemilihan 
umum tahun 1986 ia dicalonkan sebagai anggota parlemen oleh 
partainya ( Partij Van den Arbeid) sebagai wakil dari Propinsi 
Zeeland dan ternyata terpilih. Sampai sekarang ia masih mewa­
kili propinsi itu dalam Parlemen Belanda (Tweede Kamer, 
Staten Generaa/}. 

5. 5 Semangat Barn 

Tindakan-tindakan kekerasan pacta pertengahan 1970an 
merupakan tindakan orang-orang dari generasi kedua dan ketiga 
yang putus asa. Keputusasaan itu sesungguhnya melambangkan 
pula kebangkurtan dari ideologi tijdelijk verblijf dan RMS 
di kalangan orang Maluku di Negeri Belanda. Kekerasan se­
macam itu tidak akan berulang kalau proses integrasi yang 
sangat didambakan generasi ketiga tersebut di atas dapat ter­
laksana. kalau perlu dengan "integrasi emosional" pula , karena 
itu yang lebih penting dikemukakan adalah kecenderungan­
kecenderungan yang memungkinkan terjadinya in tegrasi terse­
but di masa depqn. Kalau "in tegrasi emosional" memang ber­
gantung pada banyak faktor di luar masyarakat Maluku seperti 
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hambatan-hambatan yang terdapat dalam masyarakat Belanda 
sendiri. 2 8 maka dalam masyarakat Maluku di Negeri Belanda 
sendiri terdapat faktor-faktor yang mendorong ke arah integrasi 
itu. Faktor-faktor itu di sini disebut secara umum dan termani­
fes~asi sebagai "Revolusi Kebudayaan" yang berlangsung sejak 
tahun-tahun 1970an dan kini rnasih terus berlangsung sebagai 
"Semangat Bam'' . 

Salah satu manifestasi da ri "Semangat Baru" ini adalah ke­
giatan dari Stichting (Yayasan)Tjengke" yang kini dipimpin 
oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa generasi ketiga dengan 
pusatnya di Amsterdam Yayasan ini mengeluarkan sebuah 
majalah dengan nama Tjengke pula pada tahun 1978 (terbit 
setiap bulan sampai tahun 1987) untuk menyuarakan semangat 
baru itu. Pada tahun 1990 yayasan ini menyelenggarakan se­
rangkaian ceramah ilmiah dengan mengundang berbagai pakar 
dari rnanca negara. Pertama-tama muncu1 tiga orang pakar pada 
bulan April 1990 , yaitu Dr. Dieter Bartels (antropolog). Dr. 
GJ. Knaap (sejarawan Belanda). dan Dr. R. Chauvel (sejarawan 
dari Australia) yang mengemukakan hasil penelitian mereka 
dalam rangka "Semangat Baru" a tau .Vieuwe Tijden .Vieuwe 
Heiden (Zaman Berganti Pahlawan Berganti) . Pada dasarnya 
dikemukakan bahwa budaya Maluku berubah dengan perubahan 
zaman. Rangkaian ceramah kedua (November 1990) ditampil­
kan Dr. Jim Coll ins Oinguist dari University of Hawaii) yang 
ahli bahasa-bahasa Maluku itu. serta Dr. Matthew Spriggs 
arkeolog dari Australian Vational [Jniversity of Canberra. 
yang pernah mempelajari tembikar di Maluku. Keduan ya juga 
menampilkan ken yataan perubahan budaya yang terjadi dalam 
sejarah Maluku. Terakhir (April 1991) tampil Dr. RZ. Leirissa 
dan Drs. John Pattiselano dari Universitas Pattimura yang ahli 
dalam Ilmu Budaya Dasar. Di sini pun tekanan diberikan pada 
perubahan kultural tersebut . 

Menurut penelitian Dieter Bartels terse but di atas 2 9 Ya­
yasan Tjengke tersebut hanyalah salah satu wadah dari ke ­
lompok intelektual Maluku muda yang term asu k avant guarde 
(pelopor dalam budaya) . Sela in media mereka yang juga ber-
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nama Tjengke itu. terdapat kelompok-kelompok lain yang juga 
menggunakan media cetak sebagai alat komunikasi. Suatu 
organisasi yang menamakan dirinya Pattimura dan beraliran 
Marxis menerbitkan majalah Pattimura. Kemudian ada pula 
Kora-kora yang membawa berita-berita dari Indonesia. Program 
Suara Maluku dari Radio Helversum juga bertujuan mengem­
ban.gkan budaya Maluku , tetapi bersama majalah Marinjo 
saluran itu disponsori oleh IWM , karena itu sering dianggap 
sebagai corong pemerintah. 

Bahwa Amsterdam menjadi pusat arant guarde Maluku 
tidak mengherankan karena suasana budaya al'ant guarde 
kota itu serta banyaknya pendatang asing yang mewakili keane­
karagaman budaya. Selain itu terdapat pula kelompok lain. 
yaitu para pekerja sosial lulusan akademi-akademi Pekerjaan 
Sosial di Belanda . Selain mencoba memberantas berbagai 
penyakit sosial seperti narkotik, pengangguran , dan buta huruf. 
mereka pun mencoba membuka tabir rahasia budaya Maluku. 
Ada pula kelompok-kelompok studi yang dengan rajin mem­
pelajari berbagai hasil penelitian mengenai budaya Maluku baik 
yang berasal dari masa Hindia Belanda maupun dari masa se­
karang. 

Penelitian ilmiah mengenai budaya Maluku kini dipusatkan 
di Museum Maluku ( Moluksche Museum) yang dibangun di 
Utrecht oleh IWM. Ketua dan wakil ketuanya adalah sejarawan­
sejarawan (Drs. Henk Smeets dan Drs . Wim Manuhutu . Manu­
hutu adalah lulusan Universitas Utrecht yang menulis tlisertasi 
mengenai perang kolonial di Seram . Selain itu ada pula se­
jarawan lain yakni Drs. Habiboe , yang kini sedang menyiapkan 
disertasinya mengenai Maluku dalam abad ke-19. Salah satu 
tulisan yang dikeluarkan kelompok sejarawan ini, seperti telah 
disinggung di atas adalah hasil penelitian mereka mengenai 
kedatangan orang Maluku pacta tahun 1951. 3 0 Dalam gedung 
yang sama pula terdapat sejumlah linguist dengan pimpinan 
Dr. Bert Tahitu , seorang lulusan Universitas Leiden yang mem­
pelajari "Melaju Sini" a tau bahasa Melayu yang digunakan 
masyarakat Maluku di Negeri Belanda. Tujuan mereka adalah 
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menerbitkan berbagai buku pelajaran bahasa Melayu untuk 
kepentin)!an sekolah-sekolah di Negeri Belanda yang menam­
pung orang Maluku. Dari berbagai penerbitan mereka nampak 
jelas bahwa ada upaya untuk mengikuti perkembangan bahasa 
In donesia sebagai bahasa baku. In i disebabkan sifat bahasa 
Melayu Sini terlalu terbatas pada kehidupan tangsi yang tidak 
karuan . 3 1 

Kemajuan-kemajuan lain tercapa i dalam bidang seni . Seni 
tari umpamanya cukup maju. baik tradisional maupun kontem­
porer . Seni tari tradisional 'dipelopori oleh Willy Na nlohy 
yang mencoba antara lain mengaktualkan kembal i tari perang 
~1aluku (cakalele ) bagi anggota-anggota generasi ketiga. Seni 
tari modern dipclopori oleh Yvon Tomasoa dengan sekolah tari 
jazznya (Ja:::zdance School Yl'On TonwsoaJ. Bahwa seni patung 
mun cul di ka l an~?-an orang Kei-Aru tidak terlalu mengherankan . 
mengingat perke mbangan yang terdapat di kepul auan itu sejak 
dahulu kal a. Pelopor dalam bidang se ni ini adalah Fanoebi 
(asal Tanimbar) yang berdiam di Cijkk ( Pro\·insi Brabant 
Utara - !'Jord Brabant) yang berspesialisasi dengan perunggu . 
Dalam seni musik tentu saja tidak kurang contoh. Daniel 
Sahuleka dan Julya Loko terkenal sampai di luar Negeri 
Belanda . Suatu _!rroup penyanyi yang juga sangat terkenal di 
Ne_geri Bela nda adalah "Massada ., ya ng kini telah bubar. ke­
mudian juga terdapat "Moloccan Sound'' . suatu band yang 
juga telah banyak membuat na ma di berbagai kota di Belanda. 

Tidak kurang penting adalah kesusasteraan. Dari bidang ini 
yang paling berkembang adalah seni puisi. Abe Sahetapy yang 
ikut dalam pembajakan kereta api pada tahun 19 75 di Wijster 
itu . telah menerbitkan buk u kumpulan puisinya pada tahun 
1985. Kemudian nama-nama la in yang menonjol adalah Frankie 
Berhitu. Rachel Haurissa. Anis Sihasale. Brigitte Parinusa , dan 
Tania Sihasale. 3 2 

Bentuk nove l belum banyak menapat peminat. Frans 
Lopulalan dengan novel yang diterbitkan tahun 1985 dengan 
judul , Onder de Sneeuw Een lndiche Graf (Kuburan Melayu 
yang Tertimbun Sa]ju), men gambil cerita tentang pengalaman-
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nya ketika masih hidup dalam kamp. Betapa dominannya ke­
luarga dalam mengasuh anak sangat jelas ditoniolkan dalam 
buku ini. Ideologi tijdelijk verblijf itu diilustrasikan dengan 
sangat baik melalui sebuah dialog yang sudah sering dikutip, 
'Nak, kalau ditanya kau berasal dari mana, jangan sekali-k~li 
menjawab, dari Woerden, tetapi dari Porto di Saparua" (Jongen, 

als ze je vragen je vandaan komkt, zeg daan nooit dat je uit 
Woerden komt, maar uit Porto op Saparua".) · 

Pada dasarnya budaya baru ini, "samangat baru" ini, adalah 
upaya mengaktualkan budaya etnik Maluku dalam konteks 
Barat/Belanda.· Bahasa Melayu Sini diberi tata bahasa (grama­
tika) modern, ungkapan tari tradisional mengikuti pola ritme 
dan gerak tari modern, lagu-lagu tradisional diungkapkan 
ctengan beat modern seperti regge, jazz, dan lain-lain. Inilah 
upaya generasi ketiga memberi makna pada kehadirannya di 
Negeri Belanda. Seluruhnya bertentangan sama sekali dengan 
alam pikiran dan ideologi generasi pertama yang berintikan 
tijdelijk verblijf dan RMS itu. Mereka ingin menemukan jati 
diri mereka sebagai orang Maluku di Negeri Belanda. bukan 
sebagai orang asing, tetapi warga Beanda dengan identitas 
Maluku. Bagi mereka , seperti diungkapkan Frans Lopulalan. 
budaya generasi pertama telah rna ti dan bahkan kuburannya 
telah tertimbun salju, tidak jelas lagi bentuknya. Kalau di­
pikirkan bah wa generasi ketiga ,ini pula yang akan melahirkan 
pemimpin-pemimpin masyarakat Maluku di Negeri Belanda 
di masa-masa kemudian. sudah bisa diperkirakan arah gejala 
yang; akan mereka tempuh. Pemikiran mereka itu pun, seperti 
dibuktikan oleh Dr. Dieter Bartels, diteruskan dengan konse­
kuen kepada anak-anak mereka (generasi keempat) yang seperti 
mereka jug;a lahir di Negeri Belanda. 
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(Stichting) "Tjengke ' pacta bulan April /Mei l 991 . Selain 
memberi ceramah dan berbincang-bincang, juga diadakan 
kunjungan-kunjungan ke bakas kamp-kamp Maluku dari 
tahun-tahun 1950an dan 1960an . Yayasan tersebut telah 
mengeluarkan sebuah buku dengan foto-foto yang menarik 
mengenai kamp Lunetten di Vugt yang direncanakan 
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Lampiran 1 

LAPORAN POLITIK KEPALA DAERAH MALUKU 
SELATAN PERIODE 16-31 DESEMBER 1948 OLEH 
AM. PELLAU PESSY, 6 JANUARI 1949. 

(Laporan Departemen Seberang Laut Belanda) 

De verkiezingen die op 16 December plaats vonden hadden 
een buitengewoon ordelijk verloop. Noch in de stad noch in 
de negorijen op Ambon de den zich incidenten voor. Kleine 
onaangenaamheden ontstonden in negorijen met een 
overwegend analfabetische bevolking tussen de personen die 
zich aanboden behulpzaam te zijn bij de invulling der 
stembiljetten. 

Klachten over gebrek aan geheimhouding bij stemming 
in de negorijen verliezen aan betekenis indien men bedenkt 
dat meestentijds niet de minste prijs op geheimhouding gesteld 
wordt, een verschijnsel dat zich ook voordoet bij verkiezingen 
van sanirileden, kepala soa's en regenten. Enigszins gold dit 
bezwaar voor de Boetonnezen, een bevolkingsgroep die zonder 
enige kennis .van candidaten of doestellingen aan zware druk 
van buiten is blootgesteld geweest. In de zuiver Boetonnese 
kampon.gs waren dan oook alle biljetten eensluidend ingevuld. 

De uitslag als geheel is voor wat stad en Iande van Amboina 
betreft een grote overwinning van de Partai Indonesia Merdeka 
geworden. Deze partij heeft ook de zwaarste financiele en per­
soonlijke offers voor dit resultaat over gehad. De regentenbond 
wist alleen haar candidaat D. J. Gaspersz verkozen te krijgen. 
De groep intellectuelen (Gerakan demokrat) leed een geweldige 
nederlaag; het is wei gebleken dat haar voorstelling als zou de 
volking geneigd zijn intellectuelen te kiezen, zonder dat 
deze nauw contact met het kiezersvolk hebben gezocht en 
intensief propaganda voor hen gemaakt is, niet opgaat. De tot 
op heden bekend geworden verkiezingsuitslagen zijn als volgt : 
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Stad Amboina 

Aantal stemgerechtigden : 
Aantal uitgebrachte stemmen: 

Hamid bin Hamid ( PIMJ 
W. Reawaru (PIM ) 
F . H. Pieter 
Mevrouw J. Sahusilawane 
Tommasoa 

Amboina (Onderafdeling) 

Aantal stemgerechtigden : 
Aantal uitgebrachte stemmen : 

E. U. Pupella (PIM) 
S. Tjokro ( PIM) 
D.J. Gaspersz 

Hamid bin Hamid (PIM) 
J .B. Sitanala (PIM) 
W. Reawaru (PIM) 

Saparoea 

A. Wairisal 
H.A. Risakotta 
W. A. Lokollo 
Said Bachmid (PIM) 
A. B. Latuconsina 

West-Ceram enz. 

II 582 
4 032 

Aantal stemman 

I 606 
I 505 
I 477 

I 240 

21 969 
15 6 84 

8 6 93 
5 282 
4 825 

(verkozen ) 

(verkozen ) 
(verkozen ) 
(verkozen ) 

Aantal stemmen 

4 636 
4 542 
4 528 

6 96 9 
5 437 
3 990 
3 502 
2 988 

(verkozen ) 

(verkozen ) 
(verkozen ) 
(verkozen ) 
(verkozen ) 
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Lampiran 2 

LAPORAN POLITIK KEPALA DAERAH MALUKU 
SELATAN PERIODE 1--15 ZOMEI 1949 
OLEH A.M. PELLAU PESSY, ZONEI 1949 
(Arsip Departemen Seberang Laut Belanda) 

D. Staatkundige 
Reconstructie 
(Daerahvorming) 

Op 12 Mei werd de openingszitting van de nieuwe Zuid­
Mo1ukken-Raad met enige p1echtigheid gehouden. Er was grote 
be1angstelling op de publieke tribune, ook van ambte1ijke en 
particuliere instanties; vele bloemstukken gaven de zaal een 
feeste1ijk aanzien. 

Beha1ve door de Voorzitter van het college weden korte 
toespraken gehouden o.m door het lid Soulisa uit naam van 
de nieuw gevormde fractie Persatuan en de Heer Pupella namens 
de fractie Indonesia (resp . 12 en 14 1eden tell en de). De fractie 
Persatuan, vni. gevormd door raadsleden van de Zuid-eilanden 
stelt zich ten doe1 de steeds bestaande klove tussen de bewoners 
dier eilanden en de eigenlijke Am bone zen te overbruggen en 
uiteindelijk tot een eenheidsfront te geraken. 

In deze fractie zitten reeds enige leden van noordelijke 
gebieden o.a. van Ceram. 

Hoewel de constructie tot de voorgenomen samanwerking 
wat vreemd aandoet, schijnt de bedoeling welgemeend te 
zijn. Niettemin werden in het college van gecommitteerden 
gekozen de heren Pupella, Wairisal, Hamid en Manuhutu (thans 
hoofd plaatselijk bestuur van Geser, Oost-Ceram), aile van 
fractie Indonesia afkomstig van Ambon en Saparua. 

Het valt te voorzien dat het concentreren van aile zetels 
van gecommitteetden in deze ene fractie kwaad bloed zal 
zetten in de boezem van de fractie Persatuan: stem men in 
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die richting werden reeds gehoord : de !eden der Zuid­
eilanden voelen zich gegriefd door deze kortzichtige poli­
tiek der Ambonse fractie . Getracht zal worden in deze 
samenstelling een WIJZigmg te doen aanbrengen , middels 
vrijwillige terugtrekking van een der gecommitteerden , opdat 
op deze wijze de Zuid-eilanden mede vertegenwoordigd zullen 
zijn . 

In de lo pende zitting wel ke vermoedelijk tegen 30 dezer 
beeindigd zal zijn , wordt vnl . de ontwerp-begroting 1949 
behandeld . 

De voorbereidingen voor de verkiezing van parlementsleden 
zijn thans in een gevorderd stadium. De candidaatstelling 
zal echter ni et eerder dan in Ju li kunnen plaats hebben . 

De moesson t /m Augustus is jammer genoeg zeer ongunstig, 
in tegenstelling met de verkiezingen voor de Z.M.R. die vorig 
jaar in het goede jaargetijde konden plaatsvinden . 

Geen bijzonderheden . 

E. Werking Gezagsapparaat 
Bestuurs , politie mil. 
macht. 
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Lampiran 3 

LAPORAN PJ. PERWAKILAN KERAJAAN DI 
MAKASAR (DR L.B. VANSTRATEN), 13 MEI1950 
(Arsip Departemen Seberang Laut Belanda) 

D. Staatkundige 
reconstructie 
(Daerahvorming:) 

Hoewel gestreefd werd naar een vlotte afua.ndeling van 
zaken - mede met het oog op de voorbereidingen voor de 
parlementsverkiezi.ng-kon deze zitting:.van de Zuid-Molukken­
Raad pas op 2 Juni beeindigd worden. 

Na de verkeizing van de in het vorig: verslag genoemde !eden 
van het college van gecommitteerden, werden inderdaad ernstige 
bezwaren bij den Voorzitter voorgebracht door !eden van de 
fractie Persatuan. Gelukkig: kon na enig overleg: een schikking: 
getroffen worden , waardoor de Heer Hamid zich vrijwillig uit 

het college terugtrok en vervangen werd door de Heer Norimar­
na. die ook reeds in het oude college zittinghad , als p!v . gecom­
mitteerde. 

Is dus de gang van zaken in dit politieke spel weinig elegant 
geweest , het resultaat is dan toch dat be ide fracties thans in 
het dagelijk bestuur van de Zuid-Molukken-Raad vertegenwoor­
di_gd zijn , hetgeen niet a!lders dan bevorderlijk geweest is voor 
een g:oede · sfeer in het verloop der verdere besprekinge.n. De 
Zitting werd dan ookin een uitstekende stemming van onderlinge 
waardering en goede kameraadschap beeindigd. 

De fractie Indonesia nam een besluit van de strekking ·am 
de gewijzigde en aangevulde begroting 1949 goed te keuren , 
echter onder protest tegen de subsidievermindering van 6 tot 
4Y2 millioen. Een motie Pupella cs . van dezelfde strekking werd 
op ·3] Mei aangenomen, Waarvan de motivering luidt dat een 
subsidieverlaging als bedoeld niet gerechtvaardigd wordt geacht 
t.a.v. een nieuwe autonome gemeenschap , welke nimmer in 
de gelegenheid geweest is een autonoom bestaan met eigen geld­
middelen te leiden. 
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Op 24 Mei werd een motie Wairooy c.s . aangenomen waarin 
met kracht aangedrongen wordt op een snelle uitvoering van 

de op 1 Maartjl aangenomen motie Pup ella c .s . Deze motie 
houdt in de instelling voor 1 Juli 1949 van lagere oneigenlijke 

Zelfbesturen onde r voorzitterschap van lndonesisc he Hoofden 
plaatse lijk bestuur . 

Een op 28 Mei aangenomen moti e Hentihu c .s. (voorge­
bracht door 18 leden) stelt he t spelen Yan he t Indonesia Raja 
na het "Wilhelmus" bij offi ciele gelegenhe den ve rpli chte nd . 

De overwegingen welke tot deze moti e geleid hebben zi jn: 

I . het is een officieel inges teld volkslied . 
1 het heeft bi j het pub liek in de gehel e Zu id-Molukken 

geleidelijk aan een gevestigde plaats ingenomen . 

3. het spelen van het lied na het ' Wilhelmu s'' wordt geacht 
sym bolisch uiting te geven aan dex verbondenheid van be ide 
volkeren door de in te stellen Un ie Nederland-Indonesia . 
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Lampiran 4 . 

SURAT PERWAKILAN KERAJAAN BELANDA (LOVINK) 
PADA PEMERINTAH BELANDA 27 JUNI 1949 
(Arsip Departemen Luar Negeri belanda) 

1. In gevolge de aanvaarding van de Grondwet door het 
voorlopige vertegenwoordigend lichaam van Oost-Indonesie en 
de binnenkort verwachtbare aanvaarding door.de voorlopige 
Senaat , wordt het vraagstuk van zelfbeschikking voor onder­
scheidene volksgemeenschappen, waarover artikel 5 van de Den 
Pasar-regeling handelt, acuut. 

2. Slech ts in de Minahasa is sprake van een krach tige be­
wegin)! vooruittreding.uit Oost-Indonesie; op het Zuidelijk dee! 
van de Molukken (Ambon) vindt.dit separatisme weining weer­
klank. terwijl het in Timor nagenoeg ontbreekt . 

3. In de Minahasa ontwikkelt zich de Twapro. welke aans­
tuurt op "Suriname status" voor het betrokken gebiedsdeel. 
tot een volksbeweging, waarvan de aanhang op een kleine 
80.000 !eden wordt geschat. Daamaast ontwikkelt sedert kort 
het "Komi tee Ketatanegaraan Minahasa" een activiteit . gericht 
op de vorming van de Negara Minahasa, gelijk ook blijkt uit de 
U be ken de resolutie . 

4. De Regering van Oost-Indonesie verzocht in haar in 
afschrift bij mailrapport overgelegde brief van 13 Mei aan de 
Indische regering haar afkeuring kenbaar te maken over de 
afscheidingsbewegingen. Op deze brief werd dezerzijds nog niet 
ge an twoord, daar het n oodzake lijk is deze kwes tie als ge heel 
te behandelen . 

5 . Ik had derhalve hedenmorgen een bespreking.met van 
der Wal, Enthoven. de Waal en Koets , waarbij wij tot de navol­
)rende !!:emeenschappelijke conclusie kwamen: 

A. De "Suriname status" is voor de Minahasa ongewenst 
en onuitvoerbaar. terwijl ook een Negara Minahasa op grote 
practise he bezware n . speciaal van financ ieel-economische aard , 
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stuit ;. iinancieel is de Minahasa nie t bij machte de eigen huis­
houding te bekostigen; derhalve is ook deze oplossing evenmin 
gawenst. 

B. Evenals andere volksgemeenschappen moeten wij echter 
het- recht van de Minahasa waarborgen om zelf terzake op de­
mocratische wijze uitspraak te doen en ons bij de uitslag daar­
van neerleggen. 

C. Ofschoon theoretisch de regeling van de toepassing van 
het zelfbeschikkingsrecht voor geheel lndonesie ter Ronde Tafe! 
Conferentie wellicht verkieselijk is . dient om practische redenen 
de regeling voor Oost-lndonesie , in verband met de sub I ver­
melde omstandigheid. nu ter hand te worden genomen onder 
voorbehoud van de overeenstemming als bedoeld sub F . 

D. Aangezien een algemeen plebisciet in alle 13 Daerahs 
van Oost-lndonesie tijdrovend . kostbaar en bovendien over­
bodig is. daar in de meeste generlei verlangen naar verandering 
van status aanwezig is. ware e en volkstemming te beperken tot 
de gebieden. waar de wens daartoe bestaat. 

E . Dezerzijds is gedacht aan de mogelijkheid tot het doen 
houden van een plebisciet. waar hetzij de daerahraden. hetzij 
een zeker percentage kiesgerechtigden van de bevolking de 
wens daartoe te kennen geeft. 

F . Vermoedelijk is de Oostindonesische Regering. welke 
uiteraard sterk tegen elk separatisme is gekant. wei voor een 
dergelijke oplossing te vinden . 

6 . Daar een eventueel plebisci e t in de Minahas a een antece­
dent is voor een volksstemming elders , zal in onderling o verleg 
een regeling moe ten worden on tworpen . welke een vrije uits­
praak waarborgt. Het is natuurlijk twijfelachtig of all es zijn 
beslag kan krijgen voor de souvereinite itsoverdracht. maar ten 
principale maakt dit geen verschil. 
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Lampiran 5 
LAPORAN PJ. PERWAKILAN KERAJAAN BELANDA 
(DR. L.B. VANSTRATEN), 15 MARET 1950 
(Arsip Kementerian Luar Negeri Belanda) 

3 . Het kabinet-Tatengkeng bood op de dag van de sluiting 
van de zittinpsperiode van het Voorlopig Vertegenwoordigend 
Lichaam van Oost-Indonesie. 20 februari jl. zijn ontslag aan . Op 
21 februari kwam het nieuwe Par1ement voor het eerst bijeen. 

Het kabinet-Tatengkeng bleef na zijn aftreden voorlopig als 
demissionair kabinet aan . 

4 . De meeste nieuwe Parlementsieden - volgens een dis­
trictenstelse1 en op basis van absolute meerderheid gekozen (63), 
aangevu1d met 10 correctieve bencemingen - waren reeds een 
14 dagen tevoren te Makassar gearriveerd. zodat er ruim tijd 
bestond om tot fractievorming te komen. 

De eerste fracti e die zich aandiende was de op basis van het 
federalisme opg.erichte Fractie Nasional Progressief. bestaande 
uit 20 - 30 !eden . 

De op basis van de eenheid van Indonesie opgerichte fractie 
Kesatuan Nasional - bestaande uit 20-30 !eden - is de unita­
ristische tegenvoeter van de Fractie Nasional Progressief. 

De uit een 6-talleden bestaande Fractie Indonesia -metals 
geestelijke vaders de Sultan van Sumbawa en H. Mochtar Luthfi 
- neemt de Islam als uitganf!Spunt en is een welkome unitaris­
tische a an vulling van de fractie Kesatuan . 

De Fractie Kerakjatan , met een 1 0-tal !eden , is meer een 
daerah-fractie , nl. Zuid-Molukken , Flores , Timor en Sumbawa , 
en voelt zowe1 voor het federalisme als voor het unitarit~me , 

a! naar het uitkomt. Zij kan een te apprecieren steun , zowel 
voor de Fractie Nasional Progressief als voor de Fractie Kesatu­
an vormen , hoewel het merendeel harer !eden meer voelt voor 
hulp aan de Fractie Nasional Progressief. 

De laatst govermde Fractie Socialis-met drie leden-spreekt­
zich over het federalisme of het unitarisme niet uit , maar is de 
N.I.T . als deelstaat zeker niet onwelwillend gezind . 
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7 . Verzoeke spoedigst telegrafisch bericht of de NederiaJJdse 
Rererin!! instemt met een behandeling als hierboven aangegeven. 
f\1et Van Maarseveen is terzake overleg gepleegd . 
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Lampiran 6 

LAPORAN PJ. PERWAKILAN KERAJAAN BELANDA 
DI MAKASAR (DR. L.B.VAN STRATEN), 13 Mei 1950 
(Arsip Kementerian Luar Negeri Belanda) 

2. Op 22 April werd in het Parlement Oost-lndonesie een 
motie-Pupella c .s. ingediend. 

Deze m otie drong er bij de Regering op aan, dat het Kabi­
net-Ir. Diapari zou a ftreden en vervangen worden door een aile 

9TOe pen in het Oost-lndonesische Parlement omvattend nieuw 
kabinet . 

De mo tie was ondertekend door de voom1annen uit de 
Fracti es Kesatuan . Kerakjatan en Indonesia. zodat de aan­
neming ervan reeds bij voorbaat verzekerd was. 

3. Het Kabinet-Diapari steunde op de Fractie Progressief. 
Kerakjaran en de dwergfractie Socialis. welke tezamen een 
kleine m ee rderheid in de volksvertegenwoordiging hadden. 

Door het overlopen van de Fractie Kerakjatan naar het 
unitari stische kamp. was de val van het federalistische kabinet­
Diapari onvermijdelijk . 

4. Op 25 April d.a.v. vond de openbare parlementaire 
behandeling plaats. Vele !eden van de uitgesproken federalistis­
che fra ctie Progress ief bleken afwezig. Men dacht het vermoe­
delijk ve iliger absent te zijn. ter\vijl ook in Zuid-Celebes de ver­
bindin)len met Makassar in handen van de gerilja's waren. waar­
door vele Zuid-Celebes federalisten er zelfs niet aan konden 
denk en naar Makassar te komen . 

5. De woordvoerders van de fracties Kesatuan . Kerakjatan 
en Indon esia verklaarden zich met de motie geheel akkoord. 

In verband met de absentie van zo vele !eden van de fractie 
Progressief. werd de motie met betrekking tot de uitgesproken 
wens. dat het nieuwe kabinet alle groepen van de volksverte­
?enwoordiging zou omvatten enigszins afgezwakt. 

De woordvoerder van de t'ractie Progressief deelde mede dat 
met betrekking tot deze motie geen fractiestandpunt bestond. 
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zodat iede r fracti e lid vrij was in zij n stemuitb re nging. Het 
kwam er dus op neer. dat ieder aanwezi g lid van de F rac tie 
Pro !:!ressie f de raad gegeven we rd voor de m otie te s temmen. 

6. Slechts ee n pa rlem entsli cl had de J u rf zich vo ll edi g 
te)!e n de m o tie te s te llen. Het was de Hee r Maweike re van de 
Twapro . Hij gaf on ve rb loem d te ke nn en, d a t in di t parleme nt 
ge en demo cra ti se he vrij he id van menin gsui ting m eer bes to nd . 
wijl wapenge weld de boven toon voe rde. D e Ministe r-Preside nt, 
Ir. Diapari , de elde mede d a t het h uidige kabinet "me t vreugde " 
d e mo tie-Pu pe lla berroe tte. Ree ds aans to nds na de coup-Azi s 
had he t kabinet zij n m and aa t aan de Pres iden t van Oos t -l nd o ne­
sie ter beschi kking ge s te ld . en s lechts de weigeri ng van de Pre­
siden t om di t onts la)l te aan vaa rde n, had he t kabine t be let af tc 
t reden . 

De mot ie-Pupella we re! ve rvo lgens aangenom en me t 4 9 s te m­
men voor e n cen - ,,Oom Jan .. Mawe ikere- tegen . 

7 . No g de zelfde dag bel as tte Preside nt Sukawati de Heer 
Pupe lla m e t de vorrnin )l van een n ieuw Kab inet. 

De Hee r Pupel la is Ieider van de Frac tie Kerakja tan. Hij is 
o nderwijze r van o n gin e en w a::. o p Am bon Ieider van een part i­
culiere sc hool. Tijd ens de Japanse tijd was hij Res ide nt van Am ­
bon e n heeft toen veel voor de be vol k ing kun nen d oe n . 

Na de ca pitula t ie heeft de Hee r Pu pel la z ij n o nd erwij zersb aan 

weder op)len omen . m aar bleef in de pol! tie k . 

Hij is voo rzitter va n de Parta i Indones ia Me rcleka (PlM l. de 
p ro -R epubl ikeinse ( Djocja ) poli t ie ke groepering op Ambon . 
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Lampiran 7 
SURAT KOMISARIS TIGGGI KERAJAAN BELANDA 
(HIRSCHFELD), 18 MEl 1950 
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda) 

Excellentie. 

De Nederlandse Regering acht zich verplicht de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesia deelge­
noot te maken van de zorg. welke haar vervult met betrekking 
tot de ter Ronde Tafel Con ferentie overeengekomen realisering 
van het zeltbeschikkingsrecht der volken van Indonesie . 

De Nederlandse Regering voelt.deze zorg zwaarder wegen in 
het aangezicht van de staatkundige ontwikkeling, welke zich 
in lndonesie voltrekt. Zij is er zich van bewust, dat deze staat­
kundige ontwikkeling een aangelegenheid is, welke in de eerste 
plaats de souvereine Staat van de Republiek der Verenigde 
Staten van lndonesie aangaat, zij is er echter van overtuigd bij 
de Regering van die Republiek begrip te zullen ontmoeten voor 
het verband tussen deze ontwikkeling en het door Nederland 
en Indonesie aanvaarde beginsel van het zelfbeschikkingsrecht. 

Te dien aanzien moge de Nederlandse Regering wijzen op 
hetgeen - zoals Uwe Excellentie zich ongetwijfeld zal herin­
neren - na moeizame en langdurige onderhandelingen, waarbij 
uiteindelijk de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie 
hare succesvolle bemiddeling heeft willen verlenen , in artikel 
2 der Overgangsovereenkomst omtrent het zelfbeschikkingsrecht 
van de bevolkingen van daarvoor in aanmerking komende gebie­
den is overeengekomen . 

Zij reliseertzich daarbij, dat de in dat artikel vervatte rege­
ling uitgaat van een veronderstelde indeling van de RepuOJiek 
der Verenigde Staten van Indonesie in deelstaten . 

De Nederlandse Regering stelt er prijs op de Regering van 
de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie - voor zoveel 
nodig - nadrukkelijk te verklaren, dat de uitslag van een eventu­
eel plebisciet, hetwelk in het kader van toepassing van artikel 
2 der Overgangsovereenkomsi mocht worden gehouden-hoezeer 
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ook van eminent belan~ voor de betrokken bevolking - op 

zichzelf voor de Nederlandse Re~erin~ van minder primair 
interesse is dan de feitelijk e mogelijkheid . omdat deze een 
onderdeel vormt van de ter Ronde Tafel Conferentie bereikte 
accoorden tussen Nederland en lndon esie . 

Het zal Uwe Ex cellentie niet onbekend zijn . dat tijdens de 

behandelinQ van de Wet Souvereinite itsoverdrach t ln donesie 
in de beide Kamers der Staten - C.e neraal bij zonderlijk de 
realiserin)! van her zelfbeschi.kkingsrec ht een aangelegenheid 
was. welke de \ "olk s ve ne~nwoordiging.in hoge mate heeft 
be zig gehouden. 

Het resultaat van de aanvaarding der Wet So uvereiniteit­
soverdracht lndonesie door de beide Kamers der State n - Ge­
neraal kon niet worden bere ikt dan o p de grondslag van een 

door de \'olksvertegenwoord iging voorgeste Jd an1 en de ment. 
in het desbe treffend we tsontwerp nee rge legd in artikel 2. welk 
wetsartikelluidt • 

"'Wij dragen zo rg . dat. ech te r niet zo nder voorafgaan d over­

le~ met de Regering van de Republ iek der Ve renigde Staten 
van lndon esie. he tzij bij de Commiss ie der Vere nigd e Naties 
voor Indon esie. hetzij bij een ander o rgaan de r Vere nigd e Na­
ties . die stappen worden ged aan . welk e naar On s inzicht bevor­
derlijk kunnen zijn aan een volledig tot zijn rech t kom en van 
het zelfbe sc hikkingsre cht. gelijk dat is bedoeld in a rtik el 2 der 
Over~an_QSovereen komst. beho rende bij de in artike l I dezer 
wet vermelde Mantelresoluti e .. . 

Dit artikel b rengt op ondubbe lzi nnige wij ze de waarde. 
we lke van Nederlanse zijde aan het be ginsel van de ve rwezen­
lijking van het zelfbeschikkingsre ch t wordt toe?ekend . tot 
uitdrukkin g. Het le,ct op de Ned erl an dse Re)?eri n ~ een plicht. 
waaraan de Nederlandse Re~ring zic h eens t e mee mie t mag 
onttrekken . nu deze plicht in harm o nie is m et de ter Ronde 
Tafel Conferentie getroffen accoorden . ln he t aangezi cht van 
deze plicht vraagt de Nederlandse Regering zich met zorg of 
of en zoja , op welke wijze het beginsel van het zelfbeschikking-
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srevht in een eenheidsstaat ~ gesteld dat de ontwikkeling daartoe 
leidt-voor verwezenlijking vatbaar zal zijn. Zij steltzich voor de 
UNCI deelgenoot van deze zorg te maken en in verband daar­
mede een schrijven tot de UNCI te richten, waarvan het concept 
aan deze brief is toegevoegd. Alvorens tot verzending daarvan 
over te P.aan, zou de Nederlandse Regering gaame vernemen of 
dit schrijven Uwe Excellentie tot opmerkingen aanleiding geeft. 

De Nederlandse Regerin!l zoude het -.met het oog op het­
geen in het vorenstaande is vervat-voorts en vooral op hoge 
prijs stellen indien Uwe Excellentie haar met een beschuwing 
omtrent de inzichten van de Regering van de Republiek der 
Verenigde Staten van lndonesie met betrekking tot het zelfbes­
chikkingsrechtzou willen doen blijken . 
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Lampiran 8 
SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA PERDANA 
MENTERI Rl HATTA, 21 JUNI 1950 
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda) 

Excellentie, 

De Nederlandse Regering heeft kennis genomen van het 
schrijven van Uwe Excellentie van 6 Juni 19 50 betreffende de 
verwezenlijking van het zelf-beschikkingsrecht in Indonesie, 
zoals dit bij de RTC is overeengekomen. De Nederlandse Rege­
ring verheugt zich erover, dat blijkens gemeld schrijven van Uwe 
Excellentie de Regering van de Republiek der Verenigde Staten 
van lndonesie de mening is toegedaan dat ook in een unitarisch 
Indonesie artikel 2 der overeenkomst betreffende de overgangs­
maatregelen in principe verwezenlijkt.zou kunnen worden. Zij 
zou gaame over de mogelijke uitwerking van dit beginsel nader 
worden ingelicht. 

In dit verband moge de Nederlandse Regering opmerken , 
dat inderdaad artikel 2 voormeld niet de strekking had dat In­
donesie verplicht zou zijn de federalistische staatsvorrn voor 
altijd te behouden. Wei echter lag het in de overeengekomen 
bedoeling. dat de souvereine staat Indonesie vooralsnog fede­
ralistisch zou opgebouwd zijn , en blijven . Hierover bestond ter 
Ronde Tafel Conferentie geen meningsverschil tussen de Neder­
landse en Indonesische de !ega ties . Oak in de boezem van de 
Indonesische delegaties is dienaangaande van eenstemmigheid 
gebleken. De Nederlandse Rerering moge daarvoor verwijzen 
naar het Communique der lnter-Indonesische Conferentie van 
22 Juli 1949. waarin werd medegedeeld. dat overeengekomen 
was, dat de Republiek Indonesia Serikat o.m . zou gebaseerd 
zijn op de beginselen van democratie en federalisme. In de 
voorlopige Constitutie van de Verenigde Staten van Indonesie 
leest men dat ook dienovereenkomstig reeds in de preambule. 
dat de Indonesische staat een republikeins-federatieve structuur 
zal hebben. Uit tal van bepalingen en uit de gehele samenhang 
der voorlopige Constitutie vloeit verder voort , dat het bestaan 
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van de Indonesische staat is. welk element ook onder de defini­
tieve constitutie zou behouden blijven. 

In artikel 2 der Over?:angsovereenkomst werd op die gronds­
la_g tussen Nederland en · lhdonesie overeen_gekomen, dat de 
indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie 
in deelstaten ulteindelijk zou worden bepaald door de Consti­
tuante in overeenstemming met de bepalingen van de voorlopige 
Constitutie van de RVSI en dat elke deelstaat in de gelegenheid 
zou worden gesteld de definitieve constitutie te aanvaarden. 
Deze bepaling is-zo meent de Nederlandse Regering - onve­
renigbaar met een ontbinding van het federalisme ten gunste 
van een unitarische staatsvorm voor de totstandkoming en 
aanvaardinp van de definitieve constitutie. 

Derhalve moet de Nederlandse Regering van oordeel blijven. 
dat een zodani_ge ontbinding onverenigbaar is met hetgeen te 
dezer zaak ter Ronde Tafel Conferentie is overeengekomen. 
De Nederlandse Regering ziet niet in. hoe het mogelijk is. na 
zodanige ontbinding het zelfbeschikkingsrecht in Indonesie 
te verwezenlijken overeenkomstig de letter van het bepaalde in 
meergenoemd artikel 2. Immers. door de bevolkingen van de 
gebieden. die daartoe voll!ens de in gemeld artikel voorgesch­
reven procedure worden aangewezen. zou een plebisciet onder 
toezicht van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesie 
of een ander orgaan van de Verenigde Naties moeten worden 
trehouden over de vraag. of zij zich tot een afzonderlijke deels­
taat zullen vormen. Daama zou elke deelstaat in de gelegenheid 
worden _gesteld de definitieve constitutie te aanvaarden. In 
reval de deelstaat deze niet aanvaarden zou . zou hij de bevoeg­
dheid hebben te onderhandelen omtrent een speciale verhou­
dinl! tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie en 
het Koninkrijk der Nederlanden . Aldus is onderscheidenlijk 
het interne en het exteme zelfbeschikkingsrecht der bevolki­
ngen in Indonesie ter Ronde Tafel Conferentie geregeld . 

In het schrijven van Uwe Excellentie van 6 J uni 19 50 wordt 
medegedeeld. dat een verandering van de federale staatsvorm 
tot een unitarische het ideaal verwezenlijkt van het overgrote 
deel van het Indonesische volk. 
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De Nederlandse Regering moge in dit verband opmerken, 
dat de regeling van het zelfbeschikkingsrecht juist is overeenge­
komen teneinde te voorkomen , dat de bevolkingen van bepaalde 
_rebieden teg:en haar wil zouden moeten berusten in datgene , 
wat de meederheid van aile inwoners van lndonesie mocht 
we risen. 

Uit het hierooven tot nu toe gestelde moge Uwe Excellentie 
zijn gebleken dat de Nederlandse Re.rering de Reg:ering van de 
Republiek der Verenigde Staten van lndonesie bezwaarlijk kan 
volgen in Hare. in Uw brief to t uiting g:ebrachte opvatting als 
zoude artikel 2 der Overgangsovereenkomst aldus behoren te 
worden ui tgelegd , dat aan de bevolking van de aldaar genoemde 
.rebieden, indien zij daartoe de wens te kennen geven , de gele­
genheid wordt gegeven om middels een te houden plebisciet 
haar wens o m in de Indonesisc he Staat als autonoom gebieds­
deel te word en opgenomen. kenbaar temaken . Veeleer toch is 
dan de betekenis dier be paling op grond van de samenhang zoals 
deze in het ee rste lid op de grondslag van een veronderstelde 
uiteindelijke indeling: van de Republiek der Verenigde Staten 
van lndonesie in deelstaten . met betrekking tot het interne 
zelfbeschikkingsrecht is ui tgewerkt en in het tweede lid ten 
aanzien van het exteme zelfbeschikkingsrecht is vervolgd, een 
wijdere strekking toe te kennen , welke de Nederlandse Regering 
in het voorgaande mocht releveren . 

Dit brengt ook mede. dat indien de federale staatsvorm 
mocht worden vervangen door een unitarische. ook al zoude 

deze niet zijn een staat m et een sterk gecentraliseerde bewind­
voering, doch ruimte Iaten voor een ver doorgevoerde de ce ntra­
lisati e in onderdelen met grote mate van autonomie, in deze 
laatste op zichzelf nog geen verwezenlijking van het zelfbeschik­
kingsrecht zoals dit ter RTC is overeengekomen , is gelegen. 

Slechts zoude dit tot op zekere hoogte het geval kunnen 
zijn indien de bevolking van een bepaald gebiedsdeel zelf de 
bevoegdheid zoude hebben om te verklaren, dat zij van 
zodanige eenheidsstaat een autonoom onderdeel wil uit­
maken en wanneer voorts ditaldus gevormde autonome 
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onderdeel het exteme zeltbeschikkingsrecht. bedoeld in het 
tweede lid .van meergenoemd artikel 2 der Overganj:!Sovereen­
komst. zou toekomen. Daarenboven zou dan nog- zo meent 
de Nederlandse Regering - de aan het gevormde onderdeel 
toekomende autonomie op zichzelf van belangrijk gehalte 
moeten zijn. 

Op grond van het vorenstaande moge de Regering van de 

Republiek der Verenigde Staten van lndonesie de bezorgdheid 
der Nederlandse Regering ten aanzien van de verwezenlijking 
van het zeltbeschikkingsrecht in de opvatting zoals zij daarvan 
hierboven heeft doen blijken. niet onderschatten. Zij zou gaame 
zien dat Haar t~ dien aanzien door de Regering van de Repu­
bliek der Verenigde Staten van Indonesie meerdere geruststel­
lin~ werd gegeven. dan zij in het schrijven van Uwe Excellentie 
van 6 Juni 1950 heeft vermogen aan te treffen. 

Zodanige meerdere geruststelling zou de Nederlandse 
Regering kunnen verlangen indien de Regering van de Republiek 
der Yerenigde Staten van lndonesie Haar zou willen mededelen: 

I. in welke mate zij bereid zou zijn belangrijke inhoud te 
i!"'ven aan de autonomie der onderdelen als waarop hierboven 
werd gedoeld en welke die inhoud zou zijn: 

2. of aan zodanig autonoom onderdeel zou toekomen de 
bevoegdheid om de definitieve Constitutie van de lndonesische 
Staat al dan niet te aanvaarden en zo het deze niet zou aanvaar­
den. het recht tot realisering van het exteme zeltbeschikking­
srecht gelijk bedoeld in het tweede lid van artikel 2 der Over­
gangsovereenkomst: 

3. of zij be reid is gezamenlijk dan wei gelijktijdig met de 
Nederlandse Regering de Commissie der Verenigde Na.ties 
voor lndonesie te verzoeken thans over te gaan tot het doen 
van haar aanbevelingen omtrent het aanwijzen door de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van lndonesie van 
gebieden door welker bevolkingen een plebisciet onder toezicht 
van de Commissie of een ander orgaan van de Verenigde Naties 
zal worden gehouden, gelijk bedoeld in het eerste lid van artikel 
2 der Overgangsovereenkomst. 
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De.Nederlandse Regering vertrouwt gaarn e. dat Uwe Excel­
Jentie bereid zal zijn Hare informatie omtrent het standpunt 
van de Re~ring van de Republiek der Verenigde Staten van 
lndonesie ten aanzien van vorenstaande vragen wei te willen 
bevorderen. 

Zij tekent - naar Zij we i meent te n overvloede - daarbij aan 
dat de Rege ring. van de Republiek der Verenigde Staten van ln­
donesie zic h e rvan overtuigd moge houden. dat de Nederlan dse 
Regering geenszins begeert o f zou kunnen o f wille n be\'o rderen 
dat van het in artikel ~ - tweede lid . der Overgangsove re enkomst 
hedoelde ex terne ze lfbesch ik~ingsrecht. door de bevolkin~ 

van e nil! !!ebied va n lndonesie ook de fact o gebruik wordt 
)!emaakt. S! ec hts begee rtzij - naa r Hare overtuigingten rec hte 
- dat de mogelijkheid tot het to t gelding brengen ook ,·an dit 
exteme zelfbesc hikkingsrecht geeerbiedigd zal b lij\ en . 

De Nede rlan dse Regerin g gevoelt tensl otte de be hoefte 
nader in te gaan op hetgeen Uwe Ex ce llenti e in fine van Haa r 
meergenoemde bnef van 6 Juni 19 50 heeft gestel d ten aanzien 
van de stap welk e Zij bij de Commiss ie de r Verenigde !\aties 
voor lndon es ie h eeft gemeend te moe te n doe n door deze door 
middel van een not a deelgenoot te maken \ 'aJ1 Haar zorg om­
trent de verwezen lijking van het zelfbeschikkingsre cht. 

Zij doet dit t e gereder omdat bij de verwezenlijking. van dit 
recht de Unci kra chtens de Overeenkomst ter RTC niet kan 
worden voorbijgezien . 

Zowel immers het bepaalde sub VI der Mantelresolutie als 
artikel ~ der Overg.angsovereenkomst schakel en de ze Commissie 
of een ander orgaan der Verenigde Naties in bij de Han dhaving 
van het overeen_gekomen zelfbeschikkingsrecht . Laatstgenoemd 
artikel legt in de p roce dural e uitwerking van de verweze nlijking 
van dit recht op de Unci een zelfst andige taak in zoverre van 
Haar aanbevelingen djenen ui t te gaan tot he t houden van een 
plebisciet onder t oezicht van dit orgaan. door de bevolking van 
enig. naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komend gebied 
van Indonesie. Waar het vraagstuk van het ze lfbeschikkin!!S­
recht ter RTC in het bijzonder in het geding is geweest ten aan-
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zien van de Minahassa, Ambon (Zuid-Molukken), Timor en 
gebieden op Sumatra, meent de Nederlandse Regering dat de 
Uncibij het doen van aanbevelingen daarmee ongetwijfeld ook 
rekening zal willen houden . 

De Nederlandse Regering, die van mening is, dat zij terecht 
de aandacht van de Unci op de verwezenlijking van het zelfbes­
chikkingsrecht heeft gevestigd-de taak welke deze Commissie 
ter RTC daarbij is toegedeeld in aanmerking genomen - is vo­
orts van gevoelen , dat zij dit ook op een juist tijdstip heeft 
gedaan, omdat-gezien de staatkundige ontwikkelingen in In­
donesie-het ogenblik waarop van de Unci aanbevelingen als 
bedoeld zouden mogen worden verwacht, niet meer veraf 
schijnt te zijn gelegen. 

Het is daarom met leedwezen dat de Nederlandse Regering 
heeft moeten kennis nemen van de opvatting van de Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie als zoude 
in Nederlandse Regering van de Republiek der Verenigde Staten 
van lndonesie als zoude in Nederlandse Regering-mede om wil­
le van de door de Regering van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesie op enig.ander gebied der betrekkingen 
tussen Nederland en lndonesie te overwegen stappen bij de 
Unci -zich on tijdig tot deze he ben gewend. 

De Nederlandse Regering zal het op prijs stellen van de 
beschouwingen waartoe het vorenstaande de Regering van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indonesie aanleiding geeft. 
te mogen kennis nemen en verzoekt Uwe Excellentie hierbij de 
hemieuwde verzekering etc . 
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Lampiran 9 
SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA KTN 21 JUNI 
1950 
NEDERLANDSE TEKST VAN DE BRIEF VAN DE 
NEDERLANDSE REGERING AAN DE UNCI, D.O . 

21 JUNI 1950 

(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda) 

(Archief Ministeri e van Buitenlandse Zaken) 

De Nede rlandse Re~ring. dankt de commissie der Ve renigde 
Naties van Jndonesie voor haar brie f van 10 Juni 1950 met 
bij1age. zijnde een afschrift van het sc hrijven , hetwelk de Minis­
ter - President van de Republiek der Verenigde Staten van lndo­
nesie onder dagtekening van 8 Juni 19 50 der Unci deed gewor­
den in antwoord op haar aan hem _gerichte brief van 3 Juni 19 50 
betreffende de veJWezenlijking van he t zelfbeschikkingsrec ht in 
lndonesie. waaromtrent de Nederlandse Regering zich bij brief 

van 25 Mei 1950 tot Uwe Commissie wendde. 

Reeds op 18 Mei 1950 richtte de Neder1andse Regering 
zich terzake van de realisering van het zelfbes chikkingsrecht 
tot Minister - President Hatta met ee n schrijven waarvan de in­
houd in grote trekken gelijk is aan Haar voonne1de brief van 25 
Mei j .L aan Uwe Commissie. 

lnmiddels heeft Zij van de Ministe r - President van de Repu­

bliek der Verenigde Staten van lndonesie daarop onder dagte­
kenin_g van 6 Juni 1950 een antwoord mogen ontwangen . 
waarvan de inhoud materieel identiek is met diens schrijven aan 
Uwe Commissie van 8 Juni j .l. ten annzien van welks inhoud de 
Commissie van de Verenigde Naties voor lndon esie de Neder­
land se Regering heeft uitgenodi)ld van haar opvattingen te doen 
blijken. 

De Nederlandse Regerin g meent aan deze uitnodiging op 
geen betere wijze gevolg te kunnen geven dan door Uwe Com­
missie te verzoeken kennis tewillen nemen van de inhoud van 
bijgaand afschri ft van Haar brief dd . heden a an Ministe r - Presi­
dent Hatta in antwoord op diens vorengemeld schrijven aan de 
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Nederlandse Regerinp. dd. 6 Juni 1950. Daaruit moge de Com­
missie van de Verenigde Naties voor lndonesie ontwaren op 
welke eijze de Nederlandse Regering zich de vervulling van het 
bepaalde in artikel 2 van deter RTC gesloten Overgang;overeen­
komst denkt en op welke wijze die vervulling naar Haar oordel 
onder de huidige zich in Indonesie ontwikkelende, staatkundige 
verhoudingen zou kunnen worden bevorderd . 

De Nederlandse Regering moge daarnaast-kennis genomen 
hebbende ook van de brief welke Uwe Commissie onder dagte­
kening van 3 Juni 1950 tot Minister-President Hatta richtte­
aan de Commissie van de Verenigde Naties voor lndonesie 
mededeling doen van Haar inzichten met betrekking tot de taak 
der Unci. 

De taak welke de Unci ter RTC blijkens het bepaalde sub 
VI der Mantelresolutie heeft aanvaard , betreft een toezien op 
de nakoming van de op de Ronde Tafel Conferentie tussen par­
tijen bereikte overeenkomsten. Voorts mst op haar nog een 
speciale verantwoordelijkheid. ook tegenover de betrokken 
bevolkingen, met betrekking tot de uitvoering van haar taak ten 
aanzien van het zelfbeschikkingsrecht. Welke opvatting men met 
betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van die taak ook 
moge zijn toe!!edaan. het komt der Nederlandse Regering on­
betwistbaar voor dat de taak van de Unci met betrekking tot 
he t zel fbeschikkingsrec ht n iet ·a thankelijk is van het initiatie f 
van een der partijen . Immers deze taak betreft. als gezegd. het 
belang van bepaalde bevolkingsdelen van Indonesie en juist de 
neutrale en buiten de partijen staande positie. waarin de Unci 
zich bevendt. maakt het haar mogelijk deze taak ten uitvoer te 
leggen en daannede de goede verhoudinge n tussen partijen te 
bevorderen. Uit dien hoofde zou het naar het oordeel van de 
Nederlandse Regering voor de hand gelegen hebben, dat de Unci 
tegen een ontwikkeling van zaken. welke de grondslag van het 
zelfbeschikkingsrecht dreigt aan te tasten. zelfstandig bezwaar 
gemaakt zou hebben. De Nederlandse Regering meent thans in 
ieder geval te mogen vertrouwen , dat de Unci zal toezien, dat 
artikel 1 der O~ergangsovereenkomst. zoal niet naar de letter, 
dan toch althans naar de geest zal worden nagekomen. 

134 



De Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesie moge 
het der Nederlandse Regering ten goede houden dat Zij bij de 
hu idige stand van zaken de vrijheid he eft genome n op di t 
Jspect ten behoeve van een richtige uitvoering van de ter RTC 
gesloten overeenkomsten, waarvan de aan de Unci toebedeelde 
taal'< dee! uitmaakt. de aandacht te vestigen. 

Zij vertrouwt gaame dat de Unci aa nleiding en gelegenheid 
moge vinden haar standpunt terzake in nadere overweging te 
nemen en daarvan aan de Nederlandse Re gering mededeling te 
doen. 
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Lampiran 10 
SURAT PEMERINTAH BELANDA PADA PERDANA 
MENTERI RI. HATTA, 15 JULI 1950 
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda) 

De Nederlandse Regering dankt Uwe Excellentie voor Haar 
brief van 29 Juni 1950 betreffende de verwezenlijking van het 
zelfbeschikkingsrecht in Indonesie . 

Zij heeft met belangstelling kennis genomen van de daarin 
vervatte nadere uiteenzetting van het standpunt der Regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie ten 
aanzien van dit onderwerp. 

De Re)!ering van de R.V.S .I. moge er zich van verzekerd 
houden dat de Nederlandse Regering begrip heeft voor de moei­
lijkheden waarvoor de Indonesische Regering zich in verband 
met de staatkundige ontwikkelingen in Haar land sedert de 
Souvereiniteitsoverdrachtziet gesteld. al blijft de Nederlandse 
Regerin~ het betreuren. dat de Regering van de R.V.S . van me­
nin)! is. dat zij aan de overeengekomen regeling omtrent het 
zelfbeschikkingsrecht niet onverkort uitvoering kan geven. 

De Regering der R V S.I meent in dit verband een beroep te 
kunnen doen op de clausule "rebus sic stantibus". Deze clausule 
mag naar al~emene opvatting slechts in zeer uitzonderlijke 
omstandi!!heden, die onafhankelijk van de partij. die daarop 
beroep doet, zijn ingetreden. worden ingeroepen . Zelfs wanneer 
op meergenoemde clausule terech beroep mochtworden geda­
an, bren)!:t zulks voor de betrokken partij de .verplichting mede 
zich tot de wederpartij te wenden met het verzoek wijziging te 
brengen in de gesloten overeenkomst voorzover zulks onvermij­
delijk is geworden. Met name zal het die partij dus niet vrij .sta­
an zichzelf. met een beroep op de clausule. zonder meer van 
enige verplichting ontslagen te verklaren . 

Intussen heeft de Nederlandse Regering er akte van gena­
men dat de Regering der R.V.S.l. op het standpunt staat , dat 
artikel 2 der Overgangwvereenkomst in elk geval behoort te 
worden nagekomen naar de ratio dier bepaling. 
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De Rejrering der R.V.S.l is daarbij met de Nederlandse Re­
gering van mening dat op de UNCI ten deze een zelfstandige 
taak rust . In hoeverre de aanbevelingen van de UNCI bindend 
zijn. is een vraag, die de Nede rlandse Regering op di t ogenblik 
meent te kunnen voorbijgaan , omdat de Regering der R. V.S.I. 
van mening is , dat zodanige aanbeveling niet zou kunnen op­
gevolgd worden , indien deze tot chaos in Indonesie zou leiden , 
indien de Rejrering der R.V.S.I . van mening is , dat zodanige 
aanbeveling niet zou kunnen opgevolgd worden , inqien deze tot 
chaos in lndonesie zou leiden . indien de Regering der R. V.S.l. 
een niet-opvolginj.!: van aanbevelingen van de UNCI wil beperken 
tot deze buitengewone omstandigheden en daarover casu quo 
overle!! met de Nederlandse Regering wil voeren , behoeft tegen 
deze beperking zijdens de Nederlandse Regering geen bezwaar te 
bestaan . 

De Ned . Reg. heeft met grote belangstelling ervan kennis 
genomen dat verwezenlijking in principe van artikel 2 , lid 1, 
der Overgang:;overeenkomst in een unitarisch Indonesie een zo 
groot mogelijke autonomie der onderdelen zal medebrengen, al 
heeft Zij in de brief van Uwe Excellentie geen nadere aandui­
ding van de inhoud dier autonomie vermogen aan te treffen . 
De Ned. Regering volgt in dit opzicht daarom met belang:;telling 
de in gang zijnde ontwikkeling. 

Wat betreft de tenuitvoerlegging van het tweede lid van 
meergenoemd artikel 2 , legt de Regering der R.V .S.I. blijkens 
Haar brief, de beslissing bij de Constituan te , welke de bevoeg­
dheden van de autonome gebiedsdelen zal bepalen. Het zal der 
Regering der R.V.S.I. niet ontgaan zijn , dat de UNCI blijkens 
haar antwoord aan de Ned. Reg. d .d . 24 Juni 19 50 ten aanzien 
van de rechtens op grond van het bepaalde in artikel 2 der 
Overgangsovereenkomst bestaande situatie , zich gerechtigd 
acht om de Regering der R. V.S.l. aan te bevelen dat een plebis­
ciet ware te houden over de vraag of enig gebied autonome 
bevoegdheden moet hebben , en dat , indien er een plebisciet 
wordt gehouden en de wenselijkheid tot vorming van een auto­
noom gebiedsdeel daardoor zou komen vast te staan , dit ge­
biedsdeel - ongeacht of het staat of provincie zal heten-het 
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recht zou hebben als bedoeld in het tweede lid van artikel 2 der 
Overgan gsovereen komst. 

De Ned. Re!!. moet haar standpunt. dat overeenkomt met 
het standpunt der UNCI , ten deze handhaven. 

Aan de Nederlandse Re~ring is iedere neiging vreemd om 
zich na de Souvereiniteitsoverdracht in te laten met interne 
lndonesische aangelegenheden. Niets ware Haar liever geweest 
dan dat , de afsluiting van de R.T.C. overeenkomsten en de 
overdracht van de Souvereiniteit , beide partijen er zich toe 
hadden kunnen bepalen haar eigen aandeel in de uitvoering van 
deze overeenkomsten naar vermogen te volvoeren . Zij vertrouwt , 
dat ook de Indonesische Regering deze mening is toegedaan. 

De Nederlandse Regering ziet daarom onder de door de 
Regering der R.V.S.I. gereleveerde omstandigheden met 
grote belangstelling toe hoe de Indonesische Regering, 
zowel voor wat betreft het bepaalde in het eerste als in het 
tweede lid van artikel 2 der Overgangsovereenkomst , uiteinde­
lijk de hier bedoelde materie zal regelen. Zij moge zich voor­
behouden om , wanner daartoe nader aanleiding zou bestaan, 
zich terzake tot de lndonesische Regering te wenden . 
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Lampiran 11 

SURAT PEl\\ERINTAH BELANDA PADA KTN, 15 JULI 
1950 
(Arsip Departemen Luar Segeri Belanda) 

De Nederlandse Regerin!! dankt de l 1NCI voo r haar bri ef dd . 
24 Juni 1950 betreffende het zelfbesch ikkingsrecht in lndone­
sie. Zij heeft met belan,estellin ~Z en waardering van de in houd 
daarvan kennis genomen. 

Het lijdt - ook naar de mening der Nederlandse Regering­
geen twijfel dat de nakomin!! der ter R.T .C. gesloten overeen­
komsten in de eeiSte plaats zaak is van partijen en voor haar 
verantwoordelijkheid komt. Dit neemt evenwel - naar de Neder­
landse Re!!erin!! meent - niet weg dat ee n toezien op de nakom­
in.e der overeenkomsten door partijen . welk toezicht aan Uw 
Commissie ter R.T.C. is opgedragen. als een zelfstandige taak 
mal! worden beschouwd , welke zich ui tstrekt over de vraag of 
en hoe de gentrofen overeen-komsten door partijen worden 
nagekomen . 

Wat betreft de procedure . voorzien in artikel 2 der Over­
ganjrsovereenkomst, meent de Nederlandse Regering , mede 
gezien de bij de totstandkoming van dit artike1 ter R .T.C. 
gehouden besprekingen , dat de in di t artikel vervatte regeling 
niet slechts een recht geeft aan, maar tevens een zelfstandige 
plicht legt op de UNCI ten aanzien van de verwezenlijking van 
het zelfbeschikkingsrecht, al zal het initiatief ten deze ook 
kunnen uitgaan van een der partijen of de bevolking van enig 
gebiedsdeel van Indonesie. 

Ui t het schrijven, hetwelk de Nederlandse Regering onder 
dagtekening van 29 Juni 1950 van de Minister-President der 
R .V.S.I . mocht ontvangen , en waarvan door deze afschrift aan 
Uw Commissie werd gezooden , mage de UNCI zijn gebleken , 
dat de Regering van de R.V .S .I. het boven uiteengezette stand­
punt deelt. 
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De Nederlandse Ret!!ring meent tenslotte juist te handelpn 
Uw Commissie hierbij afschrift te dren trekomen van het 
antwoord hetwelk zij onder dagekening van heden richtte aan 
Minister-President Hatta naar aanleidingvan diens vorengenoemd 
schrijven van 29 Juni 1950 aan de Nederlandse Ret!!ring. 
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Lampiran 12 
SURAT PERDANA MENTERI PREES PADA PERDANA 
MENTERI RI NATSIR, 3 OKTOBER 1950 
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda) 

Met grote verontrusting nam de Nederlandse Regering 
kennis van de militaire actie , welde door de regering ban de 
Republiek Indonesie tegen Ambon is ingezet . 

De teleurstelling over dit bericht was te grater, omdat tot 
op het laatsete ogenblik niet slechts de hoop , maar ook de 
verwachting mocht worden gekoesterd, dat Uw regering met 
het voornemen was bezield 0r11 het conflict met Ambon zonder 
geweld van wapenen tot oplossing te grengen. De zending van 
Minister Leimena rechtvaardigde deze verwachting. 

Lk mag niet nalaten Uwer Ezcellentie mede te delen , dat 
deze rnilitaire actie niet aileen de Nederlandse Regering, maar 
het gehele Nederlandse volk diep heeft geschokt en niet het 
minst hen, die gefreven door oprechte sympathie voor de 
nationale aspiraties van het lndonesische volk de ontwikkeling 
van de onafhankelijke Indonesische staat met grote 
belangstelling hebben gevo1gd. 

Het Neder1andse volk kan niet onvershcilig staan tegenover 
deze stijd. Niet aileen is Nederland nog steeds belast met de 
verantwoordelijkheid voor een aanta1 nog niet gerepatrieerde 
Ambonnese rnil_itairen, bij wie deze moeiwe pmtwolle?omgem 
de grootste onrust kunnen verwekk.en, maar vooral gevoe1t 
ons vo1k zwaar de verantwoordelijkheid voor het feit, dat het 
door overdracht van de souvereinitiet de zorg voor het welzijn 
van de Ambonnese bevolking uit handen heeft gegeven. Met het 
oog op de ernst van de situatie, welke door deze ontwikkeling 
is ontstaan, acht ik het mijn plicht een openlijk persoonlijk 
beroep te doen op Uwe Excellentie om alsnog ertoe medete 
werken, dat de strijd wordt gestaakt en langs vreedzame weg 
naar een oplossing gestreefd wordt. 
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Lampiran 13 

SURAT PERDANA MENTERI RI NATSIR KEPADA 
PERDANA MENTERI BELANDA (DREES) 
(Arsip Departemen Luar Negeri Belanda) 

In verband met Uwer Excellenties telegram betreffende 
de door de Regering van de R.I. laatstelijk genomen maatregelen 
m de Zuid-Molukken, heb ik de eer het volgende naar voren 
te brengen. Zoals Uwer Excellentie bekend, kwam op 25 April 
j.l. een groep KNIL Militairen in op Stand order Ieiding van Dr. 
Soumokil, auctor intellectualis van de opstand in Makassar, die 
met een Nederlands vliegtuig naar Ambon werd gebracht. De 
evengenoemonde Militairen Standen volgens de R.T.C. overeen­
homst op dat agenblik nog onder het gezag van de Nederlandse 
Regering, maar de Nederlandse Regering nam geen strenge 
maatregelen tegenover hen. Kolonel Schotborgh, die naar Ambon 
werd gezonden. trad niet op zoals van hem verwacht werd, 
integendeel hij nam deel aan een plechtigheid van het neerhelan 
van de Nederlandse vlag en het hijsen van de vlag van de z.g. 
"Republiek Zuid-Molukken" in de kazernes van voornoemde 
militairen. Vervolgens werden meervermelde militairen door 
de Nederlandse Regering uit het K.N.I.L. gestoten en verklaarde 
de Neder1andse Regering zich niet meer voor hen verantwoor­
delijk, het aan mijn Regering overlatend het volk van de Zuid­
Mo1ukken in het algemeen en dat van Ambon in het bijzonder 
tt' beschermen tegen de terreur van die groep militairen. 
feneinde de be1angen en de veiligheid van het volk te 
beschermen, heeft de· Regering tot op dit ogenblik steeds 
getracht de kwesties verband houdende met de opstand in 
de Zuid-Molukken, zonder bloedvergieten op te 1ossen. De 
ee~te poging werd gedaan op 27 April 1950, twee dagen na de 
proclamatie van Soumokil, met het zenden van vooraanstaande 
Indonesiers afkomstig van de Zuid Molukken onder Ieiding 
van Dr. Leimena en bestaande uit Ir. Putuhena, R.M.A. Pellau­
pessy en Dr. Rehatta als 1eden. Deze poging mislukte, omdat 
de missie Dr. Leimena niet door Soumokil c.s. werd ontvangen. 
Op 12 en 13 Juni werd te Semarang een "Molukken con-
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ferentie" van Molukkers uit geheel lndonesie gehouden , die 
vervolgens een "broedermissie" vromde teneinde te trachten 
de opstand op vreedzame wijze te beslechten. Deze 
"broedermissie" bestond uit Dr. Siahaja , Sapuletto. J .E. 
Fernandus . J . Tanasale en Kaolola . Ook de poging van deze 
missie liep op niets uit . Eind Augustus probeerde Dr. Rehaata 
wederom met Soumokil c.s . contact op te nemen teneinde 
tot een vreedzame oplossing te komen . Daar er nog geen 
berichten van het resultaat van Dr . Rehatta 's pogingen werden 
ontvangen , heeft op 27 September j.l. de Regering de Minister 
van Gezondheid , Dr. J. Leimena opgendragen zich met Dr. 
Rehatta in verbinding te stellen. Intussen bleek echter dat 
ook deze poging van Dr. Rehatta mislukte , aangezien Dr. 
Soumokil c.s. standvastig elke toenadering verwirp. Uit het 
bovenstaande blijkt duidelijk, dat elke poging die gedaan kan 
worden om tot een vreedzame oplossing te geraken door de 
Regering werd gedaan. 

Inmiddels kwamen bij de Regering voortdurende rapporten 
binnen over de terreur die de opstandelingen tegenover de 
onschuldige bevolking uitoefende. Teneinde in het bijzonder het 
volk van Ambon te beveilingen en te beschermen en het belang 
van land en volk van Indonesie in het algemeen te waarborgen, 
ziet de Regering tot haar spijt zich genoodzaakt positieve maat­
regelen te nemen. Met spijt doch met de overtuiging, dat met 
die maatregelen aan de bevolking van de eilanden in de Zuid­
Molukken de rust en vrijheid zal worden hersteld, zoals zo 
zeer van hun nationale regering verwacht. 

De lndonesische Regering beschouwt de kwesties tegenover 
welke zij zich in de Zuid-Molukken geplaatst ziet als een deel 
van de moeilijkheden, die altijd ontstaan in een periode van 
grote veranderingen, zoals de lndonesische en Nederlandse 
gemeenschap die thans beleeft als gevolg van de souvereinitit­
soverdracht. 
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Een kleinde groep gevapende personen, die toenmaals onder 
verantwoordelijkheid stond van de Nederlandse Regering 
probeerde zich voortdurend te onttrekken aan de veranderingen 
van de historie , die zich in Indonesie aan het voltrekken zijn 
en deze zelfs te weerstreven. De Indonesische Regering spreekt 
haar verwachting uit, dat de moeilijkheden die zij in de Zuid­
Molukken aan het oplossen is , de laatste zullen zijn in de reeks 
van moeilijkheden, die niet los te maken zijn van het proces 
van terugtrekking der Nederlandse machtsapparaten uit Indo­
nesie. 
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